PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PERMEN-KP/2015

RENCANA
STRATEGIS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2015 .







v

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/PERMEN-KP/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PERMEN-KP/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka penyusunan  program
pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun
rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
tahun 2015-2019;

bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan
sebagaimana tercantum dalam rencana strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019,
perlu menyusun perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan  Nomor  25/PERMEN-KP/2015  tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/
PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Menetapkan

18.

Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 25/PERMEN-KP/2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1328) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran | diubah sehingga Lampiran | menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Lampiran Il diubah sehingga Lampiran IlI menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Vii
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu
adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan demikian, prinsip dasar
Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan
landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan
kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan
demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan perwakilan.

2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan
demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama
dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.

3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pemba-
ngunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas
kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam
mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi In-
donesia masa depan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai
melalui perwujudan bangsa yang (1) berdaulat, yaitu bangsa yang mampu
hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui
peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) Mandiri, yaitu berkurangnya
ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia
yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) Berkepribadian
dan berkebudayaan, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim
sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia
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dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam

Memperhatikan amanat Trisakti

RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma dan Nawa Cita, serta untuk mendu- Ly m =
pembangunan (paradigm shift), dari pembangunan berbasis daratan kung terwujudnya Redistribusi Keadi- % Nea Neo | | matiatm )\ ¢
menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan. lan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui  © »a™ nes | ) ﬁﬁf}m \\f,“‘
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih sektor unggulan n?smnal ) “Kemariti- “iff Bl
lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu: man dan Kelautan dgn Kedulatan o _ L
Pangan”, maka paradlgma pemba— - SEKTOR UNGGULAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan ngunan kelautan dan perikanan adalah PE;;:N“GDL%T‘:” “\ . Kn“
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan <] , Kelowss
* PERTUMBUHAN & m“_mhdmh;‘i“u__

« PEMERATAAN
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2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3.  Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indone-
sia

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetap-
kan melalui Unddang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan
IPTEK yang terus meningkat.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban
Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah
saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh
seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi
keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(8) Modernisasi. Pertumbuhan yang
dimakud adalah bagaimana upaya
KKP untuk dapat meningkatkan kontri-
busi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pemban-
gunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil
untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala
besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat
memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

= MODERNISASI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana
Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

B. KONDISI UMUM

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan
dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan ber-
kesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah
satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi
Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan
Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan
pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwa-
wasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi ke-
lautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber keka-
yaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai kebijakan
pembangunan dengan hasil sebagai berikut :

1. PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka terse-
but lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang besarnya 5,1%
dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%.

Ketenaga listrikan




Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun
2014 mencapai Rp. 340,3 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari in-
dustri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir. Melihat
pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Perikanan serta
besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka sektor kelautan dan
perikanan merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontri-
busi bagi perekonomian nasional.

Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, yang
terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan
produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput
laut). Peningkatan produksi perikanan setiap tahun tersebut telah
mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan
protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat.

Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian terse-
but didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan
melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 42
kabupaten/kota.

Nilai Tukar Nelayan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 104,3 dan Nilai
Tukar Pembudidaya lkan rata-rata pada tahun 2014 mencapai 101,36.
Fluktuasi NTN/NTPi salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks kon-
sumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi.
Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan bulanan masih di atas
100, artinya nelayan dan pembudidaya ikan masih dapat menyimpan
hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pem-
budidayaan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan opera-
sional dan hidup sehari-harinya.

Ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai USD 4,64 miliar. Capa-
ian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas udang
yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikuti oleh komoditas Tuna Tongkol
Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014.

Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian
tersebut didukung oleh kampanye nasional Gemarikan (Gerakan
Memasyarakatkan Makan lkan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi.

Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola pada tahun 2014 mencapai 33
pulau. Kegiatan yang dilakukan merupakan pengembangan dan pe-
ngelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar melalui
penguatan sarana dan prasarana dasar.

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
pada tahun 2014 mencapai 7,8 juta ha. Dengan demikian, sampai ta-
hun 2014, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan dengan luasan
mencapai 16,45 juta ha. Sampai tahun 2019, telah ditargetkan perlua-
san kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20 juta ha.

10.

1.

12.

Wilayah perairan bebas [UU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP
tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian strategis pengawasan peman-
faatan sumber daya kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun
2010-2014 diantaranya adalah hasil operasi kapal pengawas dalam
rangka penanggulangan lllegal, Unreported and Unregulated (IUU)
fishing. Kinerja pengawasan didukung oleh kerjasama pengawasan
dengan TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA, kerjasama penegakan hu-
kum dengan instansi terkait, kerjasama internasional di bidang kelautan
dan perikanan dan peningkatan kapasitas pengawasan SDKP melalui
pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan
kelembagaan dan SDM Pengawasan.

Jumlah kasus penolakan ekspor per negara mitra pada tahun 2014
terdapat 4 kasus, atau dapat dijaga untuk tidak melampaui lebih dari 10
kasus. Hal ini didukung dengan adanya upaya KKP untuk peningkatan
sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan yang diekspor.

Jumlah hasil litbang yang inovatif pada tahun 2014 mencapai 105 hasil
litbang, yang terdiri dari 29 litbang produk biologi, 25 litbang komponen
teknologi, 33 paket teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang bangun,
10 model kelembagaan/pengelolaan/pengolahan garam. Hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tersebut memi-
liki kebaharuan sebagian atau kebaharuan seluruhnya, yang akan di-
pergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan
pemasaran berbasis IPTEK.

Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten
di bidang KP terhadap total peserta mencapai 96,22%. Selama tahun
2010-2014, setiap tahunnya jumlah peserta didik yang terserap di dunia
usaha dan dunia industri, jumlah SDM KKP yang meningkat kompeten-
sinya, dan jumlah kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang di-
berikan penyuluhan berfluktuatif. Secara kumulatif pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan telah mampu menyediakan sebanyak 135.653
SDM KP yang kompeten. Capaian tersebut merupakan kontribusi hasil
capaian empat jenis kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, pe-
nyuluhan, dan dukungan kesekretariatan.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan

kelautan dan perikanan, sampai tahun 2014 telah dilakukan penyusunan
kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi
aspirasi masyarakat, antara lain yakni :

1.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyepakati 4 (empat)
norma hukum penting, yakni: (i) pemberdayaan masyarakat hukum adat
dan nelayan tradisional; (ii) penataan investasi; (iii) sistem perizinan;




dan (iv) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Pemberdayaan
masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan pemerintah dan dunia
usaha. Dengan norma hukum ini, maka masyarakat dapat mengambil
inisiatif mengusulkan rencana zonasi. Undang-undang perubahan ini
juga telah memberikan pengakuan hak asal-usul masyarakat hukum
adat untuk mengatur wilayah perairan yang telah dikelola secara turun
temurun. Dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir
dan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh
masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat
setempat. Sementara bagi nelayan tradisional yang memiliki wilayah
penangkapan ikan secara tradisional diakui dengan cara memasukkan
wilayah tersebut sebagai subzona dalam rencana zonasi sehingga
memiliki perlindungan hukum secara paripurna.

2. Untuk memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan pemban-
gunan kelautan, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang sangat penting
menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke depan, an-
tara lain (i) wilayah laut, (i) pembangunan kelautan, (i) pengelolaan
kelautan, (iv) pengembangan kelautan, (v) pengelolaan ruang laut dan
perlindungan lingkungan laut, (vi) pertahanan, keamanan, penegakan
hukum, dan keselamatan di laut, (vii) tata kelola dan kelembagaan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut
nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran
serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, selama periode
Oktober-Desember 2014 KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan,
terutama terkait dengan upaya pemberantasan [UU Fishing. Kebijakan
tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/
PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (yang melarang transshipment),
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014
tentang Larangan Pengeluaran lkan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus)
dan Ikan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia
ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja dalam rangka pemberantasan
IUU fishing, pada tahun 2014 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Penegakan
Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian

Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, alih Muatan
(Transshipment) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal
(ABK) asing.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan,
serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami
penurunan populasi sehingga perlu menjamin keberadaan dan ketersediaan
stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun
2015 tentang Penangkapan Lobster (panulirus spp), Kepiting (scylla spp)
dan Rajungan (portunus pelagicus spp), yang melarang penangkapan
species tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur ukuran yang boleh
ditangkap.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penang-
kapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) telah mengaki-
batkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian ling-
kungan sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangka-
pan Ikan Pukat hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Penge-
lolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengacu pada
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian dirubah sebagaima-
na Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 dan
penjelasannya yang mengamanahkan bahwa dilarang memiliki, menguasai,
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber
daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau
kompressor. Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat di-
lakukan penataan kembali pengelolaan perikanan untuk kelestarian sumber
daya ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pengaturan
selektifitas alat penangkapan ikan, yang pada gilirannya akan dapat mening-
katkan kesejahteraan nelayan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah
untuk mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dalam
rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

C. POTENSI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan
17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km? (terdiri dari luas laut teritorial
0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km?, dan luas ZEE Indonesia
2,55 juta km2). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat
strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai




poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply
chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan
alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan,
terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-
produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi,
timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti
pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy
Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil
untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati
serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal
dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkankesejahteraan
dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar
7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan
perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013).
Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang
diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen
dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun
2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap
(di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan
juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa
depan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk
dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif.
Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan
mencapai 25.000 km2 (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih
dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup
baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar 30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia
memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species
biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species
ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis
tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias,
kekerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati
yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki
potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi
energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih
menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang
akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam
dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi,
pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda

dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum
tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut
Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru
ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan
juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya
laut untuk berbagai jenis, seperti ikan kerapu, kakap, dan baronang; budidaya
tambak seperti udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan
mas, gurame, patin, dan lain-lain.

Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha,
termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan
tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). Secara spesifik, khusus untuk
perairan umum daratan (danau dan waduk), luas secara keseluruhan tercatat
518.240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat dimanfaatkan
untuk perikanan budidaya, maka akan didapat luasan potensial budidaya
air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha. Luasan budidaya KJA
di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atau 3%. Kecilnya pemanfaatan
potensi budidaya air tawar disebabkan karena belum terkelolanya secara
optimal potensi tersebut akibat tumpang tindihnya pemanfaatan potensi
lahan budidaya air tawar, serta belum terbukanya secara mudah akses
menuju kawasan potensil budidaya air tawar tersebut.

Potensi luas areal budidaya air payau saat ini tercatat 2.964.331 Ha,
dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%). Kecilnya pemanfaatan
potensi budidaya air payau disebabkan karena pengelolaan kawasan
potensial budidaya air payau masih berada/ bersinggungan dengan kawasan
mangrove, sehingga pemanfaatan potensi lahan budidaya air tersebut harus
sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan mangrove. Selain itu belum
terbukanya secara mudah akses menuju kawasan potensil budidaya air
payau serta minimnya prasarana penunjang laiinya di kawasan potensial,
menyebabkan pemanfaatan masih relatif kecil.

Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 Ha, dengan
tingkat pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Kecilnya pemanfaatan potensi
budidaya laut disebabkan karena belum tersedianya payung hukum berupa
peraturan yang menaungi Tata Ruang pengelolaan/pemanfaatan ruang laut
untuk berbagai kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam
pemanfaatannya. Hal ini penting bagi pelaku usaha sebagai bentuk kepastian
hukum dan perlindungan dalam berusaha dibidang budidaya laut. Selain
itu tingginya modal yang diperlukan serta ketersediaan sarana penunjang
yang terbatas, menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam usaha
budidaya ikan laut.

Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta Ha
atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar




12.123.383 Ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai
25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis
rumput laut. Beberapa kendala dalam pengembangan budidaya rumput
laut adalah terkait kualitas bibit rumput laut, penyakit, akses pasar serta tata
niaga produk.

Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat dari
penangkapan sehingga produksi budidaya melampaui produksi perikanan
tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk
budidaya memberikan harapan akan meningkatnya produksi budidaya di
waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai
diekspor seperti kerapu dan gurame khususnya untuk tujuan negara Asia
Tenggara. Budidaya rumput laut diharapkan terus meningkat tidak hanya
untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan lain seperti untuk
kosmetik, dan lain-lain.

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk
pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan
pakan pabrikan yang sangat bergantung kepada bahan baku impor, dalam
hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000
ton dari 1,3 juta ton (2,7%) dari keseluruhan pakan ikan yang digunakan
untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019,
dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu
ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan
pakan.

Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai
pengganti tepung ikan impor antara lain (a) Tepung maggot (ulat lalat hitam/
black soldier) menggunakan media PKM (palm kernel meal) dari kebun
sawit, (b) Daging kerang hijau, (c) Ikan rucah atau ikan sisa olahan, (d) lkan
pemakan plankton yang nilai ekonominyaa rendah di masyarakat, (e) Bahan
fermentasi berbagai tumbuhan serta (f) Cacing lumbricus dengan media
sampah organik.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan
perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pem-
bangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis
tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyulu-
han yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan
kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki
kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan
pembangunan kelautan dan perikanan.

Keberadaan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun
2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagai legalitas dan dasar
eksistensi pengawasan SDKP kedepan. Disamping ketentuan nasional
tersebut, landasan lain yang tidak kalah penting yaitu ketentuan maupun
resolusi Internasional yang mengamanahkan untuk pengawasan dalam
kerangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan
bertanggung jawab.

Potensi untuk pengawasan SDKP yaitu ketersediaan SDM Pengawasan
yang saat ini dimiliki yaitu 679 Pengawas Perikanan, PPNS Perikanan
sebanyak 456 orang, Awak Kapal Pengawas sebanyak 279 orang dan Polisi
Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 205
orang, dengan kualitan dan kuantitas SDM pengawasan tersebut diharapkan
lebih memperkuat pengawasan SDKP kedepan. Kerjasama dan koordinasi
dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Mahkamah
Agung, Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran telah terjalin
dengan baik, kerjasama tersebut selama ini diimplementasikan melalui
kelembagaan, prosedur dan operasional yang dilakukan selama ini.

Keberadaan dan fungsi kapal pengawas sebagai sarana utama dalam
pengawasan di laut yang dimiliki sebanyak 27 unit kapal dengan berbagai
ukuran dan type serta speedboat pengawasan sebanyak 89 unit berpotensi
untuk mendukung dalam pengawasan SDKP kedepan. Selain sarana dan
prasarana tersebut teah tersedia alat pemantauan kapal perikanan/VMS
yang mampu memantau pergerakan kapal perikanan dan fasilitas penunjang
seperti dermaga, kantor dan sarana prasarana pengawasan lainnya.

Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan
SDKP secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi
potensi mendukung pengawasan SDKP. Bentuk dukungan tersebut salah
satunya melalui kearifan local di masing-masing daerah seperti awig-awig
di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, Ninik Mamak di
Sumatera Barat, Lubuk Larangan di Jambi dan masih banyak kearifan local
lainnya.

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan melalui proses belajar dengan
pendekatan teaching factory terdiri dari 60-70% praktek dan 30-40% teori.
Saat ini Pendidikan KP memiliki 1 Perguruan Tinggi, 9 (Sembilan) Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 (tiga) Politkeknik Kelautan dan
Perikanan, yang tersebar di wilayah nusantara. Tenaga pengajar satuan
pendidikan KP berjumlah 429 Orang terdiri dari 223 guru dan 206 Dosen.
Satuanpendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama
sebesar 40 % dari total penerimaan peserta didik setiap tahunnya.

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat
Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 Balai Pendidikan dan
Pelatihan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 429 Pusat
Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 33




Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini
pusat pelatihan KP memiliki 75 widyaiswara dan 72 orang instruktur yang
tersebar di masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan KP.

Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku
utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan,
pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan
oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan
bagi aparatur negara meliputi pelatihan teknis, struktural aparatur, pelatihan
fungsional, dan pelatihan prajabatan di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Penyelenggaran penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh
Pusat Penyuluhan Perikanan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per 10 Juli 2015, total penyuluh
perikanan sebanyak 13.621 orang, terdiri dari 3.249 penyuluh PNS, 1285
penyuluh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.749 penyuluh swadaya, 205
PPB Daerah, 40 penyuluh swasta, dan 93 penyuluh honorer.

D. PERMASALAHAN

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena
keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi
terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan
perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di
bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang
bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah
perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Selain itu, praktik-
praktik /UU fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia
(KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan
kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
Kerugian negara akibat dari /UU fishing di perairan Arafura diperkirakan
mencapai Rp 11-17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-
negara di dunia akibat /UU fishing mencapai US$ 10-23,5 miliar (Agnew
dkk, 2005). Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global,
dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan
armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin
penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat.
Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di
Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas
dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu
ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan

atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan
sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana
pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan
di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi
lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam
penanggulangan kegiatan [UU fishing. Masalah [UU fishing juga terkait
dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan
tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya
untuk edukasi dan peningkatan keasadaran nelayan Rl mengenai batas-
batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk
melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam
pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan
Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara
tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah
perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani
permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada
permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi,
terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan
dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan
air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga,
serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya
juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah
skala kecil/tradisional (£80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, ja-
ringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit
ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas ling-
kungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan
kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun
antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu
lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk
dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil
perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan
ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka
mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan
berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi
manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong
semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap




hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar
negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara
mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam
dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan,
mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance).
Sebagai anggota World Trade Organization (WTQ) Indonesia berkewajiban
melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The Application of Sanitary
and Phytosanitari Measure” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang
penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia,
hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian Sanitary and Phytosanitary
(SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa
hambatan teknis (technical barrier to trade)hambatan non tariff (non tariff
barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan
keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan
internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan
dalam era perdagangan global.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional
garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki
panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional
garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam
nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara
kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman
masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum
mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya
produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan
oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal
berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir,
serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai.
Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya
saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini
jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan
sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi
dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan
belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang
dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan
usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para
nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih
mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala
oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang

berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas
dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang
dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat
berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (sea level rise) yang dapat
menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/
lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan
dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang
berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta
kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas
masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi
dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana
alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan
pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan
permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai
upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya
revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan,
pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam
peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para
nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan
pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang
dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya
perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya
saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber
pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya
kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun
mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah
nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan
pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan
pulau-pulau (Archipelagic State) dimana laut Indonesia lebih luas dari
daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan
nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan
Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk
pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus
sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk
mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim
(kelautan).




E. LINGKUNGAN STRATEGIS

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan
kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan
organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal
dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.
Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan
strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan
atau SWOT (strength-weakness-opportunities-threats).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan
strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan
pembangunan kelautan dan perikanan yakni: United Nations Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Fish Stocks Agreement
(UNFSA) 1995, FAO Compliance 1993, Port State Measures Agreement 2009,
Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Code of Conduct for Responsible Fisheries
dan International Plan of Action, Millennium Development Goals kelautan
dan perikanan, Sustainable Development Goals kelautan dan perikanan,
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
pada tahun 1994, serta Western and Central Pacific Fisheries Commission
(WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional,
seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation
(APCE), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara yang telah
ikut mengadopsi hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia
dituntut harus mampu memanfaatkannya demi menjamin keberlangsungan
kepentingan nasional di bidang pembangunan perikanan.

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang
berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni
(1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor
perikanan terhadap PDB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan
konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian
wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai
konvensiinternasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah,
Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan
(termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan),
(4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama
menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, (5) perkembangan lptek dan teknologi
informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan
yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat

eksploitasi dan status stok ikan di suatu WPPNRI, (6) kapasitas sumber
daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis
sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan
di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem
pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya
demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata
pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan
maupun kelemahan, antara lain meliputi (1) Sumberdaya ikan, habitat, dan
produksi; (2) Pengelolaan perikanannasional; (3) Geografi; (4) Kependudukan;
(5) Ekonomi nasional; (6) Ideologi nasional; (7) Sosial-budaya nasional; (8)
Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan
Indonesia, dan penegakan hukum; (9) Pertahanan dan keamanan nasional,
(10) IPTEK dan informasi nasional; (11) Ketersediaan bahan baku; (12)
Konektivitas antar pulau; (13) Manajemen industri (teknologi produksi, SDM,
pemasaran); (14) Permintaan hasil perikanan dalam negeri (termasuk UU
No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan); (15) Pengelolaan sistem pembinaan
mutu dan keamanan pangan; dan (16) UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi
peluang ataupun ancaman adalah (1) Permintaan hasil perikanan dunig;
(2) Sumberdya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3)
Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional
dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (5) Kerjasama bilateral,
regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO);
(6) Praktek lllegal fishing global; (7) Sumberdaya alam, praktik dan tingkat
produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia;
dan (8) Kependudukan dunia.




B Il
ViSI, MiSI, TUJUAN,
DAN SASARAN STRATEGIS

A. ViSI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan
pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia
menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan
Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presdien untuk membidangi
urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan
visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya
Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan
Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan
nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan
dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju
dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan
kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan
memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari
pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan
wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan
adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. MiSI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan
oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi
pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelau-
tan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian eko-
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nomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sum-
berdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelau-
tan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian
dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat
kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi
mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan
untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan
dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian
sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap
seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya
ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat
kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan
gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan
menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan
bersama.

C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan
pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,
keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
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Keberlanjutan (Sustainability), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut,
ragaman hayati laut

konservasi dan keaneka-

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budi-

daya

5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan

perikanan

Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat

7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

TUJUAN

Kedaulatan
(Sovereignty)

Keberlanjutan

(Sustainabiltiy)
Meningkatkan
@ pengawasan
pengelolaan
sumberdaya kelautan
dan perikanan Mengoptimalkan pengelolaan
Mengembangkan @ ruang laut, konservasi dan
keanekaragaman hayati laut

sistem perkarantinaan
@ ikan, pengendalian
muty, keamanan hasil Meningkatkan keberlanjutan
perikanan, dan usaha perikanan tangkap dan
keamanan hayati ikan @ budidaya

Meningkatkan daya saing dan
sistem logistik hasil kelautan
dan perikanan

D. SASARAN STRATEGIS

Kesejahteraan
(Prosperity)

Mengembangan
kapasitas SDM,
Ol
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatkan
inovasi iptek

kelautan dan
perikanan
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1. Stakeholders Prespective

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan

kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/
impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya,
KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan
“Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced
Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders
prespective, customer perspective, internal process perspective, dan
learning and growth perspective, sebagai berikut:
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Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama
(SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan ma-
syarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari
40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.

b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7%
pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.
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2.

3.

Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua
(SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam
pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan
dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi
87% pada tahun 2019.

b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun
2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran
strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya
pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan
berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang
Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada ta-
hun 2019.

b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59
pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.

c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 men-
jadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.

d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 men-
jadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.

e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun
2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.

f.  Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi
54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.

g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada ta-
hun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses
yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah
“Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan
Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6
pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.

b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terse-
lenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”,
dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Sa-
ing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95%
pada tahun 2019.

c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah
“Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberda-
ya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”’, dengan Indikator
Kinerja:

e Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akunta-
bel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi
83,36% pada tahun 2019.

e Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan
dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana
tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung
terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP.
Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur
Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan
Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi
dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun
2019.

b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya
Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”,
dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada
tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.

c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) vyakni “Terwujudnya
Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada
Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja
Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi
AA pada tahun 2019.

d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya
Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable”, dengan
Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada
tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini
BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).




ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan
Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan,
(8) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana
alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih
lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.  Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.  Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indone-
sia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah:

ATEGIS

N DAN PERIKANAN

1. Agenda/Nawa Cita ke-1 :
Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan secara terpadu

b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan me-
masukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana
penataan ruang nasional/regional

c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pemban-
gunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan penge-
lolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan
rakyat

d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan
peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pe-
manfaatan sumber daya kelautan

f.  Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian /llegal,
Unreported and Unregulated (IlUU) Fishing serta kegiatan yang
merusak sumberdaya kalautan dan perikanan

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:
Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan lllegal/lUU Fishing

a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak
pidana perikanan.

b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumber-
daya kelautan dan perikanan.

c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.

c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.

d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :
Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Pening-
katan Produksi Perikanan

a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendu-
kung ketahanan pangan dan gizi.

b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung
produksi.
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c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang ter-
integrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelo-
laan sumberdaya pesisir dan laut.

c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber
daya hayati laut.

d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan
meningkatnya wawasan dan budaya bahari.

e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat
pesisir.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan
sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan”
dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan Nasional Baseline | Sasaran

L Sektor Unggulan 2014 | 2019
1 Kedaulatan Pangan
e Produksi Ikan (juta ton) e 188
2 Maritim dan Kelautan
e Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
m Meningkatnya ketaatan pelaku usaha 52% 87%
perikanan
e Pengembangan Ekonomi Maritim dan
Kelautan
» Produksi hasil perikanan (termasuk 22,4 00
rumput laut) (juta ton) 29 unit 24 unit
m Pengembangan Pelabuhan Perikanan
m Peningkatan luas kawasan konservasi 15.7 20

laut (juta ha)

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan
pencapaian sasaran pokok nasional dilakukan bersinergi antara KKP
dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan
Pemerintah Daerah.
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B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019
ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni
SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan
telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan
KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir,
peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta
tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pemba-
ngunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandi-
rian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pemba-
ngunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP
yang terkait dengan kedaulatan.

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya ke-
lautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya
saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan
agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta men-
jabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.

c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam men-
jaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebi-
jakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6
dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kes-
ejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang
a. Pengarusutamaan Gender
b. Pembangunan Kewilayahan
c. Adaptasi Perubahan Iklim
d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan lang-
kah operasional yang akan ditempuh adalah :

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandi-
rian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan, dilaksanakan dengan strategi :
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1)

2)

3)

Memberantas IUU Fishing

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Ope-
rasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda penga-
wasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan
penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang
tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun kor-
porasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman
kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan
lllegal Fishing, (e) Penguatan kerjasama regional maupun
internasional, (f) Penerapan Monitoring, Control, and Sur-
veillance (MCS) secara konsisten

Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
nguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas
dan pesawat pengawas/surveillance aircraft dan fasilitas
pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM
dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatu-
han (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan,
(d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penga-
wasan SDKP.

Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan
mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
nguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit
pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah
perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil
perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi
dan kepatuhan

Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelau-
tan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing,
dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah
operasional sebagai berikut :

1)

2)

Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Per-
encanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis,
(b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pe-
ngaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)

Mengelola Sumberdaya lkan di 11 Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pem-
bentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI,

3)

4)

5)

6)

7)

(b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran
kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penang-
kapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap lkan
(API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll),
(g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran

Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pem-
benahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan pe-
nguatan basis data, (b) Peningkatan PNBP dari SDA Peri-
kanan

Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
nataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di
PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD

Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
nyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rum-
put laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lo-
kal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut,
(c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/
marikultur, (d) Pakan mandiri dan obat ikan, (e) Penguatan
prasarana dan sarana budidaya, (f) Pengembangan ka-
wasan budidaya

Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
nyediaan Unit Pengolahan lkan terapung, (b) Pengaturan
pengangkutan ikan (port to port dan fishing ground to port),
(c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan
perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan
hidup multifungsi, (€) Penyediaan sarana prasarana angku-
tan garam.

Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Pro-
duk Kelautan Dan Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
ningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Stan-
darisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi
produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri
rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi
dan kuallitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Pro-
mosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiasatan pasar
(market intelligence)




8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan
Laut

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Re-
habilitasi wilayah pesisir (pembangunan green belt) dan
lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perai-
ran, (c) Perlindungan dan dan pelestarian keanekaragaman
hayati

9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a)
Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar,
(b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil

Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian
dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya
lkan dan Petambak Garam

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asu-
ransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan paceklik/bencana alam,
(c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.

2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan
perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe-
nyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan
usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan
informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan
perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.

3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Peri-
kanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pem-
binaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang
KP.

4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendi-
dikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pem-
bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pem-
bangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta
didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan
sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan
(aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem
penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ke-
tenagaan).

5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan
Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Lit-
bang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian
stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan
KPP-PUD, rekayasa teknologi dan geneitka induk/benih/bi-
bit unggul budidaya perikanan, dll), (b) Litbang pengolahan
hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk
perikanan, bioteknologi, dan garam), (c) Litbang sosial
ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan peri-
kanan, (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (peruba-
han iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), (e) Pengelolaan alih
teknologi bidang kelautan dan perikanan, (f) Peningkatan
Knowledge Base Management System.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait
dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni
(a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilaya-
han; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Peme-
rintahan yang Baik.

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan
akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran,
akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP.
Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain me-
lalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Respon-
sif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP,
(c) Penyiapan roadmap PUG, (d) penyusunan data terpilah,
(e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model
pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon | di KKP dan
antar pusat-daerah.

b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strate-
gi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan
antar wilayah. Langkah-langkah operasional yang dilakukan
antara lain melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku,
Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum
pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyia-
pan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra
perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat




berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerin-
tah, BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan
terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis
pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (debottlenecking) terhadap
beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi,
(f) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi
kegiatan lintas sektor.

Adaptasi Perubahan Iklim
Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :

1). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan lklim. Langkah-langkah
operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a) Reha-
bilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budida-
ya, penangkapan dan pengolahan-pemasaran yang ramah
lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningka-
tan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI),
(d) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan
dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.

2). Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Peruba-
han Iklim Langkah-langkah operasional yang dilakukan an-
tara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengem-
bangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan
penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengo-
lahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan
dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi bencana serta
penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sa-
rana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim
di kawasan pesisir

. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan lang-
kah yang akan ditempuh adalah :

1) Membangun budaya kerja yang profesional, langkah yang
akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin
aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan;
(c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal;
(d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi
pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja
yang terstruktur; (e) Penyiapan peraturan perundangan
yang harmonis; (f) Pengelolaan anggaran yang efisien dan
akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorien-
tasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNBP fungsion-
al; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga

2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal, langkah

yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pen-
gendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem
pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c)
Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan ke-
bijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas,
akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan
perikanan, yakni :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
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Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikan-
an

5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

6. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan
Perikanan

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pember-
dayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

8. Program Pengembangan Karantina lkan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan

9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
KKP

10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KKP

Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita di-
tuangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang
ditugaskan kepada setiap K/L. Quick wins merupakan langkah in-
isiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan
masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan,
sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:

a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat

Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya lkan
Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa

Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut

© o 0 T

Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat




f.  Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan

g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi
dengan Kementerian ESDM

Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang men-
jadi tugas KKP antara lain:

a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat
menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan
100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture
Practices.

Pemberantasan [UU fishing.

Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi
perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan
peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangu-

nan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan peren-
canaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan
mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi

akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi :

1.

Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni (a) RUU tentang Perubah-
an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
(c) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, (d) RUU
tentang Zona Tambahan Indonesia, (e) RUU Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, (f)
RUU tentang Pendanaan Suprastruktur Usaha Perikanan, (g) Revisi
UU No. 6 Tahun 2996 tentang Perairan Indoensia terkait pasal 24 ayat
3 mengenai pembentukan Bakorkamla, dan (h) Perbaikan UU No. 32
Tahun 2014 tentang Kelautan terkait dengan beberapa indikator yang
belum terpenuhi (pembatasan keikutsertaan asing, pembatasan kepe-
milikan, kewajiban penghitungan dampak negatif dalam pemanfaatan
SDA-LH, keterlibatan masyarakat adat, perempuan dan kaum marginal,
mekanisme penyelesaian konflik adat, mekanisme penyelesaian ma-
salah masa lalu, dan penindakan perlakuakn diskriminatif).

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni (a) RPP tentang
Kapal Perikanan, (b) RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-lkan Kecil, (c¢) RPP tentang Pembudidayaan lkan, (d)
RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan

Nilai Tambah Hasil Perikanan, (e) RPP tentang Pemberian Penghar-
gaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak
Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, (f) RPP
tentang Pengawasan Perikanan, (g) RPP tentang Izin lokasi dan Izin
Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (h)
RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, (i) RPP tentang Per-
encanaan Ruang Laut Nasional, (j) RPP tentang Perencanaan Ruang
Laut, (k) RPP tentang Izin Lokasi di laut yang Berada di Wilayah Perairan
dan Wilayah perairan yuridiksi, (I) RPP tentang Kriteria, persyaratan dan
mekanisme pendirian, dan/atau penempatan bangunan di laut, (m) RPP
tentang Budaya Bahari, (n) RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Mari-
tim, (o) RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan
dan wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, (p)
RPP tentang Pendirian Bangunan Laut, (q) RPP tentang Pusat Fasilitas
Kelautan, (r) RPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut,
(s) RPP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Kelautan, (t) RPP tentang Gasetir Pulau, (u) RPP tentang Pemanfaatan
Sumberdaya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dan (v) Re-
visi PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) dan Rancangan Kepu-
tusan Presiden (R. Keppres), yakni (a) R. Perpres tentang Koordinasi
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, (b) R. Perpres ten-
tang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries,
and Food Securities Indonesia (CTI-CFF), (c) R. Perpres tentang Peman-
faatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing, (d) R. Perpres tentang Penyeleng-
garaan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (e) R. Perpres
tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung lkan Nasional, (f) R. Perpres
tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil, (g) R. Perpres tentang Rencana Zonasi Laut, Selat
dan Teluk, (h) R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan /lle-
gal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), dan (i) R. Per-
pres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil.

Secara terinci kerangka regulasi sebagaimana Lampiran Il.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga

(struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara)
yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.




Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperha- x
tikan beberapa hal yakni: m

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikan-
an dari production oriented ke people oriented.

2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis,
mandat pembangunan, dan mandat organisasi.

3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
peraturan perundangan terkait yang berlaku. A. TARGET KINERJA

4.  Prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified function,
efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangu-
nan kelautan dan perikanan. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang

5. Tata laksana dan sumber daya aparatur akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan

oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penaatan

kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja SASARAN STATEGIS 2017
Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut : e

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 40,5 42 45 47,5 51

208 Em o purmmare
vt B . D 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,00 800 950 11,00 12,00
SA EID. EKOLOCI DAN SUMEER DAVA LAUT

™y
Lm.‘.’.‘ﬁmm "BIR0 UMM, BIRO KERGA SAVA DAY HUMAS. J CUSTOMERS PERSPECTIVE
SET. ITJEN, INSPEKTORAT I. INSPEKTORAT II. !
INSPEKTORAT 11, INSPEKTORAT IV, INSPEKTORAT V' r 5 |
) _|m - PUSATDATA,STATISTIKDAN  |_ | SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
INFORMASI |

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku
3 usaha KP terhadap ketentuan peraturan 70 73 76 81 87
perundang undangan yang berlaku (%)

+ SET. DITIEN,

+ DIT. PEMANTAUAN DAN
PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR

* DIT. PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBR
DAYA KELAUTAN

* DIT. PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PERIKANAN

* DIT. PENGOPERASIAN
KAPAL PENGAWAS

+ DIT. PENANGANAN
PELANGGARAN

+ SET. DITJEN « SET. DITJEN « SET. DITJEN
= DIT. PERENCANAAN - DIT. PENGELOLAAN - DIT. KAWASAN
RUANG LAUT SUMBER DAYA [KAN BUDIDAYA

* SET. DITJEN
* DIT. AKSES PASARDAN
PROMOSI

* DIT. PENDAYAGUNAAN| | . DIT. KAPAL « DIT. PERBENIHAN 4 Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri 5 10 15 25 31

PERIKANAN DAN « DIT. PAKAN
- DIT. PENDAYAGUNAAN| | ALAT PENANGHAP -
PULAU-PULAU KECIL TKAN A
« DIT. JASAKELAUTAN | | - DIT, PELABUHAN e
- DIT. KONSERVASIDAN | | PERIKANAN DIT. KESEHATAN
KEANEKARAGAMAN || - DIT. PENGENDALIAN * DIT. A

IKAN DAN
HAYATILAUT PENANGKAPAN IKAN LINGKUNGAN

PRODUK KELAUTAN
* DIT. BINA MUTU DAN
DIVERSIFIKAST
PRODUK PERIKANAN
= DIT. SISTEM LOGISTIK
* DIT. PENGEMBANGAN
INVESTASI

SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan
berkelanjutan

" DIT- KENELAYANAN 5 Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan = 0,20 0,29 0,39 0,57 0,65

GEU R EESUMERE GIIEM 6 Nilai peningkatan ekonomi KP 059 069 079 090 1,00
linl?mz\ucpmmmu + SELAARAN ST AR "
vehpevpa e SRR | Bl i sodd “REANANAARVARY o DAY 7 Produksi perikanan (juta ton) 24,12 26,04 30,29 32,93 3997
" BIOTERNOLOCI KELAUTAN DAN PERIKARAN - PUSAT PENYULUHAN DAN " KEAMANAN HASIL PERIKANAN . .
* PUSKT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN PEMBERDAYAAN. - PUSATSTANDARDIASL a 8 Produksi garam rakyat (juta ton) 3,3 3,6 3,8 41 4,5
9 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 586 682 762 853 954
Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan
9 jutny 9 10 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 40,9 43,88 47,12 50,65 54,49

penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan
diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta 11 Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP 5 s75 | 10 | 125 | 15
penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan (%) ’ ’
fungsional tertentu di KKP.
ATEGIS A STRATEGIS
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SASARAN STATEGIS 2017
DAN INDIKATOR KINERJA

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
12 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6 6,5 7 7,5 8

SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan
berkelanjutan

Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang

13 adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)

70 76 82 89 95

SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan
partisipatif

Persentase penyelesaian tindak pidana KP

secara akuntabel dan tepat waktu (%) 566 | 659 712 8136 833

Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah

15 perbatasan (%)

70 73 76 81 87

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian
16 Indeks kompetensi dan integritas 65 77 75 80 85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem

7 manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

40 50 60 70 100

SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan
prima

18 Nilai Reformasi Birokrasi KKP BB BB A A AA

SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

Baik Bak Bak SangatSangat

19 Nilai kinerja anggaran KKP Baik = Baik
(80-90) (80-90) (80-90) (>90) | (>90)

20 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP  WTP  WTP  WTP  WTP

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator
Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur
pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator

GIS

PERIKANAN

kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi
dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah
menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja
yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan
dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon | A, sebagaimana Lampiran Ill.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu
kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk
mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).
Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP
merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan
dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon Il, sebagaimana Lampiran Ill.

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program
pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran
utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan
kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan
bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK),
swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN
KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni
fokus pada pada kepentingan untuk kesejehteraan masyarakat kelautan dan
perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara
KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan
melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melaui perbankan. Secara
terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana
Lampiran .

TRATEGIS
JAN PERIKANAN
HUN 2015-2019
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PENUTUP

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintan Nomor 40

Il NVHIdINYT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana

Strategis KKP tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan

Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan
sebagaimana mestinya.

Menegah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah

5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L

Tahun 2015-2019.
ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka

ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

W

LAUTAN DAN PERIKANAN

9

STRATEGIS

40



LB 0YUBWSY e
1bepusway e
G102 INVH UBp WNMYNH UBLISIUSWAY e

WL 0YUBWSY e
1bepusway e
G10¢C INVH Uep Wn)nH uelisjusiuay

uebuenay| ueauaLLIay

seuaddeg

Baujes

W[\ OYuaWaY

Gl10¢C INVH Uep Wn)nH uelisjusausy

faues

1b6epusway|

uebuenay| ueligjuaWdY

INVH UBp WNyNH UBLISJUSWIAY

UBURINYSY UBP HT UBLISJUSWISY

Bueny

ele] Uep BLURIBY UBLIB]USWIAY

NQST UeLIBjUSWaY

Nd UBLIBlUBWIAY

G102 UBILUOUOYIad 0)UaWaY|

uebuenay| UBLIBJUBWISY e
INVH UBp WNYNH UBLISIUSWAY e
G10¢ faujes e

INVH Uep Wnyny UeLsjuswsay e
Haujaes e
G102 we)nyjod ONUs\ e

NVIVSITIANId ISNLILSNI

/1IVM4Y3L LINN

1394Vl

5102 INVH UEp WNYNH UBLiajUsLIBY

uebungnylad usway e
INVH UBP WNYNH UBLIBIUBWIAY e

G102 Baues o
foujes e

610z INVH UBp WNYNH UBLISIUSWBY e
Baules e

G102 INVH UBp WNyNH UBLISJUSWSY e
nuaway e

Weywnyuawsy e

9102 Boujag e

WIHe| UBLIUSWaY e
Weywnyuawsay e
G10¢ Baulaes e

NVIVSITIAN3d
1394Vl

ISNLILSNI
/1IVM4E3L LINN

adra

adra

N3r13s

1dra e
Hdra e

N3rLas

dXdsd
avymvr

-ONNYINVNId

1INN

adra

1dra

NdIMG

Sadrd-e

adra

Tdd ra

Tdd ra

avymvr

-ONNIYINVNId
1INN

"ueinejay| Bueua) 10z UnyeL Zg JOWON NN
(S) yeke 0/ [esed uep (v) yefe 69 [esed Infue| siepul L

“uejnejay|
Buejua) 10z UnyeL g Jowon nn Infue| yepury

‘ueine|ay

Buejus) 10z unueL zg Jowon nn (¢) efe g¢
[esed Uep ‘() 1efe 9¢ [esed ‘() yeke ¢ [esed
‘(6) 1ede 2g [esed ‘(v) efe ¢ | [esed nfue| siepull

¥102 uL

| Jowop nn uebuap yegnnp yejal euewebieqas
‘I198y] Ne[nd-nejngd uep Jisisad Yyekejim
uee|ojabuad Bueus) 1.0z unyel /g Jowopn nn
(G) 1efe |/ [esed uep 0z [esed Infue| yepul|

6002 Unyel Gy JoWwoN NN uebuap yegnip
Ueja) euewiebeqas ‘ueuBLad Buejua) $00z unyer
1€ Jowon NN (9) 1eAe 9 9/ [esed nuey sepulL

600¢ unye] G JOWoN
Buepun-Buepun ueGUSD YeqNIp Yeja)} eueLeBeqas
‘UeuBS|lIad BUBIUA) pOOZ UNUEL L€ JowoN Buepun
-Buepun ‘0 [esed ‘69 [esed ‘g9 [esed ‘/9 [esed

NVILITINId NVa NYIrv
‘DNILSISHT ISYIN93IH ISYNTVAI
NYXHYSYad3d NvINLNIGINId ISNIDHN

6002 Unyey Gy Jowon nn uebuap
Ueqnip yejs} euewiebeqss ‘ueuryiad buejual
00 UnyeL L€ JOWON NN 9 [esed Infue| YepulL

600z unueL Gy JowoN nn uebusp yegnip
Ue|9] euBWIRHRGAS ‘UBURYLIad BuRUS) 002 UNyRL
1€ JowoN Nn () yefe ¢ [esed Infue| yepurL

600g unyel Gy Jowo NN uebuap yeqnip
Ue|a) eueLiebeqas ‘ueurLiad Buejua) 00z unyer
L€ JowoN NN (g) 1eAe Z esed uep g [esed

6002 "UL Gy JowoN nn uebuap yeqnip
Ue|a) eueLiebeqas ‘ueurLad Buejua) y00z unyer
L€ JoWoN NN () 1eAe g [esed nlue epurL

Ul Jees ueynngay uebuap ueas|al Yepn

yepns BueA ‘eiIssuopu| uaunuoy sepue bueual
€/61 unyey | JowoN nn nuebbuad/isinal ebenas
BLISS BISBUOPU| UBUNUOY Sepue| ueejojabuad
uebuap 1eyJa] wnyny ueyningay Jipowoxebusyy

eAurebeqas uie| uep ejeyeqind

epuaq ueieybuebuad swsi0Ia) ‘Buiyalyel]
‘eqoxJeu Buepiqip uesebbuelad ueenjiad uep
‘Uejeyasay ‘ueiselbiwiay ‘ueueageday (ISl
Buepiq 1p uesehbuelad uebuop ueyeyiaq buelk
(uns.ind joy) exneyas uelelobuad) ueyepuiuad
uep ueyebasuad ueynye[aW yNun BISSUOPU|
16eq Bunuad ueyeqwe| eUOZ [eYBPEd "UBYRqWER]
BUO0Z Ip ueinjebuad epe wnjaq |ul Jees ledwes

NVILITINId NVa NYIrv
‘DNILSISHT ISYIN93IY ISYNTVAI
NYXHYSYad3d NvINLNIGINId ISNIDHN

ne ueebequia|ay Uep BjojaY
Ble] Bueyua) yruLaWad Ueinjelad uebueduey

1ne7 Bueny ueeueouslad
Bueyua) YruLIBWa UeINjRIad UBBURIURY

uejne|ay ueunbuequiad
Bueyua) YruLIBWa UeINjRIad UBBURIURY

198} Ne|Nd-Nejnd Uep JISISad UBJiRIad

efe(q Jaquing ueleRjUBWA JIRLSIUIWPY ISHURS
BLISS 199 NBNd-NB[Nd UBp JISISad URJIRIad BAR(Q
J1aquing Ue)eRJUBWISJ UBR|0]abUSd UIZ| UBP ISE)O]
uiz) Buejus) yejuLlawad ueinjeiad uebueouey

elebaN

ueefeyay uejewelahuad eAedn wepeq eseliag
Buea Meuyld epedey ueebleybusd uelsquiad
Buejusy yeiuLaway ueinjelad uebueouey

"uBURY IS4 UeSeMeBUa
Buejua) YelULIBWSd URINIBIa4 UeBueRIURY

ISYIN93d NYHNLNGIN
NVLY/NVQ ISYTNI3H YIINYHIN HYHY

‘198 Uey|
efepipnqwad uep 199 uefejaN ueeAepiaquiad
Bueyua) yeuaWad ueinjelad uebuesuey

‘uBUBY A
[edey Buejua) yejuLBWad UBINjRIad UeBuRdURY
UBURY LI |ISBH Uequie] [ejIN ueleybuluad eyas

UBUBMLIA [ISBH UBUBWEAY| UEp NN\ UeUIWep
walsIg Buejua) UejuLsLad UeINelad uebueouey

uey|| eAepipnquiad
Buejua) YejuLaWad UrINeIad Uebueouey

BIS3UOPU| UBUNUOY SepueT Buejua) NNy

ueyeque| euoz Buejua) NNy

ISYIN93d NYHNLNGIN
NVLY/NVQ ISYINI3H YIINYHIN HYHY

61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Sl

iz

€l

1

L

01

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

v



1Lnisvirand isns

PH

‘VISINOANI MIngNd3d
NVNYMIH3Id NVA NVLNYTIM [HILININ

seuaddeg

I VRN EINE

INVH UBp WnynH UBLISUSWAY
VIAVIVE

1470d

IV INL

UBUBYBLIS UBLIBIUBLISY
WILRJ OYUs\

G102 wexnyjod oqusiy
Libepuawiay

fueny

EBle| UBp BRIy UBLIBjusWaY

UBUBINYSY UBP HT UBLIBJUBLISY

§102 INVH Uep WnnH Uelisjuawiay
nyN[ej epwiad

seuaddeg

11abaN Weeq uesjuaWay

uebuenay| uelajuaLLIBY

WIRLIRI 0YusWay

5102 UBILLOUOY I8 0)UsWaY

NVIVSITIANId ISNLILSNI

/LIVNYAL LINN

1394Vl

BurysiH nni (¥0d4)

1dra uonaYy J0 Uel4 [euoibay 1iep 1epuew rebeqas

10z unyey | Jowop nn uebuap
Ueqnip ye|a) euewiebRqes ‘|193y Nejnd-nejng uep
1181884 UeAe|Ip uee|0jaBuad Bueua) 1 0g unye)

adra Lz JowoN NN (€) efe L€ [esed nfue yepulL

N3arL3s uipuelp saidiad
avmvr
-9NNYINVNId
1INN

NVILITINId NVa NYIFvA
‘DNILSISHI ISYIN9IH ISYNTVAI
NYXHYSYad3d NvMNLNIGINId ISNIIHN

61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(Burys
NNy buiysi payeinbaiun pue ‘pagiodaiuy ‘febaj)
UBSEIURIAQUIAd [BUOISBY ISYY BUBOUSY Saidday ' | 22

1ejueq uepedwag Buejua) saidiad Y | °1g

[euoisen uey| Bunquin
1eBrgas nyn[e| 1suinoid Buejua) saidiad 'y | 02

ISVIN934 NYHNLNGIN
NVLY/NVQ ISYTNI3Y YIINYHIN HYHY

IdIn

39Sy UBLIBJUSWAY
seuaddeg

118Ba\ Jen uelsjuaway
uebuenay| ueajuaLLaY
WIILIRY 0YusWway

9102 uejwouoyalad oyuaway

|eisedsoay) Iseuwioju| uepeg
[epoN

UBWBUBUAY ISBUIPJIO0Y UBpRg
el10y BORUS] URLIBIUBLISY
NINNG UBLIBlUSWSY

ENELY

‘INVH UBp WNYNH UBLIBIUSWAY|
seuaddeg

uebuenay| UeLIajuaLLIaY
INQST uBLIBlUSWSY
BlBSIMLIEJ URLIBIUSWSY

G102 Nd UeLajuaway

B1BSIMLIBJ UBLIUSLIAY
seuaddeg

118baN Jen ueajuaay
uebuenay| UeLIBUSLLIBY
WL 0YUaWaY
UBILLOUOY I8 0)usWaY|

NISIE)S Jesnd epeg

faujes

‘INVH Uep wnyny ueLajuaway
seuaddeg

uebuenay| ueajuaLLaY

INQST UeLIBlUBWIAY

EBJESIMLIEJ UBLIBJUSWAY

Nd UeLIBjuaWaY

9102

G10¢

NVIVSITIANId ISNLILSNI

/1IVMH3L 1INN

1394vL

¥10¢ unyeL

| Jowop nn uebuap yeqnip yeje euewrebeqes
‘198y nejnd-nejnd uep ad UeAe|in uee|ojabuay
Bueyus) /00g unye] /g J0WON NN 9% [esed ‘G
[eSBd ‘p¥ [eSed ‘Y [eSed‘C [esed infueT YepulL

dX ONvalnve
Tdd ra

¥10z unyel | Jowoy nn uebusp
yeqnip yea) euewebeqas ‘(198 neind-nejnd
uep A1S1sad yeAe|ip ueejojabuad buelusy /002

adra unyeL /¢ JOWoN NN V9 [esed Infue yepuiL

(449-1L0) EIsauopuy SaiLng8s
poo4 pue ‘saliys ‘Jeay [ei0g U0 aAjEUl
gibueLl 2107 8Y) J0 1BLIRIaI08S [euoibay a8l O

J4d ra JuBWwysIiqess 8l Jo Juaaalby ayj 1seyuawaldw|

710g unye] | Jowop nn uebusp yeqnip
ye|9) euewiebeqas 199y nejnd-nejnd uep Jisisad
yeAejin ueejojabuad Bueyuay 200z unyel /g Jow
-ON NN (€) ¥efe uep (g) 1efe €6 [esed nfue| yepul

NVILITINId NYa NVIrv)
‘ONILSISHI ISYIN93Y ISYNTVAT
NVXHYSYad3g NvNLNIFINId ISNI9UN

adra

avmvr
-9NNIINVNId
LINN

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

1199 nejnd-nejnd uep Jisisad yekejipm
1p Buequ ueelebbus|ofusd Bueus) saidiod 'y ‘6L

Buisy [epoj\ ueweuruad Bybuey
wefe( eAulepyss Ip uellelad uejeejuewad uep
1198) Ne|nd-nejnd uejeejuewsd buejus) saidisd 'y ‘gL

(449-110) B1S9uOpU| S9NINIAS
PO0H pue ‘S9LIdYSIH ‘Sjaay [B100) U0 aABRIUY
aJbuell] [pi0) [euoisel aywoy bueiusy saidiad Y | /L

1199y nejnd-nejnd ueq Jisisad
eAe|ip ueejoabuad Iseuipiooy buejus) saidisd 'y | ‘9L

ISVIN93H NYHNLNGIN
NV1Y/NYQ ISYIN93Y YIINVHIN HVHY




15'18

10'szhe

(4vITIN dY)
6102-G102
IS0V
viol

602158
(4vriin dy)
6102-G102
ISYI0TY
viol

00'sz 00°02 00l €121 8e‘0l

dim

(06<)
Mleg
1ebueg

%004

¥6

00°05L 00°00Z 962y 66'86€

dim

(06<)
Aleg
1ebues

%004
¥6
810¢

Lloe 9102

(¥vIIW dY) NYHYIINY

%.8

%9E'E8 | %IE‘18

%56

Sl
[as
56
87
16'6€
00°L

G9°0

18

00ZL
LG

Ov's6y'6L 8271691  6L'LOS'EL 2826501

ov'e0L'zz

6L0C 810¢ JAl4 9102 §L0e 6L0¢

(4vIIN dY) NYHYIINY 7

06

dim

(06<)
Mteg
1ebues

%0L

€6

6L

dim

(06<)
ieg

1ebues

%0L

€6

810¢

%18

%68
G'L
gzl
G9'05
€6'8
84
€6'2¢
06°0

160

G2

00°LL
Gl

810¢

18

dim

(06-08)
Jlteg

%09

26

dim

(06-08)
g

%09

43

LLoe

1394V1

%%9L

%e'HL

%28

ot

[AVi4
29°L
8'c
62'0¢
6.0

60

Els

9L

056
Sv

L102

G8

dim

(06-08)
Jlteg

et

%08

68

g9

dim

(06-08)
Heg

a9

%08

68

910¢

%EL

%669

%9L

oL

€L

00'8
[14

1394v1

I4

©

et

dim

Mreg

et

%0

88

dim

(06-08)

leg

a9

%0v

88

%0L

%995

%0L

S
6°07
98'G

€'t
[4874
65°0

020

00°2
sor

ebequia| Jejue uep [euoiseusaul uelfueliad uep
Blwese(19) yeyseu uefesajahuad asejussiad

yeuawad uexeliqay SeAINale SHapu|

XM g4 sMepu

61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Jpiaye Buek ebequua) Jejue
uep [euoiseusjul uelfuefiad uep
BUWeSe[19y yeyseu eAupninmia)

Jaye bueh ueunbuequiad

ueyellqay eAueipasial

ewyd ueueke| eped
ISBJUBLI0IA UBP ‘UBISD ‘JiINMaJe
BueA dyy 1seqo.iq eAupninmia)

d)) IsesiuebiQ ueejeuad uep wmjny ynpoid uedeifuad 2zeZ 10 2€0

)y uebuenay uelode seje idg

dy) uetebbue efiauny reiN

XM g4 sMepu|

(%) Jepueysta) bueh uenyejabuad uaLusfeuew
waysis ueydelauaw Huek el1ay Jun asejuasiad

seplbajul uep suajaduwioy syapu|

yeuuiawad Ueseiqas SeNAnyae syapu|

X VANNIVT SINMIL SYINL NVYNVSHVT3d NYA NIWIrYNYIA NVONNING NVHI0Hd

Ay uebuenay uelode seje wido

d)) uetebbue eliauny 1ejIN

) Iseaollg ISewofey eliaury el

(%) Jepueysia) Bueh uenyejabuad uswaleuew
wajsis uesjdesauaw Buek efisy un esejussiad

seyBa)ul Uep |SuajadLoy syapu|

d0L1VMIANI

(o) uesejeqlad
yeke|im 1p uesemebuad uejiseyiaqay 1exbull

(%) Npem Jeda) Uep [agejunye eseass
d) euepid yepuny uelesajafuad asejuasiad

uejnfuejaylaq uep Bures eAepiaq ‘|ipe
Bueh dyas uejeejuewad ejojoy €L} SEHAINBIT

Ueuawad Ueseliges SeNABaIE SYopu|
(%) ot

10195 L1ep daNd ueyesbuiuad asejussiad
(uyy/dey/By)) uey! Iswnsuoy

(ferjiw qsn) ueuesuad [isey Jodsya rejiN
(uoy eynl) 1eAxey weies 1SYnpoid

(uoy enf) ueuexuad ISYNPOIY

d) 1wouoxd ueyexbuiuad rejiN

ueinfuejeyaq
BueA 4y yefejim ueejojabuad 1ejIN

Jipuew BueA 199y nejnd-nejng yejwnpe

(%) nyeiaq bueA uebuepun Buepuniad
ueinjelad uenjusjey depeyss) 4y eyesn
nyejad ueynyeday |

(%) UeuBMLId GQd UBYnquInad
d)l 1esieIeASE] UBBIB)RIaSAY SYapu|

d0LVMIANI

lagejunye
uep ualsya eleoas ueunbuequiad
uesebbue efuejoexla)

euwpd ueueke| eped
ISEJUBLI0IA UBP ‘UBISD ‘JiIMaJe
BueA dyy 1seyo.iq eAupninmia)

S3SYeIp yepnuw
uep [epuey HueA uenyejabuad
uawaleuew eAuelpasia)

ueipequdayiaq
uep [euoisajoud ‘uajaduwioy
Bueh gy NSy eAupninmia)

JIpiaye buek ueunbuequiad
ueyellqay eAueipasia]

10 2€0

|aqejunye
uep ualsya eJedas ueunbuequad
uelebibue efuejojexla)

ewud ueuele| eped
1SEJUaLI018q UBp ‘UBISHD ‘o
Buek gy 1senjoliq eAupninmia)
SBSYeIp Yepnw

uep [epuey HueA uenyejabuad
uswsaleuew eAuelpasia)

uelpequUdayJaq
uep [euoisajoud ‘uajaduioy
Buek gy NSY eAupninmial

NYLYI9IX EEXAEILCIY]

LULLAS B /NVY90Ud

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Juedisiped uep [euoisajold
fueh dyas uesemebuad uep
ueliepuabuad eAueiebbus|asial

ueynfuejeyJaq uep Hures efepiaq
‘lIpe BueA 4yas uejeejuewsad
©|0J9Y e1e)} BAURIROOUS|9SIa)

Jptaye buek ueunbuequiad
ueyeliqay eAuelpasial

uenfueleylaq

uep ‘geme(Bunbbuepaq
‘mnedisiped buek 4yas
ueejojabuad eAupninmia]

d)as ueejojabuad
Wejep ueje|nepay eAupninmial

d)l 1exesefisew
ueeJayelasay eAupninmial

NYNYIH3d NYA NVLNYIIN NYIHILNINIA 2e0

NVLVI9IN EELEELLCIY]

Lol /NYYDO0Hd

6102-510Z NNHVL NYNV)I43d NYA NYLNVTIN NYIHILNINIA NYVNYANId YIIONVHIN

6102-G10¢ NNHYL NYNYMId3d NYQ NYLNY 13X NYIHILNININ SI931YHLS YNYONIH ONVINIL
GH02/dY-N3INH3d/52 HOWON YISINOGNI ¥I18Nd3H NYNWMIYId NYA NYLNY T34 [HILNIN NVHNLYHI SYLY NYHYENEd
ONVINIL SLOZ/dX-NIWHIA/Sy HOWON VISINOONI MENdIH NYNWMIHI NVQ NVLNYIIN IHILNIN NVHNLYHId

I NVHIdINYT




NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(%) YILvais
00L 00L 00L 001 001 ueuefe| uexeunfibuswu wefep dyy dnxbuil
| U0jasa un yipfe 1sedisied asejuasiag SSYeIp yepnui uep
[epuey ‘pifen buek 4y isewojul
Uep yisiels ejep eAuelpasial
€9'/G1 00'sty 00'se 00'sz 09'ez €062 d) Isewioju uep jels ejeq ueejojgbuad 6262 10 2€0
(%) d) Jopjes ueejaquad [ejo} buipueqip 1eyelefsew
%0L> | %0k> | %0L> | %0k> | %0l > Jebau buek ueejiaquad yejwnf oisey 1P dyiy Jmsod eiyo eAupninmia)
(yenaq) ueyisejuawajdwip Jnejuawsaldwi buek
1€ 13 1€ 0¢ 0¢ uep 1exedasip yeje) Buek dy Buepiq eBequajEluE UBP [BUOISBUIB}UI
uelfueliad uep ewesefiay uawnyop yejwnpe euwes efiay efupninmia)
8€'651 00'sty 000t 00'se 0022 8e'LL 1exelefsely uebungny uep 4y eweseliay ueejojobuad  82€e 10  Z€0
10p) [euoISBU ueunbuequad
b - b - - uByelqay UBSNWNJ uswnyop yejwnp ueyellqay uesnwni eAueipasial
16'c8 0002 0o0‘gl 00°ZL 1971 v8'sl uejnejay uexeliqay uesnwniad  £Z€z 10 2€0
(%) ushes
oot 0ot 0ot 00t 00k uelojueylad ueuehe) ueynuswad asejuasiad
(%) uafas remebad eliaury
004 | 00k ' 00k | OOk | OO ueBuefuny uep Ifed ueseequad asejussiag uelojuexsed
[euoisesado efuejaq uep
Jinjesede efuejaq eAulynuadial
nped.a} ueuiziiad uep | npedis) ueujzuad uep ueepebuad
oot oot oot 0ot 00t ueepebuad ueuefe| ueynualiad aseluasiagd ueueAe| eAuelebbus|asial
(%) d0S
G8 08 S/ 0L 59 1ensas uaf}as NINg ueejojabuad werep lewndo 6ueA uafjas
ueuefejad Jepues ueredeouad asejuasiad NINg ueejojabuad eAupninmial
(%) dOS 1BNSas 0lIg UeBUESNE}E}SY BUaS
€6 16 68 18 68 iy Uedisieay uep ueelnsiad ISessiuIWpe
ueuefelad Jepues ueredeouad asejuasiad
do Bueh
(%) d0S 1ensas ueuidwid ueeyesneleley [eu
€6 6 68 8 58 ueuefejad sepueys ueiedeouad asejussiad i uedisieey Uep ugjeInssad
ISEJ}SIUILUP. ‘UBBLBSNE}RIaY
ueejojabuad eAupninmial
(%) dOS fensas dyiyl jewpdo
26 06 /8 ] 28 Jesnd Jojuey ebbue) yewn. ueejojabuad wejep Bueh gy yesnd Jojuey ebbuey
ueuefe|ad Jepuejs ueledeauad asejussiad yewn. ueejojabuad eAupninmial
(%) Jojuey lepewsaw Bueh gy yesnd
06 58 08 s 0 eueseseld ueynngay ueynuawad asejussald Jojuey eueseseld efuelpasia]
85'0LEL 68'50€ 18'682 19692 02652 60'vS2 )M sefin). ueeuesyejaq huefunuag ueuefead uep isensiuwpy ueejojebuad 92z 10 2€0

(avImw dy)
6102-GL02
ISYI0TY
vioL

9L0C

SL0C

6102 810c JALi4 9102 SL0C 6L0c | 8l0c | LlOZ

NIV GEY | 931 [90Hd T

d0LVMIANI NVHVYSYS

(¥vIIW dY) NYHYIINY 1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

1%

d) ueunbuequiad
uelode|ad epas Asuow uep

uelodejad uep

€ € € € € ‘uelefbuebuad ‘ueeuedusiad uawnyop yejwnp ‘uesebbuebuad ‘ueeuesusasad
IseupJ00y eAuesebbuajasia]

(06<) | (06<) |aqejunse
Mleg | jieg Sm_%wv sm"%e Aom_%e J)iyl ueseBBue B1aun [N | UBP UBISYa eJedas ueunfuequiad
jefueg | jebues Heg Heg Heg uelehbue eAue|ojexal

Sasyelp yepnuw
uep [epuey Huek uenyeebuad
uawaleuew eAuelpasial

(%) Jepueysia) buek uenyeyabuad uswaleuew

%00L | %02 %09 %05 %0¥ waysis ueydesauaw Buek el1ay Jun asejuasiad
euwd ueuefe| eped
ISEJUSLI0IAM UBP ‘UBISD ‘JiINMaJe
Buek gy 1sesoliq eAupninmia)

X dIXVS BIIN

69222 $0'28 y1'0g 12w 101 ez've d)I) uelodejaq uep eliaury ‘uesefibuefuad ‘ueeuesualaq ueejojabuad Gzez L0 2€0
(%) dos
] 08 [ 0/ 59 18nsas dyl dnyBull NNG  ueejojaBuad weyep fewnido Buef dyy dnybul|
ueuefe|ad Jepues ueredeouad asejuasiad NINg ueejojabuad eAupninvia)
|aqejunye
dIm dim dim dim dIm Ay uebuenay| uelode seje luidg | uep uaisy e1edss ueunbuequiad
uesebfibue efuejoeyla)
dnyno | dnyna | dmyna | dnyno | dnynd | dyiy M werep Syg uedexbunbuad uednynoay
00+ | ©00OL | 00+ | OOL | OO} (%) 1dS depey.a) ueynyeday yexbulL
ewud ueuefe| eped
00} 00} 00} 00} 00k (%) dvs depey.oy ueyeejoy yexbulL 1SEJUBLI0Jaq UBD ‘SIS ‘Jipiaje
Bueh dyy 1senoliq eAupninmia)
8L'201 00'sZ 0022 0002 8.6} €191 d)) uebuenay ueejojabuad  y2€z 10 2€0
npem
%00L | %00L | %00+ | %00} = %O00L & Yeda} buek ueremebaday oig ueeyesnejeusd
uawinyjop ueresajakuad asejuasald
ueynngesy
%001 | %00L | %00l | %00+ = %00k 1ensas [euoisbund uejeqer uebuequiebuad
uap IselsiulLpy UBueAR|ad 8SBIUSSAId
npem Jeda) BueA efuure remebad isenw
%001 | %00L | %00l | %00+ = %00k Uep unisuad ‘UeRuayIaquad ‘ueyesbueday
‘uejeybuehusd ueuefe|ad asejuasaid
ueyningay ensas [lemebad uldisip ueeuIquad
%004 | %00} | %00} | %00} | %00k uep uefuequabusd UBBUBIUBIA] SSBIUBSAl]
ueipequdayiaq
6 €6 6 68 88 sepuBajul uep suajadioy syapu| uep jeuoisajoid ‘uatadwioy
Buek gy NSy eAupninmial
91'e6 ({44 5002 (%18 (1]V1} 8.5t dH) uelemefiaday ueejojabuad €262 10 2€0
(HYIIN dy)
6L02-GL02 6102 8102 L102 9102 SI0Z | 6102 | 810z & Ll0Z | 9102 93) 904d| ™
ISYOTY HOLVMIANI NYHYSVYS iilke

TviolL (4vITIW dY) NYHYIINY 1394V1



19'9L1

(4vImin dy)
6102-5102
ISYI0TY
viol

'Ly

€2'119

01299

(avImw dy)
6102-G102
ISI0TY
V101

78

¥8

006

006

00l

eL'vy L'y €02y 8e‘0L 08's

G6

68

68

SL

78

¥8

810¢ LL0e 9L0e SL0C 610¢

(4v17IN dY) NYHYIINY

00l

90°LL £9°01 2zl 2L'6 66'G

>

09'I61 sy'ovl 601 1686 12'eL
%GL <

00'012 00602 00'202 oo‘oe 0L'9

00l

00l

%00k

%G8 <

LLoz 9L0¢ L1lr4 6102

(4YITIN dY) NVHYDINY

GL'8

GL'8

00l

G6

78

¥8

0L

G'e8

G'e8

810¢

00l

%SL <

001

00l

%0L

%08 <

8102

€8

€8

058

05'8

00l

G6

€8

€8

S9

€8

€8

L102

1394V1

00l

%SL <

001

00l

%09

%08 <

LL0z

1394V1

628

628

G2'8

001

G6

43

8

09

628

G'e8

910¢

00l

%SL <

001

00l

%05

%SL <

9102

Ge'z8

G2'e8

008

001

G6

0e

43

a8

00l

%SL <

001

0oL

%0Y

%SL <

Sloe

(unuey Jad) |
Jelopjadsu] exiw uep gy dnybull sibajesns
BueA uexeligay uexieglad Isepuswoyal yejwnp

|| Yesopadsu|
BIW el1aupy ueyreqiad ynun gy uesemehusd
ISEH ISEPUBLUON3Y UB|WN[ 8SBJUSSIa]

|| Yesopjadsuj eayw dnybull efiaupy uexregiad
3njun ueyjeejuewp buek uesemeBuad
ISeY ISBpUBLLONa. Ue|LN( 8SejUasIad

I iland ueuekejad sejubaju

|1 yeloptadsu] expy dnyjbuil oxisu siseqiag
[eusauy uesemebuad ueeueouslad aseluasIad

Bues)ye|ad uep || Jesopjadsu] eay ef1ay Hun eped anjesedy seyjigejunyy uesemebuad

(%) | Yesopfadsul
dnyBui| el1aury ueinynbuad R uelebbuebuad
depeyJa) ueynyeday 1exbul} aseluasIad

| relopjadsu) dnxbul] | dyd ueeuesyelad
depeuyJa) ueynyeday 1ex6ul asejussiad

| res0pjadsu|
eI dnyBul uesemeBuad ninw Jepuejs
lynuawaw Huek uesemebuad uesodejad
uep uesebnuad ueeuesye|ad asejuasiad

(%) 1e10pfadsU|
RN Bped su ¥ainp ueeuesyelad
uesemebuad 1sexo| uednyed asejuasiad

(unyey Jad) |
Jelopjadsu| eaw uep gyy dnybuil sibeyens
BueA uexeligey ueyeqiad Isepuawoyas yejwne

| 1e10pjadsu|
BI)IW Bl18uy UeiegJad Ynjun gy uesemebuad
JISEH ISBPUSLLIO®SY Ye|WNp 9SejUasIad

| yesopjadsul ey dnybu| el1aury uesreqiad
ynun ueyjeejuewp Huek uesemebuad
|ISBY ISBPUBLLOYa. UB|LN( 8SBIUasIad

HOLVMIANI

d)) uetebbue [ejo) Liep [eusd)syy

semebuad uenwsay se;

13JeW ISUE.3|0) Sejeg

| yelopjadsu) ey dnybuil oxist siseqlaq
leuJajul uesemebuad ueeueoualad asejUSSIad

61025102 NNHYL

NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

uaisly3
uep Jia3 Buek dyiy uep ||
Jesopjadsul ey dnybull [eussiu|
uesemebuad eAuelehbus|asia)

oxisiy

siseqlag BueA || jeiopadsu| e
dnybur [eussu) uesemebusd
ueyeliqay uesnwiny eAuBIPasIa]

d) ueunbuequiad

ueyningay 1ensas
| JeJopadsu| uesemeBuad [euiaj|
uebunynq eAuetebbuajesia)

Jiptoy3 Buek

| 1eJopadsu) ey eped [eussiu)
uesemebuag ueeuesyelad
ueliepuabuad eAuesefibuajesial

NVHVSVS

ceee €0 2e0

NVLYI9IY EELEEL DY
/NV4904d

6102-G102 NNHYL

NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

ualsy3 uep Jipfaj3 Buek dyy uep |
1eJopjadsu| ey dnybul [euisiul
uesemebuad eAuesefbuajasia)

oxisty

siseqlag BueA | yesopjadsul 1IN
dnyBury jeutaju) uesemebuay
ueeligay uesnwny eAuBIpasIa)

d) ueunfuequiad
euesye|ad uep | jeJopjadsu) esppy el1ay yun eped Jnjesedy seyjiqejunyy uesemefuad leee €0 280
(NQ) ualy sediiqede [ara
(neinwoy) ygm sneisiag eliay yun yewunp
A Isenjolig
1SeuwI0}oY ISejuaLua|dwi Seje ISenjed 1ejiN
)iyl Bl1aury SEH|IGeIUNyY Isen(ens [ejiN
ewud ueuele| eped
D uaussassy A0y ISBJUBLI0IAG UBP ‘UBISId ‘JIMaje
Buek gy 1sentoliq eAupninmia)
dyl ueseBbue [ejo) Liep [eula)sy3
semeBuad UBNLS} Sej[eLiajell ISUBIS|0} Sejeg 1BqejumAe
uep ualsya eleaas ueunbuequad
uelebbue efuejojexJa)
I UNLYHYdY SYLITIGYLNNYY NYLYXININI NYA NYSYMYINId WYHD04d €0 2€0

(9%) uxJn|esta) Buek eyesn [epow asejuasiad

1eyeIeAsew yodwojay
SNJuN ueuBxLad Uep Uejnejay
®eyesn uejepowJad eAuelpasia]

ueueyuad uep uene|ay eyesq |epojy ueejojabuad 1825 10 2€0

(%) NILvasnd
uelojuesiad ueuefe| ueynuawad asejuaSIad

(%) NILYaSNd temebad efiausy
uebueluny uep Ifeb uesefequad asejuasiad

(%) Jepueysiay bueh uenyejabuad uswaleuew
wasis upydesauaw Huek efioy Jun asejuasiad

(%) 11
SISBQIaQ dyf ISeLLIoju] Uejeejuewad syapu|

dOLYMIANI

uelojueyad
leuoisesado efuejaq uep
Injesede efuejaq eAulynuadia)

SasyeIp yepnu
uep [epuey HueA uenyejebuad
uawalfeuew eAuelpasial

NVHVYSYS

AV LE) B 931 [90Hd T
/INVH904d

1S

0§



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Al Yesopjadsul dnybull 1dyd ueeuesyelad
58 8 €8 % 18 depey.a) ueynjeday Jexbul) asejuasiad
N 1esopjadsul
BI dnyBui uesemebuad ninw Jepuejs
8 8 €8 <8 18 Jynuswaw Buek uesemebuad uelodejad g :v“_mm_ buek
uep uesefinuad ueeuesyejad asejuasiagd N Esw_o sul m:_s__%m _mEmE_
ueljepuabuad eAuesebbusjesia)l
(%) NI Yesopqadsu
SL 0L S9 09 0¢ A Eped SU YIIp UeBUBSYEad
uesemebuad Isexo| uednyed asejussiad
(unyey Jsad) Al
L oL 6 8 14 Jelopjadsu) e uep gyy dnybuy sibajens
BueA ueseligey ueyreqsad Isep 191 yejwnp
N Yesopjadsul
78 G'e8 €8 G'78 | Gg'z8 | W Bliup| ueNiEgIad ynun gy uesemeduad
SEH ISEPUALLONaY UB|LNF 8SBIUaSIad
Al Jelopjadsu) eayw dnybull el1auny ueyiegiad
8 G'e8 €8 628 | G2z Ynjun ueyeejuewp buek uesemebuad
ISBY ISBPUAI0Ya) Ue|Ln( 8Sejuasiad
usisy3
)Y Isenjoll
w v v v £ 1SeuwI0joY ISejuaLua|dwl Seye 1Senjend UED JIpfay3 BUBA )t uep Al
Jesopjadsuy ey dnybull [eussiu)
uesemebuad eAuesebbuajasia)
O¥IsIY siseqlag
Al Telopjadsu esyy dnybull oyis1 Siseqiaq Buek Al 1elopjadsu| eI
0ot 0ot oot oot oot leusaju) uesemebuad ueeueduslad asejuasiad dnyBury jeulaju) uesemebuad
ueeligay uesnwiny eAuelpasia)
¢ ¢ ¢ . . ‘ d)l ueunBuequiad
SE'Ly 60°LE 990} seoL 188 8's euesyejad uep A| jesopjadsu) exppy el1ay yun eped anjesedy seyjiqejunyy uesemebuad veee €0 280
| yeiopjadsu) eliaury uesnynbuad uep ueyningay
%6 | s | 6 | 66 | G ueseBBuebuad depeysa} Ueyneday yesburl fenss || Jesopjadsuj feussjul
uesemebuag ueeuesye|ad
uebunyng eAuelebbusjasia)
Jesopjadsu) dnyBui|
68 78 €8 28 18 (I%2d) npediay 198y nejnd-nejng ueeuesyejad
depeysa) ueynyeday 1ex6ul) asejussiad
| Jesopfadsul
eI dnyBul uesemeBuad nynw Jepuejs
8 8 €8 8 8 lynuawaw Huek uesemebuad uesodejad
uep uesebnuad ueeuesye|ad asejussiad
A 93N 904d ™
6102-5102
ISYNOTY HOLVYMIANI NVHVSVYS \_,_“,_Ash“m_vﬂﬂv“_

vi0L

(4YITIN dY) NVHYDINY

1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Jipieyq Buek
| yesopjadsul eI\ eped [eulaiu|
uesemebuag ueeuBsye|ad
ueliepuabuad eAuesebbusjasial
(%) 111 Yes0padsu|
S 0L G9 09 0¢ A Bped SU/ ¥9IND UeBUeSYE|ad
uesemeBuad 1Sexo| uednyeo asejuasiad
(unyey. Jad) i
L ol 6 8 z Jelopjadsu] e1iw uep dyy dnybull sibajens
Buek figey uexieqsad Isey 1 yejwnpe
| yesopjadsu|
v8 | G€8 | €8 | G678 | G2'z8 | Emw eliaui uesieqiad ymun gy uesemebuad
ISEH ISEPUBLUON3Y UB|WN[ 8SBJUSSI]
| Yesopjadsul eayw dnybull efiauny ueyregiad
8 g'e8 €8 G'Z8 | S2'e8 3njun ueyjeejuewp fuek uesemeBuad
BY ISEPUSLLOYa] Ue|Lun( 8sejuasiad uaisly3
( Uep Jivtaj3 Buek gy uep
w w v v v d)Y eliaury sepjiqeluny Isenjeay Teopyadsu) ey dnyBul [ewssiu)
uesemefuad eAuelehbuajasia)
| JeJopiadsul ey dnyBul| xSl siseqlaq o
oot oot oot oot oot Jeusajuy uesemeBuad ueeueoualad asejuasiaq | SISeqiag Buek |j| yelopjadsu| BN
dnybur jeussju| uesemebuad
ueefiqay uesnwny eAueipasia]
" ‘ ¢ . ’ ’ d) ueunBuequiad
valy HEH 6901 8201 0004 84's BUBSYE[3d Uep ||| JeJopjadsu) eyl eliay yun eped Jnjesedy seyjiqejunyy uesemebuad €eec €0 2e0
|| ye10qadsu) efiaury ueinynbuad ueyningey
56 56 56 56 56 %3 uesefbuebuad depeya) ueynieday 1exbull 1ensas || JeJopiadsul [eussju
d UBBUESYB|ad
uebunyng eAuelebbuajasia)
11 1eopjadsul dnybull 1 dyd ueeuesyejad
58 v8 €8 <8 8 depeysa) ueynyeday Jexbur asejuasiad
|| 1eJopadsu)
eI\ dnyBui uesemebuad ninw Jepuels
8 8 €8 8 8 Jynuawaw Buef uesemebuad uelodejad ' h_v%m buek
uep uesednuad ueeuesye(ad oseuasiag | I FE1OPIBUSUI BAIIN ped [euiaiul
uesemebuag ueeuesye[ad
ueljepuabuad eAuesefbuajasial
(%) 11 yesopqadsu
L ok 6 09 0g A Bped SUi ¥9ID UeBUeSYe|ad
uesemebuad Isexo| uednyed asejuasiad
AN 93N 904d ™
6102-5102 NYLVI9IA
ISYNOTY HOLVMIANI NYHVYSVS JNVH90Yd

vi0L

(4VITIN dY) NVHYDINY

1394v1

€s

¢S



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT mm

uejnfue|ayiag
and and and and and BueA uejnejay 1wouoy3 uebuequabuad ynun

ais | apiz | aaio | aaio | days UBUBY IS UBP UB)NE|aY BABPIAQUING ISUBI0] uenfuejaxiaq

ueyeladia] Hueh (and ddy) ueleleq wnwp uep ‘qeme(bunbbuepaq

ddM LL [ ddM LE | ddM EL | ddM LE | ddM L UBJBIad UBUBNLIS4 UBE|0jaBUY UBSEMEY UBD redisiyed Buef dyas

(ddM) ueueyuad ueejojabuad yehe|ipm yejwnp ueejojebuad eAupninmial

99'6E1'9 00'0SS°'L  00°00S'L  0G'8EV’L £6'888 ze'eaL NYNWMIY3d NVYa NYLNYTIN NYINVEINTINId NYA NYILITINI NYH90dd 0 2€0

(%%)ushy

o o 00t oo ook uelojuexiad ueueAe| ueynuawad asejuasIad
(%) uafy remebad eliaury

oot oot oot 0ot oot uebueluny uep Ife uerefequad asejussiad

uelojuessad
leuoiselado efuejaq uep

JInjesede efuelaq eAulynuadia)

dIM | dIM | dIM o dIM | dim ualy) )7 uedexbunbuad uesefemay yesbulL
G6< | G6< | 96< | G6< | GB< (%) ual ueseBbu isuasyo | UsIsyd BIB03S UBUNBUBqUIAd
uelebibue efuejojeyla)

14 14 € € 4 (NDVI) ualy seyligedey [ara]

09 | S§¥ | Sv'v | S€Y | GCY ualy depey.a} dyy lemebad 1sdasiad syapul

W v v v v ual) difvS felN
W v v ag ag ualy gy uedesauag | ewyd ueuele| eped

ISBJUBLI0JA UBP ‘UBISId ‘JIMaJe
BueA usfy 1seoliq eAupninmiaL

(%) ualy dnxBur 1| sisecuaq

06 08 02 09 B uesemeBuad Isewojul ueeunfbuad asejuasiad

(%)ualy dnbury
001 0L 09 05 14 Jepue)sia) buek uenyejebuad uswaleuew

waysis ueydelauaw BueA eliay yun yejwnp uafy dnyBury sesxelp yepnu

uep [epuey HueA uenyejebuad
uswialeuew eAueIpasIaL

(%) ¥epqip Jepuels

06 08 0z 09 58 ynuawaw BueA usfy remebad asejussiad

cg 08 m G/ 59 sejubajul uep 1suajadwoy syapu| jeuoisajoid uep uiodwoy

Buek dyy NSV eAuelpasia)

‘ ¢ » f . ¢ ueueyliad
se'ile 0909 Le'ss 9198 @S 00'sy uep uejnejey ueLauBWaY ualy EAUUIET SIuxa) sebn) ueeuESYe|aq uep uawaleueyy uebunyng  Oecc €0 2EO
A Jelopyadsu) el1aury ueinynBuad ueyningay
% | 86 66 96 | 9 g ypesBueBuad depeyisl ueynyeday TexbulL fensas A jesopadsu| [ewiajul

uesemefuag ueeuesye[od
uebunyng eAuelebbuajasia)l

e 810c LL0e 910 B4 6L0c | 8L0c | LlOz | 9102 | SlOZ
m_wﬁw._._ﬂu dO0LVNMIANI NVHVYSVS

viol (4vI7IN dY) NYHYIINY 1394v1 7

NYLYI9IY EELEELCIY]
/INYH4904d

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT Qm

Alesopiadsul dnybull 1 d)d ueeuesyejad
depeuya) ueynyeday 1exbun asejuasiad

68 78 €8 43 18

A Jelopadsu)
eI dnybul| uesemeBuad ninw Jepuels

8 8 €8 c8 18 lynuawaw Huek uesemebuad uesodejad d :v%m. buef
uep uesebnuad - y >§2w_o su| m:_s“_ epe _mEmE_

uelepuabuad eAuesebbuajasia]

(%) dyM dnyjBulj sepold Wweifold Ueeuesye|ad

s 0 9 09 0e uesemebuad Isexjo| uednye) asejuasiad

(unyey Jad) A

2 2 2 2 L Jelopjadsu| eapw uep gy dnybuil sibayens
BueA uexeligey ueyeqiad Isey 191 Uejwnp

A Jelopjadsu)

78 G'e8 €8 G'Z8 | Gz'eg | eaw eliaunf uexieqiad ynjun gy uesemeduad
ISBH ISEPUBLLONSY UB|LN[ 8SeIuasIad

Aam

8¢ ce ot ot 8 Ipefuaw uexdeisiadip Buek el1ay yun yejwne

4 ot 8 9 (1neinwo) ygm snyelsiag efiay Jun yejwne
Y eliauny uexiequad ymun
8 g'e8 €8 G'Z8 28 ueyjeejuewip Huek muays) uenn} uebusp

uesemeBuad |SepuaLLoyal yejwnf asejuasiad

AJelopadsu) ew dnyBuil el1aury ueyreqlad
8 G'e8 €8 678 | G628 ¥nun uexeejuewp buek uesemebuad uaisly

nl uep Jifal3 Buek dyy uep A
B ISBPUBLLOYA) UB|wN( 8SejuasIad eJ0pfedsu] enpy dnBul [ewIaI)

uesemefuad eAuelebbusjasia)]

A Yesopadsul ey dnybuil oxisu siseqlaq oS!
Jewiaul uesemebuad ueeuesualad aseuasiay | SISeauag Bue A jelopadsul BN
dnyBur jeutaju) uesemebuad

ueyeligay uesnwny eAueipasia]

00k 00k 00k 00k 00k

‘ ¢ « ¢ . ‘ d) ueunbuequiad
g o e L () R euesHe|ad Uep A Jelopjadsu] ey eliay yun eped Jmesedy sepjiqejunyy uesemebuad €ee €0 | ZE0
ueynngay
Al Jelopjadsu) el1aury uesnynbuad 1ensas | JeJopjadsu| [eulaju|
56 56 56 56 56 R uesebBuebuad depeysa) ueynjeday Jexbull uesemebuad UBBUBSHE|ad

uebunyng eAuelebbuajasia)l

(4vImn dy)
6102-5102
ISYI0TY
viol

810¢ LLoe 9L0e B4 6L0c | 8L0c | LlOz | 9102 | Sl0Z

NVLYI9IY EELAELCIY]

dOLVNMIANI NVHVYSYS /NV4904d

(4Y17IN dY) NYHYIINY 1394v1




61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(743 0ze 0ze 433 0ze uexjguap Buek yeiw| sin efsey yejune
34 34 34 34 84 UeUB)ad BUBGHT ISEWIoju| Uep Bjeq yejwne
uey| eepiaquing
§ § § § § neje/uep Je}IqeH ISBAIaSUOY yejwne
eAuuey| uedeybueuad seysedey
‘ISYNPOJd 1SU8)0d ‘BABPIAQUINS JB}IGRH BUaS
8 8 8 8 8 UBUBY{LIad I60[0Ig MIISUBIEIEY ISBSIUBPULIBL
Buek (and ddy) UeleIeq wnwp Uelread
UeueyLad UeejojaBuad uesemey yejwnp
eAuuey| uedeybueuag seysedey ‘1synpoid
1SU9}0d ‘eAepIaquINg JeligeH eUas UeueNLad
Wl Bojoig smsienerey Isexyuapual Guek yne
(ddM) ueueyLiad ueejojabuad yekem yejwnpe
UelL|| IseuLioju| uep ejeq
UeueyLad Bueqy
44 4 e e 0C o) 13g Jrepuawslduw buek
UG UBATSEN UEP | H Yeiny UeueyLad UBMElgaY| Ue)NSe
Uep ISepuaLIONaY BAUBIPasIaL
87'086'L ev'ey 60'GLY 98'G1E 6'8ve 1e'eee ueueyuad yayd| uefuequiabuag uep uenijeuad 062 ¥0 €0
d) lwouox3
L L L 1 L [e1s0S »a1d| Bueqy siuxal sebn| ueeuesye|ad
uep uawaleuew uebunyng yejwnp )l 1LoU0YS
1503 Buepig 1p %aid| ueuefe]
1seyl|Isepa) Buek 4y iwouoy3 [B1S0S
s s s s I . uep Bueqy] efepiaquing
[e1s0S Bueqy] BUBIESRIJ BUBIES UBIWNF 11d sexliqedey) Uep seysedey
uejeybuluad eAupninmial
d) Jopes
8 Sl oL 8 ¥ dyl 1wouoy3 [eisos Huepig
ueunfuequad 1WOUOXT [e1S0S [3POIA o WD Jenoul
BueA Bueqy isey eAupninmis]
d) Uexeligay sisi[euy Uep 1wouox3
0 0 0 0¢ 0¢ |eIs0g uenijauad buepig yeiwj| siny eAiey
d) lwouox3
ve 6 st o ¢ [BISOS ISeLIoju] Neje/uep ejeq yejwnp
6 6 A 9 - d) 1WI0U0X3 [eISOS IsepuaLuoNay Lejwnr i
1LUOUOYT [BISOS UBIH[OUSY LeIw]|
uejn(uejaxiog dy
9l el o L Sh ISBULIOJU| UBP BJB( UBNIESEPIA]
f
ueunbuequad Uexelgey ISepuswoyay yejwnp o 1102y SSIEUE UEp
Isepuawioyay eAueipasial
oL'e9L 9L'vs vs'ey LL'0¢ Lv'ee 1871 UBUE) I3 UBP UBNe|3) uexeliga) Sisileuy Uep IWoUo)T [eIS0S Uelljauad  69€2 ¥0 €0
(4vImw dy)
6102-510¢2 (WIN[LE) W 93 904d) DI

ISYI0TY
viol

(4vI7IN dY) NYHYIINY

1394V1

d0LVYNMIANI

NVHVSVYS

/NVY90Ud

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

dl 1Bojowieloig uep Bures

1 I L I I efeq ya1d| bueqy siuxal sefin| ueeuesyelad
uep uawsafeue uebunyng yejwnp

eAuseysedey

L L L L L uexpexbunig buek gy 16ojouxalolg uep

ynpoud Bures efeq Hueqy ueebequiajay
BI8S ‘BUBJESEIJ UBP BUBIES UB|NE

d 16ojouxiajoig uep

ynpoid bures efeq yaid| ueuee]
uep Bueqy eAepiaquing
seyl|iqedey uep seysedey
uepeybuiuad eAupninmial

d) I6ojouxajoig uep

se 0e 8t ¢t 8 ynpo.d bures eAeq iBojouss) Iseou| yejwnp
di _mo_o:v_muo_m uep ¥npoid m:_mw
8 8 L 8 8 efeq _mo_ozv_m._. IseAou| uauoduioy yejwnpe
dy 1BojouEi0Ig 5 n_v_>_mo_o5_2°_m uep
I I I b b uep Bureg efeq [yH UBINS UBYRg yRiwny Nnpoid L___mm m._mn_ :Em.mEmEon_
__._% 1881y _,_.mmz g__m_uwem L
i 160jowsie01g Uep HNPoid
9 9 9 9 S m:_mw efeq a1d] Isepualioyay yejwnr 1d
uexuqJeia
59 59 <9 S9 S9 Buek dy 16ojousisolg uep ynpoid Bures
efieq seid Buepig yeiw] sty eAsey yejwnpe ) 16ojowsielolg uep
ynpold Bures efeq Bueqy yelw
)l 160jowsiRI0Ig Uep HNPoid
oL oL ot el ot fures efeq Hueqy Isewaou] uep eleq yejwne _mmEhnw:_ Uep ejeq :mv:mmmu_h_ww
4o
ISepuaLLoyay eAuelpasia]
6L'9 eyt 0129 Gl egor | oL UBUBINAd g6z v0 | g0
L92e I (4l Hie uep uejnejay 16ojouyaloig uep ynpoid bules eAeq yaydj uebuequiabuad uep uenijauad
1ISNpU| Neje/uep Jexesefse
vl 6Ll 01 9/ 05 MNJUn ueyIsepuswoyais) Buek ueueyuad ) 1exeleAsew
uep uejne|ay| 16ojoua) Iseaou] yejwnp ueela)yelasay eAupninmial
1sdopelq d 1exesefsepy
OHL 00k 106 1S4 65 fupf upueuad uep ugneay 1seAoul yeiwr ueesalelasay BUnIpUAIY
ueyeligey ueyeg uexipelig . buet e_%_v_ __w“__m.ﬁ_ﬂwm
06 L 09 Sy 9 nun uesjinsniq Guek d
uep (6ueqy) uebuequabuad
UEP LEAUBA ISEPLBILOYSY Ejunr uep uepljauad uesebbusjahusd
lIseH eAuyexbulualy
(V1T dy) o2 1908d| T
6102-5102 NYLVI9IX
ISYOTY HOLVYMIANI NVHVSVYS /NYHD0Ed

vi0L

(4vITIN dY) NVHY9INY

1394v1

LS

96



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

[o]88 00t 06 S 65 ya1d| ewesel1ay neye/uep 1sdopy yejwnp
uejisepuawioxalip bueA i6ojouxay yejwn,
ol 1]} ot ok 0 HISEp! MalIp 10ojouxaL yejwnp @l BojowaL Yty uep
eAOU| Uee|0jabuad eAupninmia)
Jejuawa|dw) buek
160jousta) d) 160jousa]. yife uep seouj
L £ £ £ 0 Uil uep Uedesauag UBXeligay 1SepUaLIONaY J0joBuad Ueveligay
UBp ISEPUBLLIONaY BAUBIPaSIaL
12252 0v'98 6806 28'LL = 09'e d) 16ojouyja). iy uep iseaou] ueejojabuad 0 €0
11S1sad Uep Jne7 efepiaquing
¥ ¥ € [4 [4 M3 LdI Bueay siusel sebny ueeuesyejed
uep uawsafeue uebunyng yejwnp 118184 Uep jne efeplaquing
d %a1d] ueuefe
1181s3d Uep Jne7 efeplaquing
4 4 4 4 4 uep Hueqy] efepiaquing
M31dI Bueqy eueleseld euBIeS yejwnp SeplIgedey Uzp SeySedey
uepeybuiuad eAupninmia)
J181S8d Uep
F - - - - e eABPIBGWING [YH UBINSN Ueyeg yejwnp
J181S8d Uep
s e o 8 § e efepiaquing 1seaou] usuodwoy yejune
J181S8d Uep
0¢ [+74 0z St ok Jivenour Buef Jisisad uep e
e eAepiaquing 160jouss) ISeAOU| Yejwnp 2heq 1oquing uebuequaBUag
Uep uep|auad [1seH eAupninmial
1181S3d Uep
sv sv s s s e efepsaquing Bueqy yelw| sint eArey
1181sad Uep e uep
8 8 8 8 § efeplaquing Isewwloju] neje/uep ejeq yejwnpe
I I S S S ne7 eyiweulq
uep yisuepeley ueyeiadia) bueh ddm yejwnpe
eAuefepiaquing
S S S S § ueyeiadia) Bueh uisisad uesemey| yejwnp
uejn(uejasiag eIedas L_m_mm¢=“mﬂwzmu>mm m__ww m_v__EM_m____o
0z 8l [+ ok 8l 1181S3d Uep Jne7 eAeplaquung uejeejueway _mes__h_ e w _aeh.m._mu o I
Uep UEE[0[aBUR WMo ISepUBLOYY Ugjunp | (SCHIDL TOP B1E0 BRESERIOE
dd 11qay uep
ISepuawWosay eAuelpasia]
Le'ove’L co0'sve 05'052 16'18Y €L'e6l (4412 11sisad uep jne7 efeq Joquing yoyd) uebuequiabuag uep uenieuad €262 ¥0 €0
UeueyUad UBP UBINE|BY ISBJUSWNASU]
L L L L L Bueqy siuxa) sebin) ueeuesye|ad
uep uawsaleuely uebunyng yejwnp
(4vImw dy)
6102-G102 NYLYI93N 93% 90dd ™
ISYMOTY HOLVIANI NYHVYSVS JNYHD04d

viol

(4vI7IN dY) NYHYIINY

1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

ehuseysedey
ueyiexbunig 6ueA ueueyad uep uene|ay

§ § § § 0 IsejuaLunsu| Bueqy] ueebequiajay
B}I8S ‘BUBJESEIJ UBP BUBIES UB|WNe
o PR
0 0 0 1 1 ISejusWNAsu| Yayd| ueueAe uep
ISBJUSLUNLSU| NPINIISEIU|/RUBIESEI] Uejwnp Buequr ekepiaquing seyqedey
uep seysedey uejeybuluay
d) IsejuaLunLsuy|
uefe[oN ISBLLIO| Wa)SIS uebuequabuad uep Ueauad
ot st st 0¢ 0c unbueq.a BueA uekejaN enuas yejwne ;Mo SeH ueAejaN enuss Ip
ISeLIOjU| WNSIS BAURIPaSIA)
14 14 14 ¥ 14 d) IseyuaNIsu| IseAou| uauodwioy yejune
9 9 9 9 A d) Isejuanisu| 16ojousa Iseaou] yejwnp
i
14 € 4 I 0 d) ISejuswinsu| [MH ueinsn ueyeg yejwnp sejuaLInAsy| Buepig 1p yeAou]
BueA Bueqy (1seH eAuelpasia)
UBUBY LIS UBP
€ 2€ 2¢ z€ 2 ue)ne|dY Isejuawnisu| uebuequiabusd uep
ueiyauad Buepig yeiwj| siny eksey yejune
UeUB)Lad
¥ ¥ € € L uep Uejne|ay| Isejuawnusul uebuequabuad
UBp UBNII3USd ISBULIOjU| UBP Bleq Yejwnp
UBUEHlISd d) Iseyuaunisu| Bueqy yew
el el gl ¥ [ UBp uejnejay| Isejuawiniisu| uebuequiabuay i - | 4B
Uep UB[)|auad ISepuswosay yejwnp ISBLLLIOLU] UEP EJe( UBIESEPISY
d) Ueeligay uexnse} uep
ISepuswoyay eAuelpasial
25'6ve €128 1628 [487] (11311 90'28 ueueyuad Uep ueineja) isejustunisul yaydj uefuequiabiuag uep uenijouad 262 ¥0 €0
LE LE LE LE L ueueyLIad Bueqy siuxa) uebuning yejwne
eAuseysedey| a ueuBiLiad
. . d| ueuefeq
A TR A TR R T BueA ueuexuad bueqy N d e
. uep Bueqy eAepiaquing
BI9S ‘BUBJESBIJ UBP BUBIES UB|LUNP seiqedey uep seysedey
uejeybulusd eAupninmial
€ € € € € UBUBYLI3d ISBAOU| UBuodwoy yejwnp
1ZA S 75 9. g8 ueuB)ad 16ojouxa Iseaou] yejwne
€ € € € € ueueylad [MH uens ueyeg yejwne ueuBNLIad BUEpIg 1p Jenou]
BueA Bueqy 1seH eAupninmisl
(4v1TIN dy) o2 190ud| T
6102-5102 NYLVI9IA
ISYOTY HOLVYMIANI NVHVSVYS JNYH90Yd

viol

(4VITIN dY) NYHYIINY

1394v1

65

86



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT Fm

(Buelo) 1suajadwoy 1exuasiaq ynep fuek

00S°2y  00L'G€ 000v€ 0GL6¢ @ 0GS6) UeueyLiad Uep UEIejo 1exeiesew uejwng

(Bueio) usyodwoy
BueA ueynejad uesnn| Injesede yejwnp

(6ue10) unenp Buek o Buepiq 1p snsnuy efiay

ueuexuad uep UEIe[oy Jexeiefseuw yejuwn ISuBloduoy JEpUELS/|EUOISEU
At P UEINE(2 18X ueine eIy 1suajadwoy Jepuels [ensas

d) Ueynejad uesn|n| eAUBIPasIaL
9€'860'C €9'619 ¥6'28Y 1522y 0L'65¢ vz ueueyuad uep uenejay ueynedd Gez S0 2€0
(Bueio)
yeBusuaw elexs IpefusL [199Y B[eys ‘|128)
B[BYS 8 0IW B[RS Lep eAueyesn jexbuiusw
BueA eyesn nyejad/ewein nyejad yejwnp

0006 = 0058 | 0008 ' 0008 ' 002C

00005 ' 000'S¥ 000°07 000'GE ' 000°€C

000°'5¢  000°0¢ ' 000°SL ' 0000L ' 00SY

(odwoyay|) eAuse|ay yexbuiuaw Huek eyesn

0026 | 0058 | 00¥'Z | 00’9 | 00S% myejad uep ewen nyejad yodwojay yejwnp

UBLIpUBWSY
waw Buek 4y 1exeteisep
yneyp buek
%06 | %06 | %06 = %06 | %06 depeya) eAuueynelad |isey uexdesauaw
1edep BueA ueynejad uesnin| asejuasiad
nieq Ypip
%0S | %8Y | %9y | %by | %0Y epasad depeyis) dy uesjipipuad uenjes 1p

ewpayp Buek ewein nyejad yeue asejuasiad

d) ueyipipuad uesniny
%SG6 %56 %56 %56 %56 depey.oy ueueyad uep uepnejey buepiq elioy

elunp Ip desasta) BueA uesnin| asejuasiad UBynINGSY fenses

1suajadwoy IIWawW dy NaS

oy e v - forna ‘ NYNYIH3d

LOEE Wites  COuE  COUSt | EIeit Eird NVQ NYLAYTIN LYXVHVYASYIN NYVAVAHIGNId NYa INAS NYINYEINIINId INYHD0Hd EOpcE
(%) ueiojueysad

JelLie}aINas ueueAe| ueynuswad asejussiad

(%) d) Bueqyeg yesnd remebad eliaury

00k 00k 00k 00k 00 uebueluny uep Ifeb ueseequiad asejuasiad

uelojueyad
leuojsesado efuejaq uep
JInjesede efuelaq eAulynuadia)

lagejunye
%G6< | %S6< = %G6< = %SG6< sm_%wv d) Buequeg uesebbue elisuny ejIN uep ualsya eJeaas ueunbuequad
Heg uelebbue efuejoex.a)

w v v gad g4 ol bueaueg ewud ueuele| eped 1SejualoIaq

ISEB{OIIg ISeLLI0}aY Bliauly IBJIN UejexBuIuad

uep ‘ualsya ‘ypjaye buek 4y
Bueqyeg 1selyouiq eAupninmia]

A 8L0¢ LLoe 9loe E1lr4 6L0c | 8l0c | Ll0Z | 9102 | Sl0Z
m_—mﬁw.—_ﬂw d0LVNMIANI NVHVYSVYS

viol (4v1I7IN dY) NYHYIINY 1394v1 7

NYLYI93IY EELNEILCIY]
/INVH904d

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT cm

SasyeIp yepnuw
uep [epuey HueA uenyejebuad
uswafeuew eAueIpasial

(%) Jepueysiay Aueh uenyejabuad ualusfeuew
waysis upydesauaw HueA efiey Jun asejuasald

%00L | %0L | %09 %0S | %0v

uelpequdayiaq
uep [euoisajold ‘usjadwioy Buek
o) Bueayeg NSY efupninmia).

dyl Bueqyeg

58 08 L sL 9 dnyBui| seybau) uep isusjedwoy syapu|

(onn- ¢ . ‘ ¢ ‘ ueue)Liad uep uejnejay uebuequiabuagd
06800 £0'625 9 e05 62668 86z wreve uep ueiauad uepeg eAuuie] siuya) sebn] ueeuesye|ad uep uawsaleueyy uebunyng vige| 10 | €0
UeuB)Lagd
UBp UBINE[SY Jewl|y uep ueyehe(imay
: ' ' ' - Bueqy siuxa) sefin) ueeuesyejad
uep uawsafeueyy uebunyng yejwnp
eAuseysedey
: UBUBLISJ UBP UBINEI3Y JeLily
uexiexbuniq Buek ueueyLad uep ueineay
- - - - - 1ewy uep ueyefe|imay Hueqy] ueebequajey uep %____Mmmmﬁmﬂ.ﬂ_wﬁhwuﬂﬂ
BI9S ‘BUBIESBIJ UBP BUBIES UB|LUNE seplIgedey Uzp SeySedey
uereybuluad eAupninmia)
UeueyLad
Sl Sl Sl Sl St Uep uejne[oyf Jeify uep ueyefejimay
ueiyauad Buepig yeiwj| siny eksey yejunp
UeuByLag
S € 4 4 4 UED UBINE[aY| JeLllly Uep UeyeAe|imay
UBIJ[aUa ISeuLIoju| Uep ejeq ygjwne
efuueye efeplaquing uexeladial ueUBYUad
H H 9 4 € BueA ueueylIad UBp UBINBISY UBSEMEY UB|LUNE Uep Uejne[ey Jewlpy uep
UeyeAe|IMay| UBIH[aUSd Yelw]|
1] 8 9 14 0 ISBULIOJU| UBp BJe( Ueyeseplag
d) ueeligey uexnse}y uep
ISepuaLLoyay eAueipasia]
18'SLL 086t 118y 9l'Le 8r'8L eL'e uBUR) a4 UBp uene|ay| Jewify uep ueyehe|imay ueiauad 0 €0
160j0ua. ue|
L L L L 0 d) Ibojouxa] iy uep

|seAou| Uee(0jaBuag siua] uebunyng yejwnp

d 16ojouxaL yiy

ehuseysedey uexexbunig bueh gy 160jouxsl UEp (SEA0U] UEE|0joBUBAUEUERE]

L L L € 0 Ully uep iseaou| uee|ofabuad ueebequiajay

B uep Bueqy eAepiaquin
BJI3S ‘BUBJESBIJ UBP BUBIES UB|LUNP se P e ahw_.u_mu %S_Mm %w
uejeybulusd eAupninmial
13 123 ¥ ¢l 9 d) 16ojousta). ueseBakuad yejwnp
4 4 1 1 0 uey|issawoyiq Buek 16ojouss) yejwne
euoIse
sk et o 9 | g IEUOISEN

uajed efequia 8y dy [YH ueInsn yejwne

(4w dy)
6102-5102
ISVI0TV
viol

810c Ll 9l0e SL0C 6L0c | 8l0c | LlOz | 910z | SlOZ

NVLYI9IY EELEELCIY]

d0LVNMIANI NVHVSYS /NV4904d

(4vITIN dY) NYHYIINY 1394V1




61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT mm

L0k | 9L | 90L | SOb | SOk (NLN) ueAejan JexnL 1eliN uefejau jeeIRASEL
002k  00°LL | 0S'6 008 002 ueuejliad gad Ueynquinpad ueeJajefasay Aupninmia)
90'c0L'SE 68'802'¢  Lb'€S6'C  9€'818'C  €9'€lGt  GL'V89C dYMINVL NYNVOIYId NYY107139NId INVEI0Ud 90 zeo
(%) ueiojueytad
00k 00k 00k 00k 00k JelLie}aINas ueueAe| ueynuswad asejussiad
9 Bsngd lemebad efiaur
0L | 00L | 00k | o0k | 0O o) D o8 Leiefouiue0 0SELAEID. veloWesIad
- N < leuoisesado efuejaq uep
JInjesede efueaq eAulynuadia)
(06<) |aqelunye
ieg (06-08) | (06-08) | (06-08)  (06-08) DININASAE uesebbue eliaury 9 ©JB03S UBUNBuRqUIad
Aleg leg leg leg
1ebues : : y y uelebbue efuejoexla)
ewud ueuefe| eped SejuaLoaq
W v v 49 49 diNa5E uep ‘uaislya ‘ypaje Buek

Isenjolig 1Sewojay efiaury lejiN ueyesbuiuad NOSdE SeMoI eRupnina)
SasyeIp yepnw

uep [epuey HueA uenyejebuad
uawaleuew eAuelpasia]

(%) Jepue)sia) Huek uenyejabuad uswafeuew
%00k | %02 %09 %08 %07 waysis ueydelauaw Buek el1ay Jun asejuasald
ueipequdaiaq

uep [euoisajoid ‘usjadwioy Buek
dMINGSdg NSY eAupninamial

uBuB)LIAd Uep uenejay jexesefseyy ueeAepiaquiag uep eisnuely eAepiaquing uebuequiabuad

dINASdE

8 08 SL L 9 dnyBui| seybaju) uep 1susjadwoy syapu|

95LY6 L9ee 06'avz vo9le £e'c6l 199 uepeg efuule siuya) sefn] ueeuesyelad uep uawaleuey uebuming uejeybuiuad 8Lfe| S | 2E
o o o o o d) 1exerefsew ueefepsaquad uep ueyninAuad usIslyd eleaas ueunbuequiad
%00L | %00k | %00k | %00} | %00k uejelfiey ueeyesnejeuad UaWNYOp 8SEIUSSIad uelebbue efuejojexJa)

(Bueio) ueueyiad eyesn

1synpoud ueyeybuiuad Hunynpualw jexelefsew

ueefeplaquad eybues weep eAubures efep
yexBuiuaw buek dy buidwepuad yejwnp ueueyad eyesn 1synpoid
uepeybuiuad Bunynpusw
ueefeplaqad exbues weep
yninsip buef yodwojey
eAubuequasiaq uep yninAuad
fures efep eAuieybuiusiy

000¢ | 0S.¢ ' 00S¢ | 0S¢¢ @ 000¢

(odwoay) ueueyuad ynnfuad
000€ | 0S.¢ ' 00S¢ @ 0S¢cc @ 00S'h yajo ueueyuad eyesn 1snposd ueyexbuiuad
Bunynpuaw yninsip Buek Yodwojey yejwunp

(Buelo) uefepowsad
uep ueefeiquiad sasye UexjeBjuBLIBL
Wefep ueyepnway uexedepuaw buelk

1993 UBp 0.1 Byesn nyejad yejunp

0062 | 008 ' 009¢ | 000C & 009

(4un) ueyninAuad ueyojuoasad

89 89 89 89 0c Infejaw 16ojoua} ISerou; uedesuad

(4vImw dy)
6102-G102
IS0V
V101

810¢ pALi4 9l0e AV GEY | 931 [90Hd T

d0LVYMIANI NVHVYSVYS /NYH4904d

(4v17IN dY) NYHYIINY 1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT Nm

(Bueio) gy 1exeleAsew ueefepiaquiad uep

0059k 100591 | 00€'9} | 00E'9L  000°CH ueyninfuad ueynyejaw HueA sebnad yejwnp

(fodwojay) ynyns
BueA eyesn/ewein myejad yodwojey yejwnp

000°06 00008 000°0Z | 00009 0,225 ueueyuad uesemey 1p
eyesn nyejad uep ewejn nyejad

yoduwo|ay yejwn( eAuyeybuiusiy
26'61€°C 09'69.L 89'c8S €L'018 SL'6vE 9€£'901 ueueylad uep uenejay Asep ueeh d uep Ruad 1262 G 2

(%) dy uexipipuad 1dn femebad efiaur
uebueluny uep 1fe6 ueseequiad asejuasiad

%001 | %001 = %00L | %00l | %00l

dyl uexpipuad

%00k | %004 | %00k | %004 | %00L \p1piay ueeyesnereuad UaLIMYO asEBSIEd

uaIslja eseoas ueunbuequiad
uelefbue eAue|ojexal

ueyipipuad sasye uexjedepuatu
wejep 4y jexesefsew
seyisedey uejeybuiuad

d) [BLUIO} UOU ISBYOA UBNIpIpUad Sasye
uexjedepusw BueA sefejaq ebiem yejwnp

00$ 00$ 00$ 00$

(1un) Jepueys 1Bnsas ISe}PaLela)

Lk Lk vk el el BueA gy uexipipuad uenyes yejwnp

(Buelo) [eurioy ueyipipuad Buefual ueyeybuluad

0L 0Ll 0LL OLL OkLL uenyR(aW BUek gy NS YeIwny

(Buelo) uajadwoy BueA ISEXOA WAISIS dXY

See'L | 0S¢L | 0969 | Sel9 | Gee9 ueyipipuad uenyes eped yipip euasad yejwnp

Jepuess 1ensas uajaduwoy buek
YipipJa} ebeus) eAulynuadia)

£€9'2€2°€ 01888 87'989 19'009 6L'EVS 61'615 ueueyliad uep uene|d) ueyipipuad  9.€¢ S0  2€0

(%) d) ueunerad 1dn remebad efiaury

%001 | %00} | %00k %00 | %00k uebueluny uep 1fe6 ueseequiad asejuasiad

d) ueynered

%00k | %00} | %00k | %00k | %00l 150y ugeyesnerRUad UBLINYOP BsEUBSIEd

uaIS|a eJesas ueunbuequuiad

uelebbue eAue|ojexal

e e St 8 14 (un) dy 160jouste) uewe) yejwny | dy 160jousta) Uewe) eAueipasial
R R (}un) ueueyLad uep
se se se UBINe[aY 1S8J01d ISeXIjILIaS eBequua yejwny
(yena) dy

9 9 0e vk 8 el19y Isuajaduwoy Jepuels uebuesuey yejwnpe 4 Buepiq

1p 1susjaduuoy siseqtaq ueynelad
ueesehbuajakuad Jepuels

1BNS9S UBUBN LA UBP UBINE|Y
ueynejad ebequa| eAueipasia)

(un) Jepue)s fensas ueueyad

8y 8y 95v 4 90v uep uejnejay ueynerad ebequwa| yejwnpe

(4vImn dy)
6102-5102
ISYI0TY
viol

810¢ LL0e 910 B4 6L0c | 8102 | LloZ

93} 904d ™
HOLYNIGNI NYHYSVYS NVLYI9TH

(4v17IN dY) NYHYIINY 1394V1



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT mm

(1sexo]) podoga / uebunybul| yewel Huek
ueueyad ueyngejad uebuequabuad yejwnp

(1sesjo]) yesnd 1dn

ve €e ce ce ce ueueyad ueyngejed uebuequiabuad yejwnp

(1sexoj) seloud yesaep

ueueyuad ueyngejad uebuequiabuad yejwnp Ueem (iouod Ueynqunpiad

1esnd 1ebeqas ueuryuad
ueynqejad eAubuequiaxiag

(1sex0]) 1006-0S| ueueAejad Jepuels

ce st ot S ve lynuawaw HueA ueueuad ueyngejad yejwnp

(1sexo]) (npedia) ueueyad
enuas uebuequabuad 1SeuIpIooy uep ISey|ise)
ynsew.s}) ueueyiad ueyngejad ueunbuequiad

uedeifuad uep Isexiuapl yejwnpe

ve ve ve ¥e it}

(1sex0]) Isynuisuoy ueunfuequiad uelepusbuad
ueynye|ip HueA ueueyuad ueyngelad yejwnpe

08 0L 09 05

(1sexo)) [euoiselado Jepue)s

06 02 09 0¢ [ iynuawaw Huek ueueyuad ueyngejad yejwnpe

(1sex0|) | LHS ueydesauaw

v [44 L8 [ [ BueA ueueyuad ueyngejad yejwnpe

(1se0]) UeJepUBqUEASSY UBYRUBSHR[OW

051 oL Oct oL ol BueA ueueyuad ueyngejad yejwnpe

ueueyad ueyngejad
ueuefead uep ueejojabuad

seysedey eAuyexbulualy
GE'eEY'e 00'StL 00'02L 00099 €L'66 0L's82’t ueueyuad ueynqejad ueejojabuad  8eEZ 90  2€0

UBUBRYLIAJ [BdRY Yemy
(9) uey| deybueuad jely uep SE)IJILIS Uep uey| deybueuad
00t 00} 00} 00} 00} UBUBNLI3d [ed) JRIOPIBIIQ Ip UBBUBSNEIEISY | JelY ‘Ueue)uad [edey ueejojabuad
uejelfiay ueeuesye|ad asejussiag uejelfay Ueeyesnejeley
uejelfioy eAuesebbuajasial

ueueyad [edey

000°} | 000°} | 000'L | 00O'L | 0S¢ 162q Dgg 8 NG ISIBAUOY ISEN|ISE) Lejwny

(1un) ueyeuoiseladoip
0S€'€ 0007 | 0S2'S | G/99L uep unbueque) buek uey uedesbueuad
nueq jefe uep uey deybueuad jeje yejwnpe

(yun) uesejeglad yefe|im 1p unbuequay

e se se se Se Buek 19 pg < ueueyuad [edey yejunp

Buies efepiaq uep uaisya
‘uispow fueA [euoiseu dexybuey
ueueyad epeuwe eAuyexbulus|y

A8 G2 | Sy | eese | €9k | (wun)unbuegse) buek ueuesiuad jedex yejwne

(avriin dy)

6102-5102 AV BEY B 931 [90Hd T
ISYYOTY HOLVMIANI NYHVYSVS JNYHD04d

viol (4vIIW dY) NYHYIINY 1394V1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT qm

(un) eAuseyAnpoid

008L | 00SL | 002k 008 Bunyyip 6uek jedey [euoiselado yejwnpe

(1un) [edey seje 1p yieq GueA uey) ueuebueuad

0001 008 009 00y 00¢ eleo ueydesauaw BHuek [edey yejwnp

(Bue.o) uejidwesalay
0002 | 006} = 00ZL | 00ZL & 00L Uep ueljyesy uexiesepiaq Isexilesia)
BueA ueueyuad [edey seme yejunp

(1un) ueueyuad [edey
1ebeqas Jeyepia) buek ueueyuad [edey yejwnp

(yenq)
ueyjiseyip bueA uey dexbueuad njueq jeje
uep ueyi deybueuad jefe ‘ueuexuad [edey
IBp ISBY1Ias uep Jepue)s deybueuad
1e[e ISeAOU| LI ISBYIIHAS UBP (INSH)
BISBUOPU| [BUOISEN JEPUE}S UBBUBOURY UB|unp

000£¢ = 000S¢ & 00S¢e | 0000¢ = 0008k

0e 8¢ 92 G2 €2

(4un)
009€ | 00S€ = 00€€ | OGLE uenju)dy lynuawaw Huek uey uedeybueuad
njueq jefe uep ueyl dexbueuad jee yejwnp
fuon) ddM denss Ip Jepuejs
006} | 008l | 005L | 00z 002 __ _mﬁm__mu.mv“ L;Mﬂm:«w_. 1ynuawaw Huek :mvwmam.mzmn uep
4 ey dey 1 Jele ‘eisauopu|

ueueyuad [edey eAupninmia)

6165y 661yt 06'6€S GZ'8EL  96'L19C  OL'I6V ueueuad |edeyl yemy IsexynJas uep ‘uey| dexbueuad jely ‘veuexuad |edey ueejojpbuad €62 90  2€0

(ddMm) (ddy) ueuesiiiad ueejojabuad

00'HL | 006 | 007 | 00§ | 007 BUBDUSY 1BNS3S ElojaxIp BUBA ddMm yejwnp

00°0S0" 00°000° - (refjiy dy) dexbuey ueueyuad

00'056 | 00°006 | 00058 ueepowad sasye ueinjeAusd yejwnp

00'le | 00'82 | 00T 00'ET | 0002 (AL d)
deyBue) ueueyuiad eyesn ISelsaaul 1ejIN
0G2068°8%} |0¥E'900Ch) | 020'068YEL |068'%LLSe) 0V80I6GH (enr dy) 1$NpoId 1eIIN “q uejnfuelaxJaq uep
o -on0- o o - . ‘qemelBunbbuepaq ‘ynedisiped
0952869 0£€'808'9 | 02¢'¥E9'9 0EE'ISK'9 0626629 (uoy) 1syinpoid BLN|oA B Buek dexBue; ueuead
deybue) ueueyiad 1synpold yejwnp uee|ojabuad eAupninmia)
(ueing
0072€2 026'06¢'C 005'661C 002'890°C 0v9'€E6'L Juekejeu/dy) UBnG/UeAelaN ueledepuad q
0050529 02€'2v0'9 | 0/G°€28'S | 001'G8Y'G | 098'GH 1S (UeIng/d14/dy) uena/d1y ueyedepuad e

:uejedepuad ejey-ejey

(avImw dy)
6102-G10¢
ISYI0TY
vi0L

NYLYI9IY EELNELCIY]

d0LYMIANI NVHVSYS /INVH90Hd

(4VITIN dY) NYHYIINY 1394vL




61025102 NNHYL

NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(uswnyop) deybuey ueueyuad
L L L L L SIISIEIS UBP EJEp UBBIPSSIALSY Yejwnp
(}1un) JanJasqo
0oe 05e 002 08k 005 yajo nejuedip HueA ueuryuad [edey yejwnpe
| efep Jaquins ueejojabuad
. . (1un) ues uedexbueuad yooqBo| uei e
09¢’L | 000k | 0SZ 009 05¢ uexdelaual BUeA Ueuexuad [edey ygLNP ynun yeinye buek dexBuey
ueueyLad YlSielS Uep ISeLiojul
‘ejep ueelpasialey eAuyexbuluajy
(yekenm) ddm ueejojehuad
4 € ¢ g ueebequiajey uebuequiabuad Iseisiu yejwnp
(ddm) eAuuey) efep Jaquins
H o 6 9 € ueejojabuad 1sen|eala) buek uesresad yejwnp
(yenq) ueyisejuawajdwip
€ € € € € Buek QIN4Y ININD uep Isnjosal yejwnp
(ddm) eAuuesy
L L 9 4 ¢ eAep Jaquns e|ojaxJa} BueA 33z 1ne| yejwnp
(ddM) eAuuey) eAep Jaquins ejojaxa) buelk
H 0 6 L § uene|nday ueJlesad Uep [eLoja) 1Nl yejwnp
d ueiresad
(1sexo) tsestenaup i
s 4 6 9 € Buek uewefepad uesieiad wasisoye yeunp | UEP 1Bl UeAeIad 1p ueinfueiasiag
Buek (jgs) uei eep Jaquins
ueejojabuad eAuyeybuiusiy
9£'8/9 LL18L (NT]E vL'6EL Lv'9%6 29'191 uey| efeq Jaqung ueejojpbuad  1ygZ 90  2€0
ueuefe|auay ueejojabuad
. . . . . (%) 19y Je10{a1I( 1P Ueel
00°001 ' 00°00L | 00°00L 0000} ' 00°00F ueeiBay ueeyesnee}ey
UByeBoX UBeUEsxelad asejuasiad ueyeifioy eAuesebbuajasial
‘- ‘- ‘- ‘- . (yeuey buepiq)
00'000°€Z |00°000°€2 |00°000°€Z | 00°000°02 |00°000°€2 UeAe[aU UBUE} ISEYILaS SEHISe} Yejuny
000°0¥6°L 000095} | 000°0¥¢°+ 1000°000°} ' 000°02 (Bue.o) 16unpuijsa) Buek uekejsu yejwnp
(1sexo]) 1seifajuna) uep ejeyp buek
002 002 002 00t 00k uefejau BuNdLEY)/ BIUAS UBSEMEY| B[Ny . ueueAe|auay uebunpuipiad
uep ‘uefejau uebunybull seyjeny
‘|sewiojul sasye eAuyeybuiusy
(1sexo0]) UeueAR|BUSY
0 0z 0e ¢ og ISewLIojul Wajsis ueeuiquiad yejwnp
. ((d.L4/uBURNIad ©ABUR] YRWNY)
050y | 080¢ | 090z = OvOL | 020’k uefejau eb.Jen|ay BUESN ISBYIISISAIP YBjWNp
. (Buelo) eAueyesn
005 | 09k | Ocie 080z | OV0'C e|ojabuaw ndwew Bueh uefejau yejwnp
(4w dy)
6102-5102 93) 904d ™
e HOLYIONI NVHYSYS AVAVID

viol

(4vI7IN dY) NYHYIINY

1394V1

6102-G102 NNHYL

NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(1sexo)) uekejau
ve ve ve ve ve eyesn ueeuepuad sasye uejesBuiuad yejwne
. (odwojay) uefejau
00cc | 0Ske | OOk 0SOc | 000 ®eUesn ueebequia|ay ueyenbuad yejwnp
ueuefe|auay
seysedey eAuyeybulusy
15219°¢ wole'L €€'896 99'v.L €1'v6e sy'ley ueuefejauay ueejojebuad  0vEZ 90 2€0
(%) uey| uedeybueuad uey| uedeybueuad ueljepuabuad
00} 00} 00} 00} 00k uel[epuabuad Jelopfallq Ip Ueeyesneelay uejel0ay ueeyesneelsy
uejeifay ueeuesyelad asejuasiad ueyelfay eAuelebbus|asial
(hold) yetap-jesnd uey) uedeybueuad eyesn
ve se 0c st ISeuwwiojul Uep eyep siseq ueejojabuad yejwne
(e10yl/qBY/M01d) Ueiaep-jesnd ueujzuad
ve se 0c st H wajsys 1sesbajul uep ueyenbuad yejwnp
" 9 N z (11un) 1senjeAala}
BueA uey uedeybueusad eyesn jun yejwnpe euoiseu uey) uedebueusd
ueljepuabuad eAuyexbuiua|y
(%) BYESN UBYNJRdEY [YNUBWAW
oot oot oot oot 0ot fueA ueyi uedeybueuad [edey yejwnp
(ueuoyowJad uswnyop
€ 4 S 9 L /el1ay Liey) (|dXIS ‘IdIS) uest insiBueduad
/dexbueuad [edey uizi ueuefejad npem
(ueuoyowwiad uswinyop/ ef1ay Ley) (dnIs)
9 L 8 6 ot uey|! uedeybueuad eyesn uizi ueuefejad npem
. . . . " (wun) dnis
00G'HE | OEV'LE | OVELE OS2 HE 0096 wejep 1seyjole depeua) edey 1Sesieal ygILnr
(un) eipasio}
. . . . " ddM denas 1p
008°Ck  00£2L 009¢h 00SCL 0000L mzﬂw “mmu__hm%mv“__wﬁﬂ“mm:wmh: _www_«_ohﬂmm__ﬁﬂw_w 0S UeBIpasie1ay [ensas desbuey
S i ueueyLad eyesn UeqiHaley Uep
ewud ueuelejad eAuyeybulua|y
vgiee €2's8 69'cL 1519 £6'89 ev'ee uey|| uedeyfueuad u 90 20
(9%) UBUBRYLIBd | UBUBYLIA] UBYNQE|3d UBR|0jabUad
00+ 00+ 00+ 00k 00k ueynaelad 1eJopqallq Ip ueeyesnelejay ueyeiboy ueeyesneye}oy
uejeifioy ueeuesyelad asejuasiad uejeifioy eAueseBbuajasial
(1sexol)
[ete] 051 Gel 0zt 2z | uenpedio}sy Uep ISeuLIojul Wajsis ueydelaus
lewndo HueA ueueyuad ueyngejad yejwnp
. (1sexjoj) npediay
0e 0e 0c 0¢ ueueyuad ejuas uebuequiabuad yejwnp
(4YIIN dy)
6102-G102 LY
SO HOLYMIONI NVHVSYS AVAVISDE

viol

(4vITIN dY) NYHYIINY

1394V1

19

99



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT mm

(nepnwny Jejuawa|duwy buek
¢l LE ol 6 8 uou ‘|npnr) ‘eipasia) Buek ¢ INSY yejwny ueyuaguad Buepiq 1p eAepipnq
ueueyad ueunbuequad
ueyellqay eAueipasial
cl'sere 28 L L9 82886 oL'zze 18051 ueyj| ueyluagiad ueejopbuad  yveZ L0  2€0

Buijueysay wajsis ueejojabuad
uejelbay Ueeyesneyeay
uejelfioy eAuesebbuajasial

(o) BulueySaY @ Ip UBBYESNE}R}DY
0oL oot oot oot oot uejelfiay ueeuesye|ad asejussold

(Jueinwny uou ‘jadwes)
009y | 00Sv @ 00V'¥  0OEY | 00CY NpISal Seqaq %96 [BWIuIW JIquelp Buek
efepipng ueueyuad ynpoud [adwes yejwnp

(Jne|nwny 1eqo) eAujeiseyy Uep UBUBLIESY

808 96¢ v8e cle 0s¢ ‘mnw ‘uiwefis) Bueh uey| 1eqo yejwne

(Jenwny uou
Syl 0el SLL 001 Ge ‘uesemey)) eAuueBunybul sepeny ueuebueuad
1edepusw fueA efepipng uesemey| yejwne

(JeInwny uou ‘ejox/qey|) buoyuow
Syl 0gl Sl 00l neje uep uejieAIns uexnyelip eAubunuad uey

1vjeAuad BueA eAepipng uesemey| yejwNy Jipieje eseoss uebumybui| uep

uey|! ueyeyasay buepiq eAepipng
ueliepuabuad eAuesebbuajasial

(Jenuwiny
o4 174 €2 8t Lt uou :3axjed) Buljuexsey wajsis buepiq
uedeJay 160j0uxa} ISeulISap Joxed yejwnp

(Jyenwiny uou
[k 02 61 8l 9t “1Bojouste) Javjed) Buijuesisey wajsis Buepiq
uede’a) 160jouna) ueeseAeyalad (Isey yejwnp

(Jnejnwny uou ‘ladwes) ueBunyBul
Uep UB|! Uejeyassy Wwnioyeloqe| ueueke|ad ueynluelaxiaq
uep Bures efepiaq buek
ueBunybui| uep uey| ueyeyasay
Buepiq efepipng ueueyuad
efepiaquins uejeejuewad
©|0]9y B1e} BAURIROOUBaSIa)

GEL'lY | GE6'9€  S8C'EE | G20'6C  G€CSC

(Jnemnuwny :pun) siusay
18 1L £9 15 05 Jepuels lynuawiaw Buek npisal uep uexed ‘e
Sejeny ‘uey wyefuad wnuojeloqe] yejwng

(newny Jejuawa|duwy
. BueA uebunybull uep ueyi
9 9 G g g uou ‘npnl) unsnsip BueA uebunybury uep Bueniq L q
Uey|| Uejeyasayl Buepiq gns €-INSY Uejwnr ueeligey eAUBIpasIa
L€'096 90'2S1 gL'zl 09'601 £€'89 99'201 uey| ueefepipnquiad uebunyBury uep uey uejeyasay ueejojpbuad €vEZ L0  2€0

e 6102 810¢ LL0e 910 SLoe 6L0c | 8l0c | LlOoz | 9102 | SlOZ
m__.w_.ﬂw._._ﬂw HOLVYMIANI NVHVSVYS

viol (4v17IN dY) NYHYIINY 1394v1 7

NVLYI9IY EELEE DI
/INYH4904d

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT wm

00°€0L | G220} | 0520} | Ge2'z0L 20l (1dLN) ues| eAepipnquwiad JexnL 1ejiN

(tey “dy)

0095¢ = 000S¢ = 00S¥¢  000¥C = 00SEC eAepipng Ueueyad BUBPIq ISEISAAU UejLnp

(tei “dy) uesniesip Buek efepipng

00°06€1 | 00'G26 | 00°G/S | 00°GeE = GEL ueueyjuad Buepiq weiBoid ypass) ygwy

00+ | 00°LL | 096 008 A (%) UeuNLIdd 90d UBYnquInpiad efepipng ueuBLad 1eseefsew
ueela)yefasay eAuyexbulusiy
0S'c | 0€C | O0kZ | 06°L | 0L (1o¥a JeAjiu) ety ue|
vS'6L | ZK9L | BeEL | LL'LE | 90L (uoy eynl) ne andwiny -
8L'LL | gs'0L 17’6 Ge's €L (uoy eynf) ueyy| -
¢ele | ¢L'9¢ | 08¢c  9ve6lL 611 (uoL eanr) efepipng ueuesiad Isynpoid ‘ekepipng
ueueyuad 1synpoud eAuyeybuiuapy
2eov9'eL 68'8/8y  GLLIY'E 18909  ¥0'99'L  LL'09E'L VAYAIaNG NYNYHI3d NYY10T39NId NVHI0Hd 20 z€0
(%)Ldra
oot oot oot oot oot uelojueytad ueuehe| ueynuawad asejuasiad
9 remefad eliauy
00t 00L 001 001 00t (%) 1dra ! HauM uelojueyiad

uebueluny uep Ife6 ueseequuiad asejuasiad Jeuoiseiado eluejaq Uep

Jinjesede efuejaq eAulynuadia)

0o+ | (oot [oqeunye
-06) Xieg -06) Mieg am_%a sm_%a sm_%mv (%) 1dra dnybuy uesebbue eliaury [ejIN R UaISa BJe2as ueunfuequiad
jebues | jebues Heg Heg Hed uelebbue eAue|ojexial

ewd ueuefe| eped
ISBJUaLI013q UBp ‘UBISD ‘JIaje
Buek 14ra 1seoaq eAupninmial

v v ad ad a9 1dra dnxb

(%) 11 siseqieq Sesyelp yepnuw

S6 06 G8 08 G/ uep Jepuesia} Bueh uenyejabuad uawiafeuew uep [epuey BueA uenyejabuad
wajsis ueydesausw Huek elisy jun yejwnp uawafeuew eAueIpasia)

uelpequdaylag

(%) 1dra dnybui| jeuoisbuny uep [eanpniIs

06 68 8 8 8 1eqelad 1suajadwoy uebueluasay syapu|

uep [euoisajoud ‘uajaduwioy
buef 1dr@ NSY eAupninmia)

deyfue) ueueyuad [esapuar

£6'vv1' Sv'Ive sv'06y eL'vvy I'ove 92'89¢ jelopjalig efuure siuya) sebn) ueeuesyejad uep uawafeuely uebunyng uejeybuiuag

vee 90 2€0
(%) uey| efeq Jaqung uey| efeq Jaquing uee|ojabuad
00+ 00+ 00k 00k 00k uee|ojabuad Jelopjallq Ip ueel ueyelBoy ueeyesneye}ox
uejeifioy ueeuesye|ad asejuasiad ueyelfioy eAuesehbuajasial

[EL TR
6102-5102
ISYI0TY
viol

810¢ pAl4 9L0e SLoe 6L0c | 8l0c | Lloz | 9102

NVLYI9IY EEREE DY

HO0LVMIANI NVHVSYS /NV4904d

(4vI7IN dY) NYHYIINY 1394V1




61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(neinuiny
0oel | 00zl | OOLL | 00O ‘sjual) Jeyepua) uey uexed siuaf yejwnpe
(uasiad) Lipuew
0z Sl ol S uexed yodwojey Wwefep isnysqns 1ebegas
[B30] Neq ueyeq ueeunbbuad asejuasiad uejnfuejaxiaq uep bures
efepiaq Huek uexed ueejojebuad
(eYESN JUN) [B0] UBNMRd
114 0e ok S 6uepiq 1p eAepipng ueueyuad
ny{eq Ueyeq Isnjisqns eyesn nyejad yejwnp eiepIoquns UejeeueLad
©B|0]9Y B1R) BAURIRBOUS|9SIa]
(sreinwny 4npni) ues Jnejuawaduw buek uexed
% 0z 8t 9t uesyed uep uexed nyeq ueyeq ¢ |NSY yejwne | UEBIojabuad Buepiq 1p eAepipng
ueueyad ueunbuequad
ueyellqey eAueipasial
ag'y10'L 00'25¢ 05'262 26'Le €8'zel - uey| ueed ueejojabuag 10 20
(ussltad)
00} 00k 00k 00k 00k efiepipng UBSEME){'}I( IP UBBUESNE}E}aY
ueyiuagiad wass ueejojabuad
uejeifoy ueeuesyelad asejuasiad S ———
uejelfioy eAuesebbuajasial
(nemnuiny
058 008 052 002 uou jodwojey) eAepipng ueueyuad uisaw
uep uejejesad Jeejuew ewauad yejwnp eAzpipng ueupsed
UBSEMEY Ip BUBJES BAUBIDSIAL
(4neinwny ‘1apjoyaxess)
S 14 € 4 ueyjodeuiw uesemey| Bunynpuaw
1eqi1a) Buek eweyn Japjoyaxels yejwnp
(snejnwny ‘ejox/qey) efepipng
Syl 0gl Sl 001 o] ueueyuad siseqaq ueyjodeuiw [efeqas
1esefs lynuawaw Buek ejox/qey yejwne
(Jyenwiny uou odwojay)
082 592 052 [ JIPiBJa BIeIaS BALINPNASELU] UBRIRY|[dWad
(JyeInWNy uou ‘uesemey|)
25 9 o7 123 eunb jeda) e1e0as [euoiselado ndwew
efueueseseld bueh efepipng uesemey yejwnp
(Jyeinwny uou :jased) eAepipng uesemey
el el el el el ueunBuequad BHuepiq gns Iseulwasip yejwnp
. uenfuelayJaq
(neinwiny uou ‘6ojouyay
el oL 9 [ 19¥ed) efepipnq uesemey ueunbuequiad uep %_“_H_mmw m%w»wn _m__“g:“”mmﬂwu
Buepiq gns ueesefexalad [Isey yejwnp - p m.wu q ueue|
|0joY B1e) BAURIROBUS|9SIOL
(4vImw dy)
6102-G102 93) 904d ™
ISYYOTY HOLVMIANI NYHVYSVS AR

viol

(4vIIN dY) NYHYIINY

1394V1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(nemnuiny
2zl LL ol 6 8 uou ‘inpnl) unsnsip bueA eAepipng ueuexuad
eueleseld uep eueses Buepiq ¢ INSY uejwnp
(JneINWNy uou‘ueSEMEY)
258 ]2 or e eAepipng ueueyad uesemey ueunbuequad
neje/uep |iejap ueeueausiad yejwnp
dwi Buek
(JRBINLNY UOU ‘B}0¥/qey) BABPIPNG UBuByUad Hejuswsjdul
€ 0¢ Se 0c uesemey| ueejeuad ueeuBoUBIad yejwN, uesemey| Buepiq (p efepipng
ueueyad ueunbuequad
ueyefigay eAuelpasial
1L'516'¢ 28'951°L 1216 8v'Ly9 6188 (VAT efiepipng ueueyuiad uesemey ueejojpbuad  GpeZ L0  2€0
(%) UBYIUSQIS4 1A IP UBBYRSNRIRISY
00} 00} 00} 001 00} UejeIBay UeBUESYE(ad aSeIUasOIq ueyuaguad wajsis ueejojabuad
uejelfay ueeyesneleldy
uejeifay eAuesebbusjosia
(Jyeinwiny ‘uesemey)
SLe 0Le S0€ 00€ 144 .
‘Ine| indwnl J1giq UNgay UesEME| Yejwnp —
11q1q ungay| euas eAupninmial
(nepnuiny
80LL = 896 | €18 | 8/9 €5 ‘Jun) : (ireg Buek ues| Ueyuaquad eJeg)
41dD 1eLesIaq ueyiuaquiad yun yejunp —
1un iseyyJes eAuelebibusjasial
(19xed) ueyiuagad
o7 L ve e ve Buepiq uedes) 16ojouya) ISeuIWaSIP yejwnpe
(16ojoua) 18ed) ueyiuaguad buepiq
e €8 0 Le Le uedesa) 160jouxa) ueeseAeyalad |Isey yejwnp
(Jrenwiny uou ‘un) ‘Isexiies
Se 0c st o deys Jnej Jie uey| ueyiuaqwad Jun yejwnp
(Jyenwiny uou Jun) JseNIUES
e 0e st ot deis nefed Jie uey| ueyiuaqwad Jun yejwnp
(Jyenwiny uou ‘Jun) IseNILES
S 091 svl ovl deys seme) Jre uey| ueyiuaquad yun yejwnp
(neinwiny ‘yun) ;nB6UN ynpuy
0001 006 00z 009 ueyeunbbusw BueA ueyuaquad yun yejwnp uejn(uejaxiaq uep
¢ Bures efepiaq bueh ueyiuagiad
. ‘ ‘ (Jiveqnwunyi uou ‘1033 eynl)
S L L L Buepiq 1p eAepipng ueueyad
@Ldn/Ldn 1P InBBun ynpul isxnpoid yejwnp: . ns uereejUewad
©B|0]9y B1R) BAURIROBUS|ESIa)
(4YIIN dy)
6102-5102 NYLVI9IN 93% 904d ™
ISYNOTY HOLVMIANI NYHYSVYS

viol

(4v1IN dY) NYHYIINY

1394V1

L

0L



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(%) adra
oot oot oot oot oot uelojuexiad ueueAe| ueynualuad asejuasIayd
(%) adra remedad eliauiy
oot oot oot oot oot uebuefuny uep Ifeb uesefequad asejussiad ueJojueyiad
[euoisesado efuejaq uep
Jinjesede efuejaq eAulynuadia]
%G6< | %G6< = %G6< | %G6< | %G6< 8drg veseBoue susIsia eI uaIsija eJeoas Ueunbuequiad
" upsebbue eAuejojayaL
W W v v v 4dra diMvs 1eliN
w v v v ag 8dra g4 uedeiauad IBIIN Isenjolg
ISewojey §_._sm8.ca_wma 1
hG8< | %08< | %08< | %GL< | %SL< SISeqlag gdrq ISewIoju| UejeejueWag mm\wwﬁ
: : S3SYeIp Yepnu Uep [epuey
‘pifen BueA 1sewloju eAueipasia)
gdra dnxbuil SNd
oot oot oot oot 0ol uswaleuey uejeiBoy UeBUBRSYE|d SBIUSI]
(%) g4ra dnybuy| [euoisbuny uep [eanpnas
%0k %el> | %EL> | %yl> | %S1> 1eqefad 1susjadwoy uebueluasay syapu| d uep B
?g.&_x NSY eAuelpasia]
. ‘ ¢ ¢ ¢ ¢ efepipng
o1L08L oe'zoy 66'GLE 6158 L6vEE l6's8z UBUR) LI [BI3PUAC Jelopjaq eAuuleT siuya) sebn) ueeuesyejad uep uawafeuepy uebunyng 8tz L0 z€0
(uastad)
00+ 00+ 00+ 00k 00k BUES() UBD 1$YNP0I41IQ Ip UBeyesnelejay
uejelfay UeeUeSse[ad aSejUSS0Id ByEsn uep 1sinpo.d ueejojafued
uejelfiay Ueeyesnejelay
ueelfay eAuelehbus|asio]
(Jne|nwoy uou axed)
08 ge 0c £l efepipng UeUBYLIAJ ISOWOI 19¥ed yejwnp
(Jreinwiny jun) ueuiziad ueuefe|
058 008 052 002 099 Jedepuaw HueA efepipng eyesn yun yejwnpe
((neinwny uou ‘Buepiq) eAepipnquwiad
000l = 0006} = 000ZF = 000SH Ueue; seje ey seypes uedeifuad yejwnr
(neinuwny
008 002 009 00S uou :BueiQ) Iseyjise} injejaw uejepoutad
sasye yajosadwaw HueA efepipnquad yejunpe uenluEioysaq Buek eAepipng
ueueyuad BYESN UBLIPUBLIAY|
(4vImw dy)
6102-G102 NVLYI93N 934 90dd ™
ISYNOTY HOLVIANI NYHVYSVYS JNYHD04d

viol

(4v17IN dY) NYHYIINY

1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(foduwiojas)
00EL | 00LL 006 002 efepipng ueueyad Buepiq |p eAuBYESN BlBYS uey ueekepipnquiad
1 buef Yeine m:mu._n p Ex.m_gmm_:
»oduiojay BYESN e[exs
00202 | 0991  08/EL | 0860L 002 mﬂ%_ugm_ ™ nwcm_w%“m_ oot uey)
y . . eAepipnqwad jun eped yieg fuek
uej| efepipng eie) ISexyiLas
(JyeInWNy uou ‘1Sexo)) (20)401q YNSeW.Ia})
8l ok vk el ve ueinue |Hojouxa} ueyojuoaIad ISexo| yejwnp
(160j0uxa) 19xed) BARPIPNG BYESN UBP ISYNPOId
8l 8l yl ¥l y1 uee|ojabuad Huepiq gns uey! ueefepipnquad
|uxa} ueesefexalad |1Sey yejwnp
[ue|ayaq uep
(uesodey) eAepipng ueueyuad uen
9 9 9 9 9 NSie}s ejep isexand uep sisijeue yejwnp ucﬂw___:wphﬂ N”MW__MQMM_M_H”M
‘ _._Ems_._mc._ma B|0]9Y BJRL
(JyeInwny uou ‘inpnl) unsnsip
o 6 8 L 9 Buek ueyi uesesaquad Buepiq ¢INSY yewnp efepipng ﬁﬂ“”::%__ﬁ“%__zw_%h
Buepiq %__:ESE.% c.axm.__guv_
12'856°€ v8'361"1 £2'666 61'999 ee'vey 89'79¢ uey| ueefepipnquiad eyesf uep 1s)npoid ueejojpbuad  9yeZ 20  2€0
(uasiad) uesed )Q Ip UeBYESNE}R}DY
00L | 0Ok | O0L | OO uejeIbey UeeUBSYe[ad OSEIUBSOld uel w_mxﬂn_mumw_mﬂwwhwm
ueyelfioy eAuesefbuajasial
(nenwny nun) glddo
or 08 0c S 1esjIyHasIaq Uyl uexed uasnpold Jun yejwnp P —
s eAuelehbua|asia)
(JneInwny uou ‘axed) uexed ueejojpbuad
9 9 9 9 6uepiq gns 1p 160jousa} ISeUIWaSIp Yejwnp
(Jnenwny uou :axed) ueyed ueejojabuad
8l 8l 8l 8l Buepiqg ans 1p ueesefeyalad |Isey yejwnp
(nejnuwny
08 09 [\[2 0z ‘yun) uejelefsiad lynuawaw Huek wee
ueyed isnsqns reyewsad yodwojey yejwnf
05€ 00€ 0S¢ 002 (todwojex) uesed uasnpoid yodwojay yejwnp
143 0€ 4 0¢ (1suthoad) uipuew uesed isexo| yejwnp
AN 93) 904d ™
6102-5102 NYLVI9IA
ISYNOTY HOLVYMIANI NVHVSVS JNYH90Yd

viol

(4VIT1N dY) NYHYIINY

1394v1

€L

¢l



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(19>fed)
ueuBsLad [ISeY UBIESBAM ISBWLIOU! WaSIS

(1seo)) ueuesiiad
U JaulIny Ajuas ueejeuad 1Sexo| yejwnp

Ge

Ge

Ge

Ge

(1o>fed) ues!
nyeq UeyeqJaq UeyeSeL nuaw ISeAoUl Yejwinp

Ge

Ge

Ge

Ge

(19xed) uBYESEI\ BYOUY BQWOT
UBP BJBJUBSN UBUBN LIS [BANS4 UBjwnp

000S

0S¥

009

005y

(1011dns) 1sesysibaua) buek
ueueyLiad uep uepne;ay [isey Jaijdns yejwnp

ve

ve

ve

ve

(1sex0]) uawnsuoy Isuaiayaid
ey ESEPIAq UBYI UBYNINGSY elod yejwnp

0S¢

0€e

Gle

00¢

(1sexoy) Jtesed
seidles uejeejuewad ueeuiquad yejwnp

0S¢

0ge

Gle

00¢

(1sexo]) Jesed seid.es ueeipafuad yejwnp

ug

0e

erd

14

(1sesiueblo) uey|
ueyeLw uexelab weep jexelefsew isedisiied

€9

<9

09

(%) luemay
ueynuawad depey.a} uey|

6L

05¢

Gee

002

($sn enh
1abau sen| 1p 1sowold sedwep syesuel) [ejIN

G¢

0c

G/

Gl

(9%) Ba1W RJRBBU 9 Jodsya Iejiu ueleybulusd

G¢

02

G'LL

Sl

(9%) Jodsy uen(ny Jesed Ip ewe)n ueueyuad
uep uejnejay ynpoid aleys 1axe uelexbulusd

(uesemey|) ueueyad uep
Uejnefay [Isey Jodsya uejequiey ueuebueuad

ueusjliad
Uep Ue)Ne[dy [ISeH 1SOWold

uep Jesed sasyy eAuyexbuiusiy

26'CE€T

05822

05259

UBUBYLI3J UBP UBINEIS) [ISEH ISOWO1J UBP JESEd SasHY

L5€2

2e0

(uawnyoq)
Nis1607 walsig Jelopjalg eAuueT siuysL
sebn) ueeuesyejad uep uawaleue}y uebunyng

3nsi6o7 walsis

JelopjaaQ eAuurel siue) sebny
ueeuesye|ad uep uawaleuew
uebunynp eAuiseyl|isepa)

0c

0c

0c

U4

(Hun) ueueyLiad eUSS YBIAEP IP BIPSSIa}
Buek (abeiojs pjos) nyeg buepny yejwnp

(4vrmin dy)
6102-G102
ISVI0TY
viol

09

05

U4

0e

(¥vITIW dY) NYHYIINY

1394V1

(1un) yis1607 BURIESEI] UBP BUBIES ISE}|ISB]

d0LVMIANI

NVHVYSVS

NVLYI9IY REM

904d

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(1sexj0]) [euoiseu ue! y1s16o| JopLIoY Ip
06 08 0z 09 1is160] INPNISeIUI UBjeRjUBWSd UBBUIGUIS]
(1sexo)) [euoiseu uey1 41isifo| JopLioy
051 gel Ot oot 1p INP{NASELUI UBYNINGSY SISI[EUB YB|WNp
(eyesn nyejad) ueueyuad
005 0oy 05e ooe BU M1is160] BUBSN Nyejad Jejue eweseliay
(%) J1s0.6 Jesed
0z 08 06 00k uep uasnpoud yexbur Ip uey ebiey yisijes
(%) ueliepuabuad
0z > 0z > 0z > 0z > eybues werep uefeliag unye| eped Jodsy3
1BJIN depeyJa} Jodw 1e|IN Sejussald
05k | SZL  OLL | 00k (isexol) >iusibol 1sexo] [joid
(1se5j0]) NITS Joplioy|
051 gel Ot 0ol 1P UBY|| UBBIP3SI3]9Y BIBIAU ISBLLIOJUI LD BlEQ
(odwojay) eepipng
00S¢ | OSec | 0<6l | O0LL uep uedeybuey isey 1synpoid Jesed ueujwer
(eyesn nyejad)
733 0S¢ Gze 00€
eUIqIp BueA YnsiBo| eyesn nyelad yejwnpe T —
ueeIpasia}ey eAuyexbulus|y
ve'veLe 00'895 62’809 00'v6Y 82'91e 26'861 ueueyuad uep ueineja)y iseq ynsibo] ueenfuad  9g€z 80  2€0
ueueyuad
S0t 0L €0t c0t [10]8 yejoBuad Jexny BN ey Jesewad uep yejobuad
ueeJajyelasey eAuieybulusy
SL 0L S9 09 (%) 1dN 1P UBN| UBNOSEJ UEBIPaSIa}aN ueueyuad
(uniup uep uene|dy yusibo| uep ynposd
02y +6E Leg Sie *dy) ueueyuad uep uene;ay ynpoid 1ejIN Bures efep eAuyeybuiusiy
(Jeiw dy) yueq ueynq
0.€ £5¢ 9ee 0ze uep yueq uebuenay ebequa) Liep ueuexuad
uep uejnejay [Isey eyesn ueekeiquiad rejiN
69y | oy | gt oSt e UBUB)LIS4 UBP UBINE|3Y| [ISEH ISEISAAU| IBJIN
. . . . . (uoL
89 59 9 6 9 ejnp) ueuesiad [ISey Ueye(o ynpoid swnjop
Bv'yS | 5905 | zi'lv | eg'ey (dex/0) uep nm;m_nwm__”__w_w___w_hw“
[euoise ejidey| Jad uey| Iswnsuoy ejel-ejey nedisied 6uek yas
vS'6 | €58 29, | 289 (111N $SN) UeuBsiLiad liSEH Jodsx3 felIN uee|ojabuad eAupninmial
vs'ees’LL 00005°€ 00°000°¢ 000052 19'718'L £8'800°1 NYNV)IH3d NYa NYLNYTIN ¥NA0Ud INIVS YAYA NYIVNINId 80 2€0
(4YImIN dy)
6L02-GL02 6102 9102 93) 904d| ™
SN0 HOLYMIONI NYHYSYS Rt

viol

(4vITIW dY) NYHYIINY

1394V1

Gl

VL



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

008

059

08

00§

(eyesn yun) ueeAeiquad jedepuaw Buek
Ueueyuad uep uene|aY [ISey WMINN YBwnp

002

GLL

091

0sk

(BYESN JUN) ISEISaAUl Buoiopuaw
eybuel Wwepep ueeway ueynyejow Huek
ueuejLiad UBp UBINE|aY [ISBY BYesn yejwnp

(uawnop) 1einye BueAk ueueyad uep ueine|ay
|ISey ISEISOAUI UBD BUESN YISIe}S UBP BJe(

ueueyuad
Uep uejne(ey |isey eyesn
uep Iseysanul eAuyeybulua|y

69'vZy

00°00}

6v'121

UBUB) LA UBP UBINEIOY [ISEH Byesf uejnfuejiagay uep Isejsanul

09¢z 80

2e0

(uawiny{op) UBINE[SY YNPOId ISB)IISIBNIQ
uep NN euig Jelopialiq eAULIET SIUYaL
sebn) ueeuesyejad uep uawaleue}y uebunyng

Uene|ay} ¥npoid
ISeXISIaAI] UBp NN eulg
Jesopjalg eAuure| siuxa) sebny
ueeuesye|ad uep uswaleuew
uebunynp eAuisey|isea)

088

019

09y

0ce

(1eAjiw -dy) ueneyay 16ojouxal0lg XNpoid

0e

°14

[44

/4

(1sexo]) 16ojou@101q ¥npoid
webel [sexiyisIanp ueeuiquiad Isexo| yejwnp

SL

09

05

U4

(1sexo0]) 160j0ux8}01g UON YNPoid
webel [sexIsIaAp ueeuquiad ISexo| yejwnp

19've

861

G8'GL

8.2l

*dy) ueine|ay 160jouxa}0ig UON 3Npoid |

02

Sl

ok

(INS)‘UBINE[OY MNPOId ISeNIHISIONIQ
uep NN ueyenBuad wefep uesdessyp
fBueA eisauopu [euoisep Jepuels yejwnp

(INSY) ‘UeInejay sinpoid IsexisIang
uep mnp\ uerenBuad werep unsnsip Guek
BISBUOPUI [BUOISBU JEpUB)S UBBUBOURY Yejwnp®

09

S5

05

U4

(1se07) UBINE|BY YNPOId BUBIESRIY
uep eueses uejeejuewad Isexo| yejwnr

§9

09

GG

05

(1507 uelNEaY YNPoid
BUBJESBI4 UBP BUBJIES ISB|ISES ISB)O| YBjwnf

08

0L

09

05

0¢

(1esag eyesn) euiq
BueA uejneay| ynpoid Jesag eyesq yejwnp

000+

0v6

068

0v8

00¢

(NN
euIqIp BueA ueine|aY YNpoid IWYININ Yejwne

uBIne|ay ynpoid ISexISIanp
uep mnuw eAuyeybulus|y

05°E1L8’L
(4vImn dy)
6102-GL02
IS0V
V101

00'evS

05'25p 68'LLE 8L'822

96'9LL

6102

(4v1I7IN dY) NYHYIINY

B1lr4

1394v1

dO0LYNIANI

uejnejay Ynpoid ISLNISIaNIQ Uep mnjy euig

NVLYI93IN

LA /NVY904d

69€2 80

cg0

931 904d

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

UeuByLad Ynpoid
(Uawnyo(q) UBUBNLIAd NPOId ISE! - -
L L L L 1elopjaug eAuurel siue) sebny
uep nyn|A JeJopiallq uswaleueyy uebunyng UeevesKEjed uBp uaLfevew
uebunynp eAuiseyjisea)
npedia) ueueyuad
(1sexo]) nped.a) ueueyuad eiuas Ip ueueyuad
1] L ) 14 BIUSS Ip UBUBYLAd [ISBY UBYE|0
Jisey ueyejobuad nynw uebuequabuad Isexo snpoid mnw eAEYBULS
(1sex07) ueueyuad ynpoid 1sey| I
Uep nynw Jepues Iynuawaw exbues wejep
oy e 0¢ Se ueyjeejuewp buek ueuexuad isey ueyejobuad
BUBJeseld Uep Bueles ISeyo| yejwnp
(ewese[1ay) ynjuacal
005 00v 05¢ 00g BueA eyesn nye|ad ewesel1ay yejwnp
(1sex07) ueueyuad ynpoid 1sey|
9 - . - Uep nynw Jepuejs Iynualaw exbues wejep
EBUBJeseld Uep Bueles ISeyo| yejwnp
(webey) euiqip BueA 1sexo| Ip
09 08 7 or uIaq ueye|o ynpoid webey yejwnp
S8 €8 28 18 (%) 1dn seun
(1dn) ueuesuad isey uebued
00vk | 0S¢+ = 00LL | 000k uep nnw d 1ynuswaw
eybues weyep euqip buek |dn yejwne
(dys) uex ueyejobuad yun |Beq uespiGiayp
0001 006 Se8 06. BueA ueyejobuad uexeleloy 1exuIes yejwnpe
(INS) eAuuedelsuad
02 Sl 4 ol Isenjenalp bueA ueueiad sinpoud (INS)
BIS3UOPUI [BUOISEU JEPUE}S LB|WN
(INSY) unsnsip bueA (NSy)
0¢ 148 6 S BISBUO)
ISUOPUI [UOISEU Jepue)s uefuesuel yejunp
ueueyuad ynpoud ISexiISIanp
uep mnuw eAuyeyBulus|y
88'220'7 00'09L°L 05'900°'L 00°2€8 12'889 89'96¢ ueueyliad Ynpoid IsexqlisIanlq uep mnjy eulg 8662 80 20
1SOWO.d UBP Jesed Sasyy
uep Jesed Sasyy Jelo %wsm:m__m_u_w_mm_ﬁo% 1e10pjaIIq EAUUIE| Siue) SEbny
. . _. _. _. sefin P Jesed v__ﬁ Piold N ._n e ueeuesyejad uep uswaleuew
L P uswel a ueBunyNp eAUISE}ISELAL
(4YImIN dy) avilm
6102-5102 [PL[LEY 934 1908 DI
ISYNOTY HOLVMIANI NYHVYSVYS JNYH904d

viol

(4v17IN dY) NYHYIINY

1394V1

Ll

9,



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(webey) 1wouoy3 uebuequiabusd
o 8 9 4 »njun ejojexIp Buek uejneay eser yejwnp
- R _ L NT4.LH
uawnyjoq Mijwaw Buek [YyN Ine| ueliead
(uesemey) Ilequiay
8 SL 09 58 yind BueA sesni aisisad uesemey| yejwne
(siual) ueyueisa|ip uep 1bunpull
0c 6 6 s BueA yne| nefey uewebeieyauesy yejwnr
0z | 88k 6L VL (EH ®an) IseAIBSUOY UesEMes} sen| yejunt
(uesemey|) efuueejojabuad seunase uelnfuejeyJaq uep gemel
ge e 0g [:14 1exbuluaw HueA 199y nejnd-nejnd uep Bunbbuepaq ‘ yedisiued buek
J1sisad ‘ueJrelad 1ISEAIBSUOY UBSBME LB[WN JMas ueeojaBuad eAupninmial
aas ueejojabuad
Ie sz 1 oL (nend) Lipuely Buek 198y nejnd-nejngd yejwnp wejep ueleiNepay eRupninmial
(uesemey|) ueybuequaip
4 6 9 € BueA Lieyeq ejesim uesemey yejwnp
(sepunwoy) Isesifennaip buek ydd 1p d Jexesefsepy
st o 8 S [B30] UBP [eUOISIPE} ‘Jepe JeseleAsew yejunp ueelajyelasayl eAupninmia)
84 L'y 8'c 9'c 1efoiey Wesey ISYNpold Yejwnp
o oL 9 09 (%) ueyninjasay 1efyel
B30} depeya) | dy Weles Seyjeny| asejussiad weleh seyjeny efuyexbulusy
weseb yequweyad 1eyelefsew
S0k y0k €0k 20k Weley yequelad Jexny | ueelajyelasay eAUBNBUILAN
61'c81'8 LI'vEY'e  69'202C  €9V86'L  LV'LW'L 9828l 1NV1 9NYNY NYY10713INId INYHI0Ud 60 2€0
diM | dIM | dIM | dIM d)dSadra uebuenay uelode seje luidg
(06<) | (06<) ~ . [aqejunye
Jieq Mieq am_%a am_%a (%) d)dSadra uesebbue eliaury | uep uaisla eJedas ueunbuequiad
jebues | jebues Heg Heg uelebbue eAuejojaxsa)
ewd ueuefe| eped
w v v a4 a4 d)dSAdra Isenjo.iq 1sewopas eliguny | ISEJUaLI0Ia UEp ‘UBISd ‘JIpiaje
Buek gy 1senoliq eAupninmia)
SSHEIp Yepnuw
(%) Jepueysta) bueh uenyejabuad uawiafeuew
08 0L 09 05 uep [epuey bueA uenyejabuad
wajsis ueydelauaw HueA ef1ay Jun asejuasiad [T A——
ueipequdayiaq
28 08 8L 7] sejlfajul uep Isuajadwioy syapu| uep [euoisajold ‘uajadwioy Buek
dMdSadra NSy eAupninmial
[eraz] 00092 00'¢ee 0o0'sgl 0g'LLL 66'aG1 d)Sadra eAuuteT siuxa) sefin ueeuesyejad uep uawaleuejy uebunyng 082 80 2€0
I 6102 8102 93) 904d ™
6102-5102
ISYNOTY HOLVYMIANI NVHVSVYS \usd.mm_uﬂﬂv“_

viol

(4VITIN dY) NYHYIINY

1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(uswnxjop) dHzZdagd eAuule] siuseL
sebn| ueeuesye|ad uep ualwaleuepy uebunyng

dHzdda efuure) siuxa) sebny
ueeuesye|ad uep uawaleuew
uebunynp eAuisey|isepa)

005€

000€e

005¢

0002

dHedag 16ojouyja}
ISEAOU] ISBULIOJUI BwiLIBUaW Buek yexesefse|y

Sl

Sl

€l

(INMINN) eyesn ueBuequiabuad/siusiq
1SeqnyUl [SepjIsepa) Buek WyIAIN yejwnp

009

009

009

009

009

(e1eQ) UBURYLIB
ynpoJd nynw uep 1sUnu In eyep yejwnp

e

€h

(Npoid) INS ¥esilyiuesIaq ¥npoid yejunp

(INSY Ueyeq) uesesewad
uep ueyejobuad |NSY ueyeq uedeifuad yejunp

(webel) ueueyuad
uBp uejnejay [isey uesesewad iseaoul dessy 1in

9l

14

13

oL

(webel) ueuryuad
uep ueyne[ey |isey 16ojousia} Iseaour dessy Il

ueueyuad |isey uedelauad
uellnbuad eAuyeybuluay

50'762

0506

Ge'8L 6189 19'v€

oL'ez

ueue)jliad |isey uedesauad uellnbuag

625 80

[431]

(uawnyoq) Isejsanu| uebuequiabuad
1eI0pauIg uswaleuely uebunyng

1sejsanu| uebuequiabuad
Jelopjaag eAuure) siuxa) sebiny
ueeuesyead uep uswaleuew
uebunynp eAuisey|isepa)

000+

G26

058

008

(Buelo) a|qiseay HueA eyesn ninuaw
eybues werep eulqip uek eliay ebeus) yejwnp

051

0elL

SLL

001

(eyeSN
J1un) Ise1sanul ueynyejew bueA ueueyuad
Uep UBjne[ey [Isey BYBSN Hun yejunp

008

059

056

005

(eyeSN Nyelad) ISeISanul
ueuefe|ad sey|isey Jedepusw Buek ueueyuad
uep uejneay [Isey eyesn nyejad yejwnp

052

002

059

009

(eyeSN

efiequial) IselaAul Isesi[eal eyBuel weep
1Sey|IseyIp uep uexiexbunip Buek ueueyuad
Uep uejne(oy [Isey eyesn ebequal yejwnp

(4vrmn dy)
6102-5102
ISYI01V
viol

SLL

00k

88

08

(4v17IN dY) NYHYIINY

1394V1

(eYESN BBRAWS)) ISB}BAUI ISESI[B)
eybues wepep ynuaqip buek ueueyuad
UBp UBINE[eY |ISey BYESN BBeqWS| Yejune

d0LYNMIANI

[WIVLE 934 [90ud

NVHVSVS

/NVY904d

6.

8L



60°009°

GL'v98'L

(4vITIN dY)
6102-G102
IS0V
viol

82198

Ly'e8Z’1

(4w dy)
6102-G102
ISYI0TY
viol

2L'018

08'vES

6L0¢

28292

95'69¢

610¢

6L'62L v0'289 8622y

81'08y 86'LvY 68162

810c LLoe 9102

(4vIIN dY) NYHYIINY

Ly'8€2 6L'912 69'eyL

96'GEE 2v's0¢e [4:3 7k

8L0c LIz 9102

(4vITIN dY) NYHYIINY

L1174

SL0C

00k

°14

9l

0e

001

Sl

6102

001

13

1€

L1

74

001

0c

0c

Ge

G€

€9

6L0¢

00k

00k

00k

05
Gl

000°000°€ | 000°000°€ |000°000'%

°14

I

0c

001

0k

0z

GG

810¢

001

G2

Sl

0L

00l

Sl

6l

0e

€€

Ly

810¢

eré

13

ol

001

082

Sl

Ge

LLoe

1394V1

001

6l

€l

S9

00l

ok

6L

G2

0g

[14

LLoe

1394V1

erd

001

00§

oF

02

rd

910¢

001

€l

L

¢ce’0g | 005'8¢ | 000°L¢ | 000'9¢

09

00l

Gl

0c

8¢

g

910¢

SLoe

09

SLoe

(%) njem yeday
Buek dd yeopaiiqg ueeyesnejeuad asejuasiad

(W) pugAH esefexay -
() rejueq ynges -
(Bueyeg) nexeg -

Buek emer einjued/as:

(uesemey|) eAuueynbbue)ay
1eybulusw Buek uisisad uesemey| yejwnp

(uesemey|) npedia} e1eaas efuueeoebuad
1se}lisepia) BueA isisad uesemey yejunp

Emmm\sméméacmamma:%
BUBJES uep I I uejel
1seyl|isepa) BueA Jisisad uesemey yejwnp

(uesemey))
Iselo)sauip Huek sisisad uesemey yejunpe

(%) npjem 1eda) Buehk
Mdd 1eiopfaliq ueeyesnejeuad asejuasiad

(sepunwo)
1sesi[ennalip Bueh ydd Ip [eXo] uep [euoisipel}
‘Jepe jexeleAseLl SejunLuIoy yejwnp

(nejnd) efuewey

uenyequiad Isepifeaiq Buex 199y nejnd yejwnp
(neynd)

eAuiwouoys uebuequabuad Buelunuaw wefep
upyiselsaaulp bueA 11993 nejnd snbnb yejwnp
(nend) wipji ueyeqniad uep eueduaq
depeyJa) ueye} uep eAuuebunybul| eyes)
Buek 1)dd ynsew.s} 198y nejnd-nejnd yejunp

(nejnd) eAueueleseld eueles
unbueqip HueA 199y neind-nejnd yejwne

d0LVMIANI

(%) nitem yeday
BueA yr jelopauig ueeyesnejeuad aseluasIad

(uesemey|) Lieyeg ejesi ynun eueseseld
eueles unbueqip fuek uesemey yejwnp

(uesemey))

1ne7 yemeq [aqey neje/uep edid uebuesewad
njun eyeyp Buek e anfe uesemey| yejwnp
IMING uep 161au3 uop IneT iy uejeejuewad
Ynjun ejojoxip Bue uesemes| yejwnp

(nun) 1efxes weleb ebeju eueles yejwnp

(ey) 1seypiseyip Buek ueye| sen| yejwnp

(%) ueynInjasay
B30} depeya) | dy Weles Sejjeny| asejussiag

(%) niem yeday buek
THYIM Jelopjaulq ueeyesnejeuad asejuasiad

(1exeleAsew
Moduwojay) Jxase ueejojabuad Bunynpusw
Buek 1SenIasuoy UeseME| UBBIIWSY YB|WNp

(siual) ueyelsajip uep 1bunpul
BueA yne| efey ueweBelexaueay yejwune

(uesemey|) jexe.lefsew ueyedepuad
ueyeybuiuad ynun eAuueieejuewsd efedn
1sey|iseyip Buek ueirelad 1SeAIaSUOY UBSEMEY

(uesemey) Jipjaye ueejojabuad efedn
Infejaw eAuuefunybull seyfeny 1exbuiua
BueA uelelad ISBAIBSUOY UBSEMEY| LB|WN

(eH &anr)
ISEAIBSUOY UESEME SEN| UBLRQUEUA

e pefey ueweBeleyaueay ueq ISBAIISUOY UBSEMEY UBJEBJUBWIAd UBQ UBBUNpUIIdd 2962 60  2€0

(uesemey|)

uebuepun.ad ueinjesad Ipefuaw uexdeayp
ueye Huef uedsiusiq uep uejdiesew neye
Juep 1Seuoz eueaual pijiwaw Huek ssisad
UeAe|im Uep Jne| uBSBMEY ISBX0| Uejunp

d0LVMIANI

npem jeda) buek
11S1s3d Ueeunbefepuad Je1opallq
ueeyesnejeuad efuesehbuajasio]

emef einued
1p Jisisad uesemey| Ise)|iqeyay

Jis1sad uesemey
ueynbbueyay eAupninmial

Jisisad uesemey 1p eueleseld
uep eueles eAupninmia]

1sel0)salip buek
Jisisad uesemey| eAupnnmia)

aisisad ueeunBefepuad  G9€Z 60  2€0

npjem jeda) bueA ydd reopjaulg
ueeyesnejeuad eAuesefbuajesia]

(SEHUNWOY) [B30] UEp ‘[EUOISIPEI}
‘Jepe Jexesefisew Isesielnay

9y nejnd
BuWeu uenyequad eAuisepijeaa)

193y nejng
-ne|nd Ip Ise}seAul eAupninmial

Jenjial/ 198 nejng
-nejng ueejeuad eAupninmial

Jenjsa] 108y nejng
-ne|nd Ip IWouoxa eAuyequeyag

1199)] nejnd-nejngd ueeunfefepuad  ¥9€Z 60 2€0

NVHVYSVYS

npjem Jeda) Buek yr yesopaag
ueeyesnejeuad efuesebbuajasio]

LIBUE( BJESIM UESEME|
ueejojabuad eAupninmial

1wouoya uebueqwabuad ymun
1ne| yemeq [agey/edid eAueiepal

1MING uep 1B1aua uoy
1ne| Jie uejeejuewad eAuelpasial

1efyel weleb yequelad eyesn
uep 1synpoid eAuelehbus|asia)
1efyel

weleh seyeny eAuyeybuluapy

uejne|ay esefr uejeejuewad uep ueejeusd €9¢¢ 60 2€0

npem yeda) ueh THyY 1elopaIIQ
ueeyesnejeuad efuesefbuajasiol

J1aye ueejojabuad Bunynpuaw
BueA 1sensasuoy uesemey
ueesyway/buiels! efupninmia)

ey EBjUB!

neje /uep ueyLIesa|Ip ‘16unpu
fueA yeund weouess) uey

sjual ueejojabuad eAupninmia)

uejnfuelayJaq
Buek 1sensasuoy uesemey
ueejojabuad eAuyexbuiusiy

ueynfuejaxJaq uep bures efepiaq
pe Buek 4ygs ueleejuewsad

©B|0]9y B1R) BAURIRBOUS|9SIa)

NVHVYSVYS

61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

NIV BEY B 931 (90Hd T

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

NYLYI9IY EELAECIY]

18

08



2£'6v2

17'196°€

682601

(avImw dg)
6102-5102
ISYI0TY
V101

oL'orz’t

16'e9¢

(4vImw dy)
6102-5102
ISYI0TY
V101

68

%004

jun g¢

bueio
148

ocl

06 68 88
00'0L 0009 0098 65'se L'z
%001 | %00} | %00}
Hungy | wunpy - Jun 9g
fueio = fueio = Bueio
00€ 0S¢ 440
yefeim 2 yekejim guyefenim Guekejim yuyekeim ¢
ey 062 ey 0S¢ ey 0S¢
00‘00L°'L 00000°'L 00668 G1'9Gh 0Z'L6Y
Yodwoyay | yodwojay | yodwofy
020} 058 089
%0'28 | %0°18 | %0'9L
%026 | %006 = %0'/8
%Y'€8 | %18 | %CLL
%028 | %0'18 | %0'9L
0006’ 00'0L€'C  00'ZZZ  0£'8€8'L  ¥S'6eS’L

6102 810z LLoz 9102 {14

(4VITIN dY) NVHYDINY

00k

001

%SG6<

%G8<
%01>
18'982 or'eze -

S0'LvE 08'61E

00k

0e

0c

o4

£8'10} 16'96 ev'ss -

L9'60}

6102 81L0¢ JALi4 9102 L1lir4

(4vI7IW dY) NYHYIINY

00k

00l

%SG6<

%08<

%c >

00k

°14

Sl

[14

1394V1

00k

00l

%SG6<
v
v

%08<

%EL>

00k

4

Sl

ok

U4

LLoe

1394V1

Yodwojay
015

%0°€L

%0°G8

%69

%0'eL

00k

00l

%SG6<

%SL<

% 1>

00k

Sl

ok

62

910¢

a8

%004

un Le

bueio
80}

1EH 09

ey 08¢

Yodwojay
08

%0°¢8

%99S

%0°0L

Jedep uep

(%) nyepaq HueA uebuepun-buepuniad
ueinjelad [ensas ueygemelbunbbuepadip
p BueA ueueyiiad uep ueine|ay
euepid Yepury ueresajaAuad asejuasiad

ueue)yUad uep uenejay buepig ueiebibuejad ueuebueuad

npjem yeda) uek semehusd
ledey) Jelopau1q ueeYeSNEIRUAd BSBIUSSIad

1seJado deys bueh semebuad [edey yejwnp

ISEXUI[ENY 1YnuaLIaW uep
jundwnw Buek semebuad [edey Yemy yejwnp

sejeq sejuljad uefejou yeBaouaw ynun
Isemelp BueA uesejeqiad ine| yekejm yejunp

14N - ddM IP dXdS Yesnisw
uep Buysyy oy ueielfay uesemebuad exybues
weyep 1joaed jemesad sesado Ley yejwnp

14N — ddM 1P dXS Yesnisw
uep buiysy nnj ueyelbey uesemebuad exbuel
weyep semebuad [edey 1sesado Ley yejwnp

Uenjueq BlsusW
BueA semeBuad jexelefse|y odwojay yejwnp

uesejequad yekem 1p
ueueyLIad BYRSN NYje|ad UBJER]RY 8SBIUSSIAd

nyeliaq buek uebuepun-6uepuniad uenjesad
lensas ueyqemelbunbbuepadip yedep

uep ‘Nipisip BueA ueuexuad Uep uemne|ay
BUEDId Yepul] Uelesajafuad asejuasiad

ueueyuad uep uene|sy eAep Jaquins
sesniaw BueA ueyelbay uep burysyy 1l 1ep
Isemelp Buek |YN-ddm uednyes asejuasiad

nyepaq buek

uebuepun-buepuniad ueinjelad uenjusiay
depeyJa) ueuexad uep uepne|sy eyesn
nyead (aaueldwios) ueynyedsy asejuasiad

NVYNWMIH3d NVa NYLAYT3N VAYA 43GNNS NYYT0T39INId NYSYMYINId INVHI0Ud oL

d0LVAIANI

(%) 14dra
uelojueylad ueueke| ueynuswad asejuasiad

(%) 1ddra remetad elioury

1} uep 1fe6 L d

T4dra uetebbue isuaisys rejiN
T4dra dinvs reiN
4dra gy uedesuad fejiN

(%) 1L
SISeqiag 1ddra ISew.oju| UejeejuBLIag SYApU|

(%) Tddra dnybuil reuoisbuny uep [eanpnis
1eqelad susjadioy uebueluasay syapu|

|eJapuar jeJopjaliq eAuuie siuya) sefn] ueeuesyejad uep uawiafeuely uebunyng

(%) npfem jeday Bueh
T4d Jeiopjelig ueeyesnejeusd asejuasiad

Jne| Buen ueeueaussad
ISBUWLIOJUI LWB)SIS UBp Byep eAue|pasia]

uebuepuniad ueinjesad injejow ueydejoyp
1SBUOZ BURIUAI Mljiaw BueA isuinold yejunpe

uebuepuniad ueinjesad injejpw
ueydeyayp eAuueidsiusiq uep uejdieisew
Milliwew Buek INSY Uep NSy yejwnp
uebuepuntad uesnjesad Injejau

ueydejayp ISeuoz eueaual pijiwaw Huek |NSH
uep NSY ‘yefejim Jejue jne| yekejim yejwnp

NT41d
uawNoq Mifiwaw Buek |4y Ine| uesresad

d0LYMIANI

61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

nped.a}

uep JIipaye uek ueueyuad
uep ueynesy euepid yepun
ueresajahuad uep ueuebueuad

1662 0L 20

Jelopiaua
ueeyesnejeuad Uep ISEASIUILIPE
ueejojabuad efuelebbus|asio]

Jedisipied uep

leuoisajoud Buek 4yas yesniaw
BueA ueyeibay uep Hurysi4

NN ueyeiBboy Lep [YN-ddm
uesemebuad eAuelehbua|asia)

semebuad |edey ueisesadobuad 0S€Z 0L  2€0

UBUBM LIS UBP UBINEISY
1eyeIeAse|\ ueeIajyeleSay
uejeybuluad eAupninmial

Jedisiued uep euoisajosd
fuek gyas uesemebuad uep
ueljepuabuad eAuesefbuajasial

dMas ueejojabuad
welep uejenepsy eAupninmia]

[431]

93X 904d T
NVHYSYS NYLVI9IA

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

uelojueyad

[euoisesado efuejaq uep
Jinjesede efuejaq eAulynuadial
uaIslja eseoas ueunbuequiad
uelefbue eAue|ojexal

isenjolg
Isew.ojay eAuelebbusajasia)

SaSYelp Yepnu Uep [epuey
‘pijeA BueA isewlojul eAueipasia]

[euoisajoid uep uajaduwoy
Buek dy) NSY eAueIpasiaL

neq bueny ueejojabuag 10c2| 60 | ze0

npem jeda) bueh Jdd yeiopailg
ueeyesnejeuad efuelebbus|asio]

NEIMZH
uswinop sey[eba Iselsjasye
UBp 1SUB}SqNS BAUISEN[eABIa)

NEdMZY
uawnyop seyjeba| Iselojasye
uep ISuelsqns eAuisen|ensla)

njuspa) / [UOISEN
sibajens uesemey| ue|dio)sew
uswnyop eAuunsnsia)

yehe|m Jejue

3INjo} Uep ‘ye|as ‘Ine| yeke|im

Ip 1SBUO0Z BUBIUSI BAUUNSNSIAL
|euoisep 1ne7 bueny eje]
BUBDUAY UBWINYOP BAUUNSNSIAL

et fueny ueeuesuasdd 99€z 60  2€0

93N 904d ™
NVHVSYS NVLVI9IA

€8

8



99'Gye

(4vImw dy)
6102-5102
ISYI0TY
V101

88'622

(4vrmin dy)
6102-G102
ISYI0TY
viol

%0086 %0096

%Y0'26  %96'88

%Y0°26 | %6.'06

%1066 | %.0°L6

00°00L 00‘s8 29'2 612y

%001 %001

00k 00k

ve ve

%0'GL | %059

%0'G9 | %0'SS

%0'08 | %0'SZ

siual g1 siual ¢

6L0¢ 81L0c Ll 9102 SL0C 6L0c | 8L0C

(4vIIN dY) NYHYIINY

%06 | %08

0o‘0L 00'sS 1661 6622

00l 00l

bl0gg | 61008

61009 | 61009

%56 %26

1suinoud | suinosd

e 123
0k 6
06 88
06 68
06 68

6L0¢ 810C L1z 9102 SLoe 6L0c | 8L0C

(4vITIN dY) NYHYIINY

myepiaq buek uebuepun-Buepuniad ueinjesad

%0076 depeysa) Uey) Iseodw) UBJee}ay aselUssIad

%0026 | %0006
nyeliaq buek uebuepun
-Buepuniad ueinjesad depeyss) ueueyuad

eABPIPNQ BUBSN HUN UBJER}OY BSBIUSSIad

%SL'V8 | %ET'T8  %00°'LL

nyepiaq buek uebuepun
-Buepuniad ueinjesad depeyda) ueueyiad
L d eyesn yun ,.L_

%YG‘68 %6288 | %¥0'L8

nyeaq buek
uebuepun-6uepuniad uesnjesad depeysa) uey
uedeybueuad eyesn Jjun Uejee}aY aSEIUSSIad

%6156 | %LE'E6 | %S6'C6

61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Jedisiued uep euoisajoid
fueA ueueyuad eyesn nyejad
uesemefuad eAuelebbus|asia)

ueueyuad efeq Jaquing ueejojabuad uesemebuad €662 0L  2€0

npem jeda}
BueA uenejay efeq Jaquing uesemeBuad
JeI0paIIQ UBBYesNEIRUad 8SEIUaSIad

%001 | %00L = %001

(Bueio)
uajadwioy Buek 199y nejnd-nejnd uep Jisisad
uefejim ueeojabuad snsnuy Isijod yejwnp

00k 00k 00k

(1suino1d) 4y @as ueleejuewsad
weep uep d

e e e I
1ses|[elsos uexepelp HueA yekeim yejunpe

nyeliaq buek

uebuepun-6uepuniad uenjesad uenjuajey
depeuya) (1993 nend-nejnd uejeejuewad
BUEsN nyje|ad Ue)ee)ay asejuasiad

%0'GS | %0'0¥ | %0°GE

nyepaq BueA uebuepun-Buepuniad ueinjesad
uenjua}ey depeuysa) Jisisad uejeejuewad
BUesn nye|ad UBee)ay 9sejuasIad

%0'GY | %0'SE | %0°0E

nyeaq bueA uebuepun-Huepuniad
ueinjesad uenjuajey depeuss) uejnejay esel
uejeejuewad nyejad UBJeE}aY aSEUasId

%0'09 | %0'SS | %0'Gy

nyeliaq
fueA uebuepun-Buepuniad ueinjelad jensas
1semelp HueA 1Bunpulip Buek ueyi siual yejwnp

siuaf 0| siualg | siualg

Loz | 910c | Sl10Z

d0LVNMIANI
1394V1

myepiaq buek uebuepun-Buepuniad ueinjesad
depeya) 1ne| nekey uewebeleyauesy uep
ueJfesad ISeAIBSUOY Uesemes| Uejeejuewad
BUESN NYe[ad Uejee}sy asejussiod

%0L | %09 | %SG

(%) npyem yeda) buef uesebbuejad ueuebueusq
00k 00k oot Jelopjalg ueeyesnejeuad asejuasiad
ueueyLad uep uejnejey

Buepiq siuxe} uenyejabuad uexexbunip
Anjauip Buek ueuexuad uep uepneay
Buepiq 1p wnyny yebauad jesede yejwnp

6l0g, | 61009 | 6Bi00g

61009 61009 | 61009 uajadwoy buek ueueyuad SNdd yejwnpe

[epuey uep jeinye
“JexJa) isueysuy uebuap Isesbayjula) uek
[BUOISBU d)d ] ISBUIOJUI UBP B}ep 8SEJUSSId

%06 %58 %SL

®elebbua|asIa) uep ynusgla) Buek uemnelay
UBp UBURLI8d BUBPI Yepul] uesebbuejad
UeueBUBUAJ ISBUIPIOOY| WNI04 Yejwnp

1suinoud | 1sutnoud | 1suinold
I3 I3 vEe

(1sutnoid)
ure| elefou uelelad oY sejeq sejulaW yepi
njun ueweyeLuad UBMLIBGIP Uep ISEY|ISe)Ip

eAuuefejou bueh uesejeqad yekem yejunpe

ure| esefisu Ip
ueueyad buepiq uesebbuejad uep sejeq seu|
ueyMyejaW ISeyIpulia) euaiey efuuebuenwad
1sejjiseyip BueAk eisauopu| uefejon asejussiad

68 a8

o
D

(%) eAuinfue| yepun sasoid nejuedip jedep
Buek (1z-d) MIpisip 1esajas Hueh ueueyad
UBp UBJNE[oY BUBPIJ YEPUI| 8SBJUSSId

88 43 08

(%) nyepaq bueA uebuepun-buepuniad
ueinjesad [ensas ueygemelbunfbuepadip
Yedep ipisip Buex [edey Yemy uep ng
Bueieg ueuebueuad uelesajahuad asejuasiod

88 68 43

Loz | 910c | Sl0Z

d0LVNMIANI
1394V1

Jelopiaug
ueeyesnejeuad uep Isessiulpe
uee|ojabuad eAuesebibusjasial

uajadwoy Hueh nieq [MedMd
SNST0d] 1198 Nejng-neing uep
J1s1sad Yehe|ip ueejojabuad
snsnyy 15110 eAUBIpasIa]

qeme[ bunbbuepaq

BIB23S UBJNE[aY BABP JaqUINS
uejeejuewad weyep jexesefsew
uelepesay eAuexbulualy

nedisiued

uep [euoisajoid Buek 1199y
nejngd-nejnd uep aisisad yehejim
uejeejuewad eyesn nyejad
ueesemebuad efuesefbuajasiol

Jnedisied uep [euoisajoud Guek
eAuue| pekey uou efep Jaquins
uep uejne;ay esel eyesn nyejad
uesemebuad eAuelehbua|asia)

93X 904d ™
NVHYSYS NVLVI9IA

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Jedisiued uep [euoisajoud
BueA uelrelad waysisona

UBP ISBAIBSUOY UBSBMEY
uesemebuad eAuelebbusajasia)

uejne|ay efeq Jaquing ueejojabuad uesemebuad gsez 0L  2€0

1elopjaud
ueeyesneyeuad uep IsessiuILpe
uee|ojabuad efuesebbusjasial

ueueyad

uep uene|ay Buepiq 1p siuxe}
uendwewsy 1eybujuaw buek
) Buepiq 1p wnyny yebauad
1elede uep uajadwoy buek
UBUBYLIA] (SNdd) IIdIS L1abaN
remebiad yipiuad eAuelpasial

ueueyjLad uep ueine;ay

euepid yepurn ueresajaAuad
eybues wepep wnyny yebauad
Jesede Jejue ISeuIpIooy

ure| esefau 1p ueueyiad
uesebbuejad ueynye|aw
ebnpip uep sejeq sejuad
|4 uefejau eAuibunpuipa)

931 904d ™
NVHYSYS NVLVI9IA

a8

8



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT hm

SasyeIp yepnuw
uep [epuey HueA uenyejebuad
uswaleuew eAuelpasia)

(%) Jepueysia) Buek uenyejabuad uswaleuew

%G8< | %08< | %08< | %GL< | %Si< wajsis ueydesausw BueA el1sy yun yejwnp

Buelo g9 Buelo 09 Buelo 09 Huelo g9 Huelo pg d)as semebuad [euoisbuny yeqefad yejwnp

buelo = Bueio = Bueio = Bueio = Bueio ueyningey lensas usjodwoy buek
§/2 052 (144 002 6LL uesemebuad s uebuequabuad yejwnp
dasd

%0L> | %Cl> | %NEL> | %vL> | %S> equdayJaq
uep [euoisajoid ‘usjadwioy Buek

d)asdra NSy eAupninmiay

‘uaflig NSV Sembajur uep isuajaduwioy syapu|

i ¢ ¢ ¢ p ¢ d)}asd [esepusr
8661 o005z oo'oez 000l 6269 veoLl 1esopjanq eAuuie sinja) sebn) ueeuesyejad uep uawaleuely uebunyng uejeybuiuag SS€z) 01 | 2€0

npem jeda) buek uesemehusd

Inpinaselu| ueyexbuluad Uep UBUBNLad
uep ueynejey eAeq Jaquing ueejojabuad
UBNBJUBWA '}Q UeByeSNeeuad asejuasiad

%001 = %00L = %00+ = %00 = %00}
Jelopjauld

ueeyesneyeuad Uep ISessiuIpe
uee|ojabuad efuesebbusjesial

nejuedip yedep 6ueA uey

%06 %58 %08 8L ) ueyejobuad uep eAepipng eyesn asejuasiad

UBUBN{LIad [edey UBNBUBLIB] WAISIS UENUa}ay

%56 %06 %58 %08 8L depeua) 1ee) Bueh ueueyiad [edey asejuasiad

pieje Buek ueueuad
efep Jaquns ueejojabuad

uenejuewad eAuesebbuajasial

124 8l M 9 - 193y Ne|nd-nejng Uep JIsisad UBSEMe -
9¢ 0¢ ¥2 8l cl ISBAIBSUOY| Uesemey -
SISI[EueIp

uep nejuedip jedep BueA 198y nejnd-nejnd

uep Jisisad Uep ISBAIBSUOY UBSEMEY Ue|Wwnp pfese Buek uenejey

efep Jaquns ueejojabuad
uenejuewad eAuesebbuajasia]

0 0 0 0 9 [epsnd |
i L L 0 0 semebuad
[ede) Ygy (UeIUNH sojdwoy) Jayays
uenfue|
0 veiniuey 2 uep 2 (saueld |o1yed) uesemehuad 1|01yed jemesad ‘[
€ nieq ¢
gl 8 LL 0 Jan uesemebuad sod |

(4vImw dy)

6102102 TR REN i 90ud D
ISYNOTY HOLYNIGNI NYHYSYS P

viol (4v17IN dY) NYHYIINY 1394v1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT ow

L 1 0 0 0 EISSNA UON Ygy ueBundwieusd yewny ‘y
4 4 4 0 0 semefuad [edey yisibo Huepny ‘6
I I 4 oL 4 ping Bueleg Buepny °}
JA> ¥ 9 oL 9l Jojesadp ueunbueg o
4 4 4 1 1 semebuad [edey efewaq p
LE € 4 oL 14 semefuad Jojuey ‘9
oL oL oL 02 05 semefuad yeoqpaads q

- - - - J18)8W 0z p's 9| < Buefued ‘3 ad) -

- - - - 1818w Q€ p's 0z < Buefued ‘g adi) -

9 1 14 0 2 J818W Op p's 0g < Buelued ‘g adiy -
€ 14 4 I 4 Jaj8w 0G p's Oy < Buefued ‘g adi) -
- L 4 12 J1818W (G < Buelued ‘v adi) -
6 9 9 € 8 semebuad [edey e
npjem jeda) uep

19 8¢ 1% 95 0L |agejunye eJeoas [epewsaw bued uesemebuad
eueseseld eueses ueynuawad yejwnp

I I I - lejued Jepey )
L L ! ! - (S1y) weysAS uoeayuap] dpeuIoNy o
2 Z 4 L 4 1selfaju] waysis ‘o
aulj uo

- - - ¢ [4 (1¥)S) Japiwsuely 1Seypjy uebuels)ay Jeins ‘q
- - - - 3 (onwy)sejus) Buyioyuoyy euoibay “e

1selfajuLia) uep [euoisesado ‘lepewaw

WaISIS | WRISIS | WaIsIS | WalSIS | Waiss BueA isexiunwoy uep Isewojul 160j0use} N Jede) uep

S S S 14 L SISQ4aq dS UpsemeBuad WaIsS YeILnp 1seifajunia) 4yqs uesemebuad

Uep ISeLIoJU| Wa}sIS

Jnpjnaysesul eAulynuadia)

e . ‘ ¢ ¢ . uesemebuad

SH60EY 000v6 0006 00026 19209 S889. anpiniselju) uejeybuluad uep ueueyLiad Uep uenejay efeq Jaquing UenejuBWAg vege| 01 | 280

npem jeday Jelopiaiq

%001 = %00L = %00k & %00L = %00k Buek ueuesiad efeq Jaquing uesemebuad ueeyesnejeuad Uep ISEASIUILIPE

Jelo0pjallq ueeyesnejeuad asejuasiad uee|ojabuad efuelebbus|asial

yodwoyay | yodwopay  odwiojay | Yodwojey | Nodwopy d)as uesemefuad wefep jipe Qs uesemebuad muequiaw

welep jpfe ueladiaq buek
semehuad jexelefse}\ yodwojay

08.L ceLL G891 6691 gzt | Buek semebuad jexesefse|y Yodwojey yejunp

(4vITin dy)
6102-5102
ISYI0TY
viol

6102 | 8l0Z | L0z | 910z @ Sl0C

[ 7i/LENY 931 908d DI

d0LVNMIANI NVHVSYS /NVY904d

(4vIIN dY) NYHYIINY 1394V1



96°01G

(avImw dy)
6102-G102
ISYI0TY
V101

889861

10'629'%

(4vImn dy)
6102-5102
ISYI0TY
viol

(idn) Angeases waysis
8 % e % (49 ueydelauaw Buek (l4n) eyesn nyejad yejwnp
Jodsya ynpoud nnuwi ISexyIes yejwnp

(1sey0]) eAeyRgIaq UBYR] UBP
npisal ‘uey) uesebasay Joyuowa} bueh 1sexo

00028 100098 ' 000'¥8 = 00028 ' 0008
43 1€ 6¢ 12 G2

(wun) eqw erebau
Isesysifiaia) Bueh uey| ueyejobuad yun yejwnp

(1sexol)

Jelag WeboT Uep uIX0jolg BULIEY UBJBWSD
1ep uexejadip bueAd 1ne7 uelelad 1SeX0
(9%) ueuRyLIad

|ISey ueuBWESY UBP MW UeyeleAsiad
uebuap 1ensas HueA |y yehejim wejep ay
ynsew HueA ueueyuad ynpold asejuasiad

00¢ 0S¢ 002 051 Gel

oL 6 A S €

08 6L LL SL

€5'LIg €9'syL 12'09
(%) nijem
jeda) Buek uey| yefeH ueueweay uep uey|

BUNjUEJY JBSNd UeBUeSNEjeuad aSejuasiad
(wun) (@xo) reg

BueA uey| eunuesey ere) ueydessusw Huek
(Idnn) uex| ueeAepipnquad eyesn Jun yejwne
(eJebau) uey ueeujuesexiad wasis uedelauad
Jepuels wejep siuowuey bueA erebay yejwnpe

%001 | %001 = %00L = %00l | %00l

005 ocy Gle 6L GL

(yun) uexdeyayp ynun sefe| buek ebiney
eyid ijiw ues! eunueley Isefelsul yejwnp
(1e8s) Jepuels lynuawaw Huek
SIISSWOP UBY| UBJRYSSSY ISBMIYILISS Uejunp

09¢ 0S¢ ove 0ee 0ce

0007} 000°€V} 000 LYk 000'6EL 000°LEL

(1BX1}11I8S) JBpUR)S JynUBWIBW

0006€ | 005'vE  00S'€E  00ScE  00G'Le BueA Jodsya uey| UBlBYSSaY ISBNIHILSS Uejwnp

(uawnyop) ueyesajasip Huek uey

€ g 2 4 4 nefey ueueweay uep ueeunuesesiad buepiq
uebuepun uefuepuniad ueinyesad Jeip yejwnp
(1sex0]) BURUBIRY UBYI IMeAUSd

09v 89¢ e (%3 81

uelegafuad Lep uexejadip bueh 1sexo

Jiseaul Jeyisiaq uep Bueseip ‘i6unpuljip

98 9L 99 94 9 BueA nefey uabe sjual ueyejadia) Hueh 1sexo

(%) uexresasajasip buek
uey| ljefey UBUBLIBSY UBP UBBUIUEIENIS]
uelebbuelad snsey ueuebueuad asejuasiod

§6 §6 G6 G6 06

8102 LLoz 9L0z L4 6L0c | 8L02 | Ll0Z | 9102 | Sl02

d0LYMIANI

(4YITIN dY) NVHYDINY 1394vL

(%) 14 Uekejim wejepay ynsew
yebaoip Bueh ynosya uey uxeAuad Isejuasiad

96 43 88 08 LL

61025102 NNHYL

NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Iepue)s [ensas
Buek ueueyuad |ISey ueuewesy
uep mynw ueyjepusbuad

waysis eAuelebbuajasia)

uey|l euue.ey Yesnd
ueeyesnejeuad efuesebbuajasio]

gIM9 uesdessuaw
Buek 1gnn eAurexbulusiy

JIepue)s [ensas
BueA uey| nefey ueuelweay
ueljepuabuad uep ueenueseytad
waysis eAuelehbualasia)

Jedisiped

BueA ueyi nefey ueueweay
uep nnw ‘ueeunuelesad
ueyellqay eAueipasial

BULUBIEY UBYI
wyeAuad uesegas efuueyeladia]

NVHVYSYS

UBUBYLIA |ISBH UBUBWIEAY UBP MN|\ UBUIWeL wa)sIS uedesausd  686E LI

2e0

NIV GEY B 931 [90Hd T
/INVH904d

6102-G102 NNHYL

NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

Jedisiued uep [euoisajoid

©IB03S UB)| [JeARY UBUBLIEAY LB

nnw ueuiwel ‘veeunueleslad
waysis uesemefuad uep
ueliepuabuad eAuesefbuajasia]

¥8'06¥ 89'86€ 89°15¢ I'ys1 €565 uey| nefey ueueweay uep ueeuluelexiad wasis uedesauad uep ueeuiquiad  886E Lk 2€0

. . . . (%) BURUEIRY ISBYJLISS IN[EjaW
00°%ck | SE'HL | ELLL | BEOL ueueyad |1sey Jodsya eIN ueeybulusad
(siual) oyisal
[erd 0z Sl oL [ sisi[eue Uelfey| IN[ejaw JISeul Je}isaq uep
Bueseyp ‘16unpulip bueh yefey uabe siuap

(o) BUOZ . _“N«_._ﬁw_wv_aa

96 6 88 8 08 Jejue efuuelegafuad yebaolp Buek eunuesey =m.u n%sm. m:_a _»S._mn

ueyl yeAuad siual yejwnf asejuasald Hipedisiped bued uex|

1jefey Ueuewealy Uep ninw

(wun) Jodsya uejesedsiad uelfepuabuad ‘yj|dH ueseqafuad

059 59 009 £ 058 1ynuawaw BueA ue| ueyejoBbuad pun ueyeBaouad eAupninmia)
_ _ _ _ _ (snsey) exiw
0L> 0L> 0L> 0> 0> elebau Jad ueueyuad |Isey Jodsye uexejouad
(%) eaJe Jejue uep ‘Jodwy

‘lodsya ueynsewad,uesenjabuad yefe|im 1p Bale

18 18 9/ (YA ueueyad uep uejnejsy uehuepun Huepuniad Jejue uep Jodwi ‘Jodsya werep

ueinjelad uenjus)ey depeyta) dy eyesn ueueyad UBp uelnelay eyesn

nye|ad (aoueljdwos) ueynyedsy asejuasiad nyejad ueynjeday eAupninmial

. ¢ d) 1esiesehsely

2k |00k | 5% 8 (%) Ueuexyad 80d UeUnquined ueeIa)elasay eAupninmIaL

00'00S'  00°002'L 00008 66'699 GE'16Y NYNWMI¥3d TISYH NYNYINYIY  NYA NLOW NYITYANIINId ‘NYMI YNILNYHYY INVH90Hd L 220

(%) d¥asd ra
%001 | %001 | %00k | %001 | %00k uelojuesiad ueueAe| ueynuatad asejuasIad

uelojueyad

(%) dMasd ra remebad eliaury leuoisesado efuejaq uep

%001 | %001 | %00k | %00 | %00k uebueluny uep Ife6 uesefequad asejussiad JInjesede efuelaq efulynuadia)

(06-08)  (06-08) ' (06-08) | (06-08) ' (06-08) uaIsyo eJedas ueunbuequad

yieg yieg yieg yieg ieg IaSd rq dmybuy uese66ue elisunt N uesefbue eAuejojaxia)
pyedasip Bueh dyas uesemebuad Buepiq
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ [BUOISBLIB}U| UBP [BUOISBU BWESE(IAY UB|unp
W W v v v dXdSdra diMvs feiN

dnybi
v v v aq aq i0Sd 1a aDu! ewd ueuefe| eped IsejuaLiolaq

ISeIy0.1g 1SeW.I0JaY Bliaury [ejIN uejeybuluad

810¢ pAl4 910 B4 6L0c | 8l0c | LlOc | 9102 | Sl02

d0LVNMIANI

(4v17IN dY) NYHYIINY 1394v1

uep ‘ualsya ‘ypjaje buek
d)0Sdra Isenjouq efupninmiay

NVHVSVS

NVLYI9IY EELEELCIY]

68

88



61025102 NNHYL
NYNYXI43d N¥d NVLNYT3X NYIILNININ SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

laqejunye
%G6< | %G6< | %G6< | %S6< | %SG6< INdINg uesebbue efiaury UBp uaIsla eJedas ueunbuequiad
uelefbue eAue|ojexal
ewud ueuefe| eped ISejuaLiosaq
w v v ag a8 INJING g Bliaury 1eIIN uep ‘uaisya ‘yijaje buek
di¥g Iseajolq eAupninmial
(%) Jepueysiay Buehk SaSYeIp Yepnw
%00} | %0L | %09 | %0S = %0y | uenyelabuad uawaf waysis uexd Uep [epuey BueA uenyejabuad
Buek NdiNg dnybuil e[18y Jun asejuasiad uswsaleuew eAuelpasia)
Ndbig uelpequdayiaq
a8 08 1L 74 99 uep [euoisajoud ‘uajaduwioy
dnyBui| seybaju) uep 1suajadwoy syapu| Buek Waliyg NSV eAupninmaL
G ¢ ‘ ¢ « ¢ UBUB)LI3J [ISEH UBUBWEA)Y UBP NN|\ uellepuabuag
veooe 46009 0L'56Y 961638 05208 60'992 ‘uey| eunuesey uepeg efuuie siuya) sefin) ueeuesye|ad uep uawafeuepy uebunyng 166E L1 | 2€0
(%)
00l 00l 00l 00l 00l npem Jeda) HueA eweseliay uep ueynjeday mnw uawsafeuew jesnd
‘ISeSEPUE)S Jesng Ueeyesnejeusd asejussiad ueeyesneyeuad euesebusjasial
(o) ueseyeqtad yekeyim juiod Anua
%L8 %18 %9L eL uep Jixa 1p uesemebuad ue|iseylagay yexbul]
uesemeBuad uep ueljepuabuad
waysis eAuelebbuajasia)
(uexeficay)
€ € € z L ueyesa|asip buek ueueyuad |isey ueueweay
uep ninw Buepiq ignd uexeligey yejwnp
(uawnyop) uexesajasip BueA ‘ueyi ueueyuad
v ¥ £ £ € ueeunueseyad Buepiq yiignd uexeligey yejwnp | 1ISEY UBLBWESY Uep mnu ‘lefey
UeUeWEaY ‘Ueeunuesesiad
Ijgnd ueyeligay eAueipasia)
(1aded) ueji nefey ueueweay
BJI9S ‘UBUBMLIAd [ISBY UBUBLIESY UBP NINW
S S v 4 ‘uey| ueeunue.esad Buepiq Ip [eJeye|nw
[euoiBa ‘[e1oje|iq BWeSeLaY yejwnp
uey| efey
UBUBWESY BHS ‘UBURMLIAd [ISBY UBUBWESY
8 L S € uep nynw ‘uey|l ueeunuesexiad Huepiq |
ebequal Jejue ewes eliay ueluefiad yejwnp
(4vITIN dy) o3 190
6102-5102 [PLTLE N 930 1908 DI
ISYNOTY HOLVMIANI NYHVYSVS JNYHD0Yd

viol

(4vI7IN dY) NYHYIINY

1394V1

6102-G102 NNHYL
NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(Ieroaddy/7HIN/NOIN) Uex! yekey
UBUBWESY| LSS Ueueyad [ISey UBUBLIBSY
8¢ £ % §€ e UEp NMnw ‘uey| ueeuruelesad wasis wejep
ewesel1ay/uow.ey buek erebau yejwnp
¥ ¥ ¥ 2 2 1syod 1p BueA 1n Jajeweled syusf yejwnpe
. . . . Buipueq
0S€’L | 00€'h | 002t | OOLL | 000° 1n ueynyeyip bueA uelinBuad siual yejwnp
L 9 S 4 € ueinbuad apojow INSY yejwnp
(Buelo) 1susjadwioy 1in ynyjbusw
oz | Ove | Ozg | 002 | 08k | Buek(msem) mnp semebuad uep (IdHd) uesi
ehusd ewe Ifepuabuad [euoisbun{ efeus)
(el1ex yun)
6¢ 82 92 [%4 02 nmn uelepuabuad wa)sis ueydelauaw Huek
uajaduioy seojo dnybull eliay nun yejwnp
IinBuad wnuojeloqe| uejelefsiad
4 ke 6 a £ 1ynuawaw BueA wniiojeloqe| yejwnp
(Mun) 020/ 1
Sl I gl 2zl oL 08I 1sadsul uatuafeuew wajsis ueydelausw
Buek siuxal euesye|ad Jun yejwnpe
(1un) 1006
9l Gl vl el ! 0S| Mnw uswaleuew wajsis uexdelauaw > . nnu uep %ﬁ_
Buek siuyjal eueseag nun uejwny | WeAeU UBUBWESY ‘URRURLEIEXIa
BLES B[18Y UBp UsWaleuew
wajsis eAuesebbua|asia)
€€'LLS 99'061 66'951 €1'86 6€'8EL 96°62 ueueuad [isey UeueWeay Uep Mnw ‘ued| UBBUNUEIB} A WA)SIS uelepuabuad 066 LI  2€0
(%) niem
00k 00k 00k 00k 001 | tede) Buek ueueuad |ISeH UBUBWSY UBP NiN| nnw 1sexyiyas yesnd
ISeXJIHaS Jesng ueeyesnejeusd asejussiad ueeyesnejeuad eAuesebus|asial
Jedisied
(%) uexresasajasip buek | uep [euoisajod eiedas ueueyuad
S6 56 S6 S6 06 UeuByLad [ISBY UBLBWIESY UBP MNW Wa)sIS U UBUBWESY UBP NINW
uelebbuejad snsey ueuebueuad asejuasiod ueuiwel wajsis uesemebuad uep
ueljepuabuad eAuesefbuajasial
(uswnyop) ueyesaasip buek Jedisied
Z Z Z | | ueueyad |ISey ueueweay uep mnw Huepiq BueA ueueyuad |ISey ueuewesy
uebuepun uebuepuniad ueinjelad Jep yejwne | uep mnw uexeliqay eAueipasial
. . . . . uey| ueyejobuad Jun 1p (dDIVH Jesiiiuias) 1dn eped (dOOVH) mnw
S6E°L | GS€'L | SeEl | 00E' | 19LL nnw ueuiwel wajsis uedesauad ISexILIaS ueuiwel jeyipas eAuyexbuiuay
(4YIIN dy)
6102-5102 9 904d T
SN0 HOLYMIONI NVHVSYS oo0Hd
V101 (4VITIN dY) NYHYIINY 1394v1 300X

16

06



NVYNYMIHId NVA NVLNVIIM IH3LNIN

IlLNnLsSvirand isns

PR

‘VISINOANI MINgNd3d

6102-G102 NNHYL

NYNYMIY3d NVd NVLNYTI3X NYIHILNIWIN SI9FLVHLS VNVONIH NVHIdINYT

(avImw dy)
6102-G10¢
ISYI0OTY
vioL

(%) INdINg

004 004 004 00t 004 uelojuesiad ueueAe| ueynuaad asejuasIad
[

00t | o0k | 0oL | ook | 0O (%) Wdbfg temetad efiauny

(4VITIN dY) NYHYIINY

1394v1

uebuefuny uep Ife6 uesefequiad asejuasiad

dOLYMIANI

uelojuesad
leuoisesado efuejaq uep
JInjetede efuejaq eAuiynuadiap

NVHVYSYS

NVLVIDIN [EEX
/NYHI0Yd

904d ™

6



